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Abstrak 

Penelitian ini dilakukan Untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang dapat 

mengoptimalkan dari fungsi APBN, dimana terdapat 3 variabel independen yang 

dipilih yaitu efektivitas sistem pengawasan melekat, akuntabilitas laporan 

keuangan dan daya serap anggaran. Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dimana jumlah sampling yang diambil sebanyak 60 responden, dimana 

para bendahara di masing-masing unit di BNPB sebagai partisipan atau 

respondennya. Penelitian ini menggunakan metode analisa korelasional dimana 

teknik analisisnya menggunakan analisa regresi berganda. Hasil dari penelitian 

ini menyatakan adanya pengaruh yang signifikan jika dilakukan secara parsial 

terhadap 3 variabel independennya dimana pengaruh ketiga variabel terhadap 

APBN diatas 80%. Sedangkan jika dihitung secara simultan maka terdapat 

pengaruh yang besar yaitu 92,1% optimasi fungsi APBN dipengaruhi oleh 

efektivitas sistem pengawasan melekat, akuntabilitas laporan keuangan dan daya 

serap anggaran. Dan pengaruh yang paling dominan adalah akuntabilitas 

laporan keuangan. 

 

Kata Kunci : Efektivitas sistem pengawasan melekat, akuntabilitas laporan 

keuangan ,daya serap anggaran dan APBN. 
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COUNTRY ON GOVERNMENT ORGANIZATION IN BNPB 

 

Muhammad Gary Gautama 

 

ABSTRACT 

 

This study was conducted to know influence of the factors that can be optimized 

budgeting of revenue and purchasing on Government Organization functions. In 

this research using 3 (three) independent variable have choice, where that’s 

variable is built in control system, accountability of finance report and the using 

on budgeting. This research as categorized is quantitative research which number 

of sampling have 60 participant. The object of participant is employee thats 

working reporting for finance in every department. This research using of 

correlational analyze methods and the technique of analysis is multiple regression 

analysis. The result of research are influence that significant between three 

independent variable as partial from budgeting of revenue and purchasing on 

Government Organization and have score coefficient determination above 80%. 

The influence efective or have score of coefficient determination on built in 

control system, accountability of finance report and using of budgeting on 

government organization on simultant for budgeting of revenue and purchasing 

on Government Organization is 92.1%. And accountability of finance report as 

dominant variable in this research. 

 

Keywords : Influence of efective built in control system, accountability of finance 

report and  using of budgeting on government organization, 

budgeting of revenue and purchasing on Government Organization. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini untuk mengetahui keberlangsungan instansi pemerintahan 

apakah memiliki kondisi sustainable growth dalam jangka masa yang panjang 

dapat diketahui melalui kondisi pengelolaan keuangannya. Manajemen 

pengelolaan keuangan yang baik akan membuat kepercayaan publik terhadap 

instansi pemerintahan menjadi lebih kuat. Dengan adanya transparansi informasi 

laporan keuangan pada saat ini akan memudahkan instansi pemerintahan akan 

dapat diawasi berdasarkan pelaksanaan program-program kerjanya, dimana setiap 

aktivitas pekerjaan akan membutuhkan pembiayaan yang terencana. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan revenue 

yang menjadi penggerak setiap program kerja di negara Indonesia. Oleh karena itu 

dengan mengetahui fungsi dari APBN dalam membangun negara menjadi lebih 

tertata dan sesuai keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. APBN di BNPB 

dipergunakan untuk melakukan pembiayaan program kerja yang telah terencana. 

Saat ini pengelolaan dana di BNPB yang bersumber dari APBN sudah dilakukan 

sesuai dengan ketentuan yang ada, namun demikian perlu dilakukan evaluasi 

apakah pada saat ini sudah dioptimalkan fungsinya pada saat dipergunakan dalam 

membiayai program-program kerja di BNPB. 

Dalam melakukan pembiayaan pada program-program kerja yang telah 

direncanakan, BNPB selalu melakukan evaluasi perencanaan kerja disetiap 

tahunnya. Dana yang diperoleh dari BNPB akan dipergunakan untuk melakukan 

pembiayaan pada program-program yang mendukung pra bencana, darurat 

bencana dan pasca bencana. Hal ini dikarenakan adanya upaya pemerintah melalui 

koordinasi dengan BNPB untuk terus memperhatikan penanganan pada setiap 

bencana yang terjadi di indonesia. 



2 
 

 
 

Berikut ini merupakan data revenue dari APBN yang diterima oleh BNPB 

terutama untuk program pembinaan bencana, detail informasinya terdapat pada 

tabel 1 berikut ini : 

Tabel 1 Revenue Anggaran BNPB Yang Bersumberkan Dari APBN 

Tahun Anggaran 

2010 5.613.662.080.000,00 

2011 5.643.020.724.000,00 

2012 1.656.830.340.000,00 

2013 3.124.114.870.000,00 

2014 2.214.333.540.000,00 

     Sumber : Data sekunder dari BNPB, April 2015 

Berdasarkan data pada tabel 1, menunjukkan dana yang diperoleh dari 

APBN dari tahun ke tahunnya mengalami fluktuasi dimana revenue pada tahun 

2010 dan 2011 terjadi peningkatan, namun demikian dari tahun 2012 sampai 

dengan tahun 2014 terjadi fluktuasi dimana anggaran terendah dari APBN terjadi 

pada tahun 2012. 

Dalam mengoptimalkan fungsi APBN salah satunya dengan melakukan 

sistem pengawasan melekat. BNPB merupakan salah satu instansi pemerintahan 

yang telah menangani program-program pembinaan pasca bencana dimana pada 

saat penyelesaian setiap program kerja diwajibkan untuk membuat laporan 

keuangan. Dimana laporan keuangan tersebut akan menunjukkan pendataan dana 

pendapatan dan pengeluaran yang telah dipergunakan pada program-program 

pembinaan pada penanggulan bencana alam. 

Salah satu komitmen pemerintah pada saat ini adalah mewujudkan negara 

yang bersih dan mengurangi adanya penyimpangan anggaran. Oleh karena itu 

melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) akan membantu BNPB 

dalam pengawasan anggaran yang dikeluarkan. Dimana masa efektif sesuai 
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dengan amanat pada undang-undang nomor 1 tahun 2004 pasal 58 ayat (1) dan (2) 

tentang pembendaharaan negara yaitu dengan diterbitkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 (PP/60/2008) dinyatakan bahwa untuk 

mencapai keuangan negara yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel, 

Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota wajib mengendalikan 

setiap aktivitas atas penyelenggaraan kegiatan pada pemerintahannya. 

Berikut ini merupakan data yang mewakili adanya aktivitas pada efektivitas 

sistem pengawasan melekat di BNPB sebagai salah satu bentuk monitoring dan 

persiapan dalam melakukan audit internal. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui 

kegiatan audit intern di BNPB. Sebaran data berikut ini menunjukkan adanya 

jumlah sampling terhadap rencana kegiatan pembinaan pada penanggulangan 

bencana versus jumlah realisasinya. Detail data pada tabel 2 adalah sebagai 

berikut ini :  

Tabel 2 Realisasi Aktivitas Audit Keuangan Internal 

Tahun 

Jumlah pengecekan 

Sampling pelaksanaan 

audit/monev. 

Jumlah Realisasi 

2010 58 58 

2011 60 60 

2012 65 65 

2013 79 79 

2014 93 93 

        Sumber : Data Sekunder dari BNPB; Februari 2015 

Dalam 5 tahun terakhir ini monitoring terhadap efektivitas sistem 

pengawasan melekat pada setiap program kerja di BNPB selalu mengalami 

peningkatan jumlahnya, sebaliknya jika ditelusuri dari jumlah Sumber Daya 

Manusia (SDM) untuk pembuatan laporan dari setiap unit kerja dari tahun ke 

tahunnya tidak mengalami penambahan sehingga berdampak pada aktivitas 

monitoring dan audit dilakukan secara sampling. 
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Gerakan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh beberapa instansi 

pemerintahan mengedepankan beberapa tuntutan penting antara lain mendesak 

pemerintah meningkatkan kinerja, memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(KKN), dan pelaksanaan praktek pemerintah yang good governance dan clean 

government. Good governance mengandung dua pengertian yaitu nilai-nilai yang 

menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat 

meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, 

pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. 

Sentralisasi kekuasaan dan pengelolaan keuangan di BNPB pada masa 

sebelum era reformasi selalu menitikberatkan pada pembinaan kegiatan yang ada 

yang berada dipulau jawa. Oleh karena itu daerah-daerah yang terkena bencana 

dan berada pada luar pulau jawa masih belum mendapatkan perhatian secara 

khusus dalam penanganan kegiatan pembinaan bencana alam oleh pemerintah. 

Dengan demikian kegiatan penyuluhan dan pembinaan yang terfokus di pulau 

jawa saja akan memberikan dampak adanya kesenjangan dalam pencegahan 

terhadap bencana, darurat bencana dan penanganan pasca bencana. Program kerja 

tersebut diharapkan dapat memperbaiki kondisi daerah-daerah yang telah 

mengalami bencana alam. 

Salah satu masalah penting dan yang menjadi penyebab kurang adanya 

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang merupakan 

unsur dari suatu kondisi good governance di sebuah instansi pemerintahan. 

Penerapan good governance di BNPB ternyata pada awalnya menghadapi kedala 

yang cukup rumit terutama pada saat pelaksanaannya. Di satu pihak pemerintah 

daerah dituntut untuk mewujudkan good governance, sementara dipihak lain 

sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang semua kegiatan terutama 

menyangkut teknologi informasi dan SDM pendukungnya masih belum 

mendapatkan dukungan yang baik oleh pemerintah. Hal tersebut dapat dipahami 

oleh BNPB, mengingat pelaksanaan kegiatan pembinaan sangat memerlukan 

pemikiran, dukungan biaya dan tenaga ahli yang tidak sedikit dari pemerintah. 

Pemerintah daerah yang terkena bencana biasanya memiliki keterbatasan dana dan 
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SDM yang membantu dalam eksekusi kegiatan program-program kegiatan 

pembinaan bencana. 

Berikut ini adalah data yang mewakili kondisi akuntabilitas laporan 

keuangan di BNPB  yang telah diketahui untuk melakukan pembiayaan kegiatan-

kegiatan program pembinaan bencana alam yang telah direncanakan. Detail data 

tentang akuntabilitas laporan keuangan dapat ditunjukkan pada tabel 3, informasi 

datanya ditampilkan selama kurun waktu 5 tahun terakhir : 

Tabel 3  Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BNPB 

  Sumber  : Data Sekunder dari BNPB – Februari 2015 

 Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui selama dalam kurun waktu 5 tahun 

terakhir penyampaian laporan keuangan dimana laporan keuangan yang 

dikerjakan oleh pegawai di BNPB pada setiap tahunnya selalu mengalami 

peningkatan. Peningkatan laporan keuangan di BNPB disebabkan oleh 

bertambahnya program-program kerja dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir. 

Penambahan rekapitulasi laporan disepanjang tahun selaras dengan semakin 

meningkatnya program pembinaan terhadap bencana yang menjadi program kerja 

BNPB. Semua unit kerja di BNPB yang bertugas dalam membuat laporan 

keuangan dapat melakukan unjuk kerja yang baik dengan cara menyampaikan 

laporan tersebut ke pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan waktu yang 

telah ditetapkan. 

Dalam melakukan program-program pembinaan pasca bencana, monitoring 

dan evaluasi terhadap daya serap anggaran akan dilakukan pengelolaan secara 

Tahun 
Jumlah Pembinaan Administrasi  

dan Pengelolaan Keuangan di BNPB 

2010 60 

2011 64 

2012 70 

2013 74 

2014 80 
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baik dan benar. Hal ini bertujuan agar pengelolaan keuangan di BNPB dapat 

termonitoring sejak awak terutama pada aktivitas monitoring terhadap biaya yang 

telah terserap untuk membiayai program-program kerja di BNPB seperti 

membiayai program-program pembinaan bencana alam. Berikut ini merupakan 

data yang menunjukkan adanya jumlah ratio daya serap anggaran penanggulangan 

bencana alam di BNPB selama kurun waktu 5 tahun terakhir, detail informasi data 

serapan anggaran dapat diketahui melalui tabel 4 dibawah ini : 

Tabel 4 Daya Serap Anggaran  Di BNPB Pada Program Pembinaan 

Tahun Anggaran Realisasi Persentase (%) 

2010 5.613.662.080.000,00 5.260.259.958.690,110 93,7 

2011 5.643.020.724.000,00 5.453.070.155.219,00 96,6 

2012 1.656.830.340.000,00 1.450.747.356.611,00 87,6 

2013 3.124.114.870.000,00 2.977.146.755.698,00 95,3 

2014 2.214.333.540.000,00 2.078.850.736.708,00 93,9 

      Sumber  : Data Sekunder dari BNPB – Januari 2015 

Persentase daya serap anggaran di BNPB pada program pembinaan selama 5 

tahun terakhir bersifat fluktuatif dari tahun ketahunnya. Dimana penggunaan 

anggaran sebagian besar dipergunakan untuk membiayai program-program kerja 

yang telah direncanakan pada setiap tahunnya. 

Mengacu pada penjelasan terhadap uraian tentang kondisi sebenarnya di 

BNPB dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Dapat diketahui hasil penelusuran 

terhadap fenomena yang terjadi adalah seperti : (1). Semakin bertambahnya 

jumlah sampling audit keuangan yang diambil maka pelaksanaan sistem 

pengawasan melekat akan membutuhkan waktu dan SDM yang bertugas dalam 

proses audit; (2). Terdapatnya pembuatan laporan keuangan tidak sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK). (3). Adanya kecenderungan daya serap 

anggaran disetiap tahun khususnya pada akhir tahun anggaran memiliki kesan 
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bahwa pada program kerja yang dilakukan oleh BNPB terlaksana hanya untuk 

penyerapan anggaran. Dari ketiga gejala dan fenomena yang terjadi perlu 

dilakukan penelitian terhadap topik penelitian dengan judul “Pengaruh Efektifitas 

Sistem Pengawasan Melekat; Akuntabilitas Laporan Keuangan dan Daya Serap 

Anggaran terhadap APBN Pada Instansi Pemerintahan Di Badan Penanggulangan 

Bencana (BNPB)”. 

 

I.2 Pembatasan Masalah 

Pembahasan topik memiliki ruang lingkup objek penelitian pada instansi 

pemerintahan BNPB pusat saja. Adapun tujuannya agar pembahasan dalam 

penelitian ini lebih terfokus pada objek yang diteliti sehingga kendala yang terkait 

proses dan waktu tidak menjadi permasalahan dalam penelitian ini. 

Berdasarkan penjelasan dari fenomena yang ada selanjutnya dapat diketahui 

adanya sistem pengawasan melekat yang masih belum dijalankan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, terutama pada unsur pendukungnya yaitu jumlah SDM 

yang melakukan pengawasan jumlahnya masih terbatas namun demikian jumlah 

program kerja BNPB seperti kegiatan awareness terhadap pencegahan terjadinya 

bencana dan penanggulangan pasca bencana dari tahun ke tahun akan semakin 

bertambah. 

Semakin bertambahnya beban pekerjaan akan menuntut para pengelola 

keuangan di BNPB harus menguasai pekerjaan yang diampu, sehingga akurasi 

dan akuntabilitas laporan keuangan yang dibuat oleh pegawai di BNPB harus 

dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pada saat ini masih sering terjadi 

kendala secara internal terkait pembuatan laporan keuangan terutama dalam 

menindaklanjuti pengumpulan bukti transaksi keuangan dari beberapa vendor 

yang menjadi partner dalam melakukan kegiatan awareness dan penanggulan 

bencana. 

Kesesuaian perencanaan program kerja terhadap realisasinya masih sering 

terlambat, untuk bagian perencanaan terkadang masih sering terlambat dalam 

memberikan update aktivitas program kerjanya sehingga penyesuaian terhadap 
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anggaran memerlukan waktu tambahan dan hal ini akan berdampak juga pada 

eksekusi program-program kerja program awareness; penanggulangan dan 

pembinaan bencana alam yang telah direncanakan. 

APBN yang menjadi pendorong untuk melaksanakan program kerja di 

BNPB, saat ini perlu dilakukan penelusuran terhadap efektifitas sistem 

pengawasan melekat; akurasi dari akuntabilitas laporan keuangan yang telah 

disusun oleh para pegawai dan kesesuaian daya serap anggaran yang sudah 

terlaksana dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. 

Batasan masalah dalam penelitian ini memiliki ruang lingkup pada 

pencarian nilai pengaruh baik secara parsial ataupun simultan dari variabel yang 

digunakan. Dimana peneliti menggunakan 3 variabel sebagai variabel independen 

dan 1 variabel dependen. Selain itu untuk objek yang diteliti pada tempat 

penelitian adalah para pegawai yang bertugas dalam yang membuat laporan 

keuangan dimasing-masing unit kerja di BNPB. 

I.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan gejala dan fenomena-fenomena yang terjadi di BNPB  

selanjutnya peneliti melakukan observasi awal di BNPB dan studi literatur maka 

dapat dirumuskan beberapa poin berikut ini :  

a. Apakah terdapat pengaruh signifikan efektifitas sistem pengawasan 

melekat terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara ? 

b. Apakah terdapat pengaruh signifikan akuntabilitas laporan keuangan 

terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara ? 

c. Apakah terdapat pengaruh signifikan daya serap anggaran terhadap 

anggaran pendapatan dan belanja negara ? 

d. Apakah terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama antara 

efektivitas sistem pengawasan melekat, akuntabilitas laporan keuangan 

dan daya serap anggaran terhadap anggaran pendapatan dan belanja 

negara ? 
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I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

I.4.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh positif dari 

efektivitas sistem pengawasan melekat, akuntabilitas laporan keuangan dan daya 

serap anggaran terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang 

telah dikelola oleh BNPB pada periode kerja tahun 2015. Adapun pengaruh 

variabel yang hendak diketahui dapat secara parsial maupun simultan atau 

bersama-sama. 

I.4.2 Manfaat Penelitian 

a. Teoritis 

1) Pengalaman 

Dapat dipergunakan untuk melakukan penelusuran terhadap teori-

teori yang terkait langsung dengan topik penelitian sehingga akan 

memperdalam pengetahuan yang telah diketahui dan penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi atau sebagai bahan 

pengembangan untuk penelitian selanjutnya dalam mencari faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap pengoptimalan fungsi APBN di 

instansi pemerintahan Indonesia. 

2) Penelitian 

Dapat mengetahui penelitian-penelitian yang relevan dan dilakukan 

oleh peneliti lain. Sehingga dengan dilakukan penelitian ini akan 

diketahui gap antara hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya. 

Tindakan ini akan memberikan kepekaan bagi peneliti bagaimana 

mengetahui tentang permasalahan berikut topik penelitian yang telah 

dilakukan dan dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman 

tentang adanya pengaruh efektivitas sistem pengawasan melekat; 

akuntabilitas laporan keuangan dan daya serap anggaran secara 

bersama-sama terhadap APBN. 
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b. Praktis 

1) Instansi Pemerintah BNPB 

Dapat memberikan masukan dan gambaran kepada BNPB terhadap  

faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap APBN. 

2) Pemerintah 

Dapat memberikan masukan faktor-faktor yang mempengaruhi 

dalam memahami fungsi APBN pada instansi pemerintah lainnya 

agar pembiayaan yang telah dilakukan dapat sesuai dengan 

perencanaan program kerjanya. 

3) Pegawai di BNPB 

Dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan dalam 

membuat perbaikan terutama mengetahui faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap fungsi APBN dalam mengelola efektivitas  

pembiayaan yang dilakukan pada masing-masing unit kerja. 



 
 

11 

 

BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 

II.1  Hasil Penelitian Yang Relevan 

Aktivitas penelusuran terhadap penelitian yang relevan memiliki tujuan agar 

dapat menguatkan pembahasan pada tahap analisa dan pembahasan hasil 

penelitian. Berikut ini adalah intisari dari beberapa hasil studi literatur yang ada, 

detail informasinya adalah sebagai berikut ini : 

Penelitian yang dilakukan oleh Budiharto (2008, hlm.1), menunjukkan 

adanya kebijakan pengawasan melekat dalam bidang personil antara lain untuk 

mengetahui upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kemampuan kerja 

pegawai, peningkatan disiplin, dedikasi dan loyalitas terhadap pekerjaan, 

organisasi kerjanya, bangsa dan negara. Untuk mewujudkan aparatur pemerintah 

yang demikian, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan 

meningkatkan pengawasan melekat. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa 

dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan melekat yang dilakukan di lingkungan 

Badan Pengawasan Provinsi Jawa Tengah. Gejala atau fenomena baru yang 

timbul tidak adanya komunikasi yang baik kepada bawahan sehingga mempunyai 

kecenderungan mempengaruhi implementasi kebijakan pengawasan melekat di 

Badan Pengawasan Provinsi Jawa Tengah. 

Penelitian relevan lainnya terkait dengan akuntabilitas laporan keuangan 

dimana telah diteliti oleh Sopamah & Wahyudi (2008. hlm.1),  hasil penelitiannya 

tentang pengaruh akuntabilitas laporan keuangan terhadap APBD, dimana 

pengetahuan anggaran yang statis tetapi signifikan, koefisien positif menunjukkan 

bahwa penganggaran yang tinggi sesuai legislatif dan publik. Hubungan antara 

akuntabilitas laporan keuangan dengan pengetahuan anggaran yang statis 

signifikan menurut legislatif dan publik. Interaksi antara partisipasi masyarakat 

dengan pengetahuan anggaran yang statis signifikan menurut legislatif, dan tidak 
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signifikan publik sesuai. Transparansi kebijakan publik interaksi antara 

pengetahuan anggaran arestatically tidak signifikan.  

Sedangkan penelitian terdahulu lainnya tentang daya serap anggaran pernah 

dilakukan penelitian sebelumnya oleh Prasetyo dkk. (2013. hlm.1), para peneliti 

tersebut melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

penyerapan anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar. Hasil 

penelitiannya menunjukkan faktor-faktor seperti administrasi dan SDM; 

perencanaan; dan pengadaan barang dan jasa berpengaruh secara nyata terhadap 

daya serap anggaran pada KPPN Blitar. Teknik analisa data dalam penelitian ini 

menggunakan metode regresi logistik dimana hasil pengolahan data dapat 

menjelaskan penyerapan anggaran satuan kerja sebesar 72,9% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor seperti efektivitas manajemen admistrasi yang baik, SDM yang 

berkualitas, Perencanaan yang terstruktur dan adanya kelancaran pada saat 

eksekusinya serta kemudahan dalam pengadaan barang dan jasa. Sedangkan 

pengaruh sebesar 27,1% lainnya dapat dijelaskan oleh selain variabel yang telah 

diteliti. 

Pada variabel dependen yaitu APBN, sudah pernah dilakukan penelitian 

sebelumnya oleh Sembiring (2009, hlm.1) ; adapun hasil penelitian dapat 

menunjukkan adanya komitmen dari seluruh komponen organisasi, 

penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan 

(reward) yang jelas dan hukuman (punishment) yang tegas. Variabel-variabel 

tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap APBN berbasis kinerja, 

namun demikian terdapat dimensi yang berpengaruh terhadap APBN yaitu 

penyempurnaan sistem administrasi. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa 

88,60% variasi variabel dependen (APBN berbasis kinerja) yang dijelaskan oleh 

variabel independen (Komitmen dari seluruh komponen organisasi, 

penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan 

(reward) yang jelas dan hukuman (punishment)) dan selisihnya sebesar 11,40% 

dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan. 
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II.2  Kajian Teori 

II.2.1 Efektifitas Sistem Pengawasan Melekat 

a. Definisi Pengawasan Melekat (WASKAT). 

Menurut Bohari (1986); mendefinisikan bahwa pengawasan melekat 

adalah berupa tindakan atas usaha untuk mengawasi dan mengendalikan 

anak buah secara langsung dan harus dilakukan sendiri oleh setiap 

pimpinan organisasi yang bagaimanapun juga tindakan atau usaha inilah 

yang dianggap paling tepat untuk menamakan pengawasan atasan 

langsung. 

Sedangkan menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, Waskat adalah serangkaian kegiatan 

yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh 

atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar 

pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien 

sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Pimpinan dapat diartikan Atasan Langsung atau disebut juga 

pejabat yang karena struktur organisasinya atau kewenangan khususnya 

termasuk proyek, membawahi dan wajib mengawasi pegawai bawahan. 

Bawahan adalah mereka yang bertanggung jawab serta wajib melapor 

kepada atasan tentang pelaksanaan pekerjaan yang ditugaskan 

kepadanya. Pengertian tersebut mengandung pemahaman bahwa fungsi 

pengawasan melekat merupakan salah satu aspek kepemimpinan yang 

harus dipunyai oleh seorang pemimpin, dalam memberikan tugas atau 

tanggung jawab kepada orang-orang yang dipimpinnya, agar arah, 

sasaran dan tujuan pelaksanaan tugas atau tanggungjawab tersebut tidak 

menyimpang dan selesai sesuai dengan perencanaan atau ketentuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya.  

Lain halnya definisi menurut LAN RI (1997:160), mengemukakan 

pengertian pengawasan melekat (Waskat) yaitu pengawasan yang 

dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dan satuan kerja yang 
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dipimpinnya. Pengawasan melekat sebagai salah satu kegiatan 

pengawasan, merupakan tugas dan tanggung jawab setiap pimpinan 

untuk menyelenggarakan manajemen atau administrasi yang  efektif dan 

efisien di lingkungan organisasi atau unit kerja masing-masing, baik di 

bidang pemerintahan maupun swasta.  

Definisi menurut Nawawi (1992), pengawasan melekat adalah proses 

pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atasan langsung terhadap 

pekerjaan dan hasil kerja bawahannya, agar dapat mencegah adanya 

penyalahgunaan terhadap ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan 

juga kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Pengertian 

lainnya terkait dengan pengawasan melekat adalah proses pemantauan, 

pemeriksaan dan evaluasi atasan langsung dengan mendayagunakan 

temuan-temuan pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat 

terhadap pekerjaan dan hasil kerja bawahannya. Definisi kedua ini 

mengandung pengertian yang senada dengan definisi pertamanya. 

Sumber referensi lainnya dikemukakan oleh Situmorang (1998, hlm.71), 

yang menegaskan bahwa pengawasan melekat yaitu berupa tindakan atau 

kegiatan usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak buah secara 

langsung, yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan organisasi. 

Suatu proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan 

secara berdaya dan berhasil guna oleh pimpinan unit atau organisasi kerja 

terhadap fungsi semua komponen untuk mewujudkan kerja di lingkungan 

masing-masing agar secara terus menerus berfungsi secara maksimal 

dalam melaksanakan tugas pokok yang terarah pada pencapaian tujuan 

yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Berbeda menurut Suharto (1988), mengatakan pengawasan melekat (built 

in control) adalah pengawasan yang dilakukan oleh setiap pejabat 

pimpinan yang secara langsung terhadap anak buah yang dipimpinnya. 

Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa pengawasan oleh setiap 

manajer, tanpa dibantu oleh seorang pejabat atau sesuatu perangkat yang 

mempunyai tugas khusus di bidang pengawasan. 
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Teori yang bersumber dari Sujamto (1986), telah mengemukakan bahwa 

built in control ini secara potensial merupakan salah satu bentuk 

pengawasan yang paling intensif karena antara jarak subyek (pimpinan) 

dan obyek pengawasan (bawahan) adalah yang paling dekat. 

b. Tujuan dan Sasaran Pengawasan Melekat 

1) Tujuan Pengawasan Melekat 

Untuk menciptakan kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas-tugas 

umum pemerintahan dan pembangunan, kebijaksanaan, rencana dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh 

atasan langsung (LAN, 1994).  

Sedangkan Nawawi (1989), menyatakan bahwa tujuan pelaksanaan 

pengawasan melekat di lingkungan aparatur pemerintah adalah untuk 

mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan dan pembangunan, sehingga pelaksanaan tugas umum 

pemerintahan dapat dilakukan secara tertib, berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan sendi-sendi 

kewajaran penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan melekat 

bermaksud untuk mewujudkan daya guna, hasil guna dan tepat guna 

dalam upaya mencapai sasaran-sasaran di dalam program-program 

kerja yang dilakukan oleh pemerintah. 

2) Sedangkan Sasaran Pengawasan Melekat 

a) Meningkatkan disiplin dan prestasi kerja dan pencapaian sasaran 

dan pelaksanaan tugas;  

b) Menekan hingga sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang  

c) Menekan hingga sekecil mungkin kebocoran serta pemborosan 

keuangan negara dan segala bentuk pungutan liar;  

d) Mempercepat penyelesaian perijinan dan peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat 
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e) Mempercepat pengurusan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang· berlaku (Kesimpulan Rapat Koordinasi, 

1969). 

3) Langkah-Langkah Pembinaan Pelaksanaan dan Evaluasi Waskat 

a) Bimbingan pelaksanaan dan evaluasi Waskat; 

b) Tabulasi atas hasil Evaluasi; 

c) Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Waskat; 

d) Formulasi adanya kelemahan atau hambatan; 

e) Menyusun rekomendasi untuk perbaikan SPI; 

f) Rekomendasi hilangkan penyebab dan minimalisir akibat; 

g) Memantau tindak lanjut atas pelaksanaan Waskat. 

4) Arah Kebijakan WASKAT. 

WASKAT diarahkan untuk menciptakan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang bersih, 

transparan, profesional dan memiliki budaya kerja yang baik terutama 

pada masing-masing instansi pemerintah yang telah menerapkan 

sistem pengawasan melekat untuk mengendalikan kinerja organisasi. 

5) Syarat-Syarat Keberhasilan WASKAT 

Keberhasilan WASKAT dapat dicapai apabila 5 (lima) syarat sebagai 

berikut dapat terpenuhi : 

a) Lingkungan Pengendalian Manajemen yang Kondusif 

Lingkungan pengendalian manajemen yang kondusif meliputi 

antara lain : integritas antara para pejabat, nilai-nilai etika yang 

berlaku, kompetensi para pegawai, filosofi, manajemen instansi, 

gaya operasi, dan cara pimpinan instansi mengatur atau membagi 

wewenang dan tanggung jawabnya terutama dalam mendelegasikan 

penugasan-penugasan yang khusus untuk para pegawainya. 
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b)  Kemampuan Memprediksi dan Mengantisipasi Resiko 

Setiap unit organisasi atau satuan kerja senantiasa menghadapi 

resiko yang bersumber dari eksternal dan internal instansi yang 

harus dinilai. Oleh karenanya manajemen diharapkan mampu 

membuat penilaian atas resiko yang akan dihadapi, yakni dengan 

cara melakukan identifikasi dan menganalisis resiko-resiko yang 

relevan untuk pencapaian tujuan dari suatu instansi pemerintahan.  

c)   Aktivitas Pengendalian yang Memadai 

Aktivitas pengendalian dilakukan sesuai dengan kondisi 

lingkungan pengendalian yang ada dalam suatu organisasi atau 

instansi pemerintah. Aktivitas pengendalian yang dilakukan dapat 

berbentuk kebijakan dan prosedur-prosedur bahkan ketentuan yang 

akan dapat mengakomodasi keputusan manajemen yang lebih 

tinggi guna menghadapi resiko yang mungkin dihadapi dalam 

mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi di masa yang akan datang. 

d).  Informasi dan Komunikasi yang Efektif. 

Informasi dan komunikasi merupakan komponen dari sistem 

pengendalian karena kelancaran informasi dan komunikasi 

berkolerasi dengan kondisi transparansi atau keterbukaan dan 

kemudahan mendapatkan akses terhadap operasi atau manajemen 

dari sebuah instansi, serta lancarnya sosialisasi akan mempermudah 

pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami kebijakan 

manajemen yang ada. 

e). Adanya Pemantauan, Evaluasi dan Tidak Lanjut. 

Pemantauan terhadap aktifitas pengendalian dapat dilakukan secara 

terus menerus (continous) atau melalui monitoring dan evaluasi 

secara periodik atau berkelanjutan terhadap kegiatan atau aktivitas 

manajemen dan supervisi.  

Berdasarkan uraian teori yang berhubungan dengan efektivitas sistem 

pengawasan melekat, maka informasinya dapat disarikan pada tabel 5 berikut ini :  
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Tabel 5 Rekapitulasi Teori Sistem Pengawasan Melekat 

No Tahun 
Nara 

sumber 
Intisari teori Uraian 

1 1986 Bohari 

Definisi 

pengawasan 

melekat 

Tindakan  atas usaha untuk mengawasi dan 

mengendalikan anak buah secara langsung, 

yang harus dilakukan sendiri oleh setiap 

pimpinan organisasi. 

2 1989 

Instruksi 

Presiden 

Nomor 1 

Definisi 

pengawasan 

melekat 

Pengendalian yang terus menerus dilakukan 

oleh atasan langsung terhadap bawahannya, 

secara preventif atau represif agar 

pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan 

secara efektif dan efisien. 

3 1997 LAN RI  

Definisi 

pengawasan 

melekat 

Pengawasan melekat (Waskat) yaitu 

pengawasan yang dilakukan oleh setiap 

pimpinan terhadap bawahan. 

4 1992 Nawawi 

Definisi 

pengawasan 

melekat .. (1) 

Proses pemantauan, pemeriksaan dan 

evaluasi atasan langsung terhadap pekerjaan 

dan hasil kerja bawahannya, agar dapat 

mencegah terjadinya penyalahgunaan 

ketentuan, peraturan dan juga kebijaksanaan 

yang telah ditetapkan 

Definisi 

pengawasan 

melekat .. (2) 

Proses pemantauan, pemeriksaan dan 

evaluasi atasan langsung dengan 

mendayagunakan temuan-temuan 

pengawasan fungsional dan pengawasan 

masyarakat terhadap pekerjaan dan hasil 

kerja bawahannya 

5 1998 Situmorang 

Definisi 

pengawasan 

melekat 

Mengendalikan anak buah secara langsung, 

yang harus dilakukan sendiri oleh setiap 

pimpinan organisasi yang bagaimanapun 

juga 

6 1986 Suharto 

Definisi 

pengawasan 

melekat 

Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan 

secara langsung terhadap anak buah yang 

dipimpinnya 

7 1986 Sujamto 

Definisi 

pengawasan 

melekat 

Pengawasan yang paling intensif karena 

jarak pimpinan dan bawahan adalah yang 

paling dekat 

8 1994 Wikipedia 

Syarat-syarat 

keberhasilan 

Waskat 

a. Lingkungan Pengendalian Manajemen 

yang Kondusif. 

b. Kemampuan Memprediksi dan 

Mengantisipasi Resiko. 

c. Aktivitas Pengendalian yang Memadai. 

d. Informasi dan Komunikasi yang Efektif. 

e. Adanya Pemantauan, Evaluasi dan 

Tidak Lanjut. 

  Sumber :  Ringkasan teori efektivitas sistem pengawasan melekat oleh Peneliti; Juni 2015 
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II.2.2  Akuntabilitas Laporan Keuangan 

a. Konsep Akuntabilitas dan Transparansi 

Menurut keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) 

No.589/IX/6/Y/99 dalam Sitompul (2003), akuntabilitas diartikan 

sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk 

menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan 

hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki 

hak/berkewenangan untuk meminta keterangan atau 

pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pemberlakuan undang-undang 

otonomi daerah harus dapat meningkatkan daya inovatif dari pemerintah 

daerah untuk dapat memberikan laporan pertanggung jawaban mengenai 

pengelolaan keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas kepada 

DPRD maupun masyarakat luas.  

Osborne & Mardiasmo (2002), menyatakan bahwa akuntabilitas 

ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan 

dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan 

bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain, 

apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban 

harus diserahkan, kepada siapa pertanggungjawaban diserahkan, siapa 

yang bertanggung jawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam 

masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan 

kewenangan yang memadai, dan lain sebagainya. Konsep pelayanan ini 

dalam akuntabilitas belum memadai, maka harus diikuti dengan jiwa 

enterpreneurship pada pihak-pihak yang melaksanakan akuntabilitas. 

Konsep pelayanan dalam akuntabilitas selain harus diikuti dengan jiwa 

entrepreneurship juga harus diikuti dengan jiwa responsiveness. Hal ini 

harus dilakukan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat 

dilakukan secara cepat dan tanggap dalam melayani pihak-pihak 

pemangku kepentingan sesuai dengan karakteristik Good Governance 

menurut UNDP dan Word Bank. 
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Selain itu, dalam pengantar standar akuntasi pemerintah dinyatakan 

bahwa salah satu Jurnal Sistem Teknik Industri Volume 7, No. 4 Oktober 

2006 mengungkapkam upaya nyata untuk mewujudkan adanya 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah 

proses penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah 

yang memenuhi prinsip-prinsip waktu.  

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tantang 

Perbendaharaan Negara Pasal 58 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam 

rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan, presiden selaku kepala pemerintahan mengatur dan 

menyelenggarakan sistem pengadilan intern di lingkungan pemerintahan 

secara menyeluruh. Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam 

suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam 

mengemukakan pendapat. Oleh karena itu, pemerintah harus betul-betul 

menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat adalah 

hal yang tidak dapat dipisahkan dari perhatian publik.  

Menurut pendapat Katz (2004),  menyatakan bahwa adanya transparansi 

di sebuah instansi merupakan proses demokrasi yang esensial di mana 

pada setiap warga negara dapat melihat secara terbuka dan jelas tentang 

aktivitas pemerintahannya dibandingkan dengan membiarkan aktivitas 

tersebut dirahasiakan. Jiwa dari sistem ini adalah kemampuan dari setiap 

warga negara untuk memperoleh informasi melalui akuntabilitas pejabat 

pemerintah berdasarkan kegiatan yang telah mereka lakukan. Setiap 

warga negara berhak mengetahui (right to know) untuk setiap aktivitas 

penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh para pejabat negara 

baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan adanya 

transparansi terhadap publik maka diharapkan setiap warga negara dapat 

berperan aktif dalam melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan 

di negara Indonesia. 
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b. Akuntabilitas Publik Keuangan Daerah 

Kualitas pemerintahan daerah yang baik (good governance) tidak hanya 

ditentukan oleh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan 

supremasi hukum. Namun, kualitas pemerintahan yang baik juga 

ditentukan oleh Faktor-faktor lain seperti responsiveness, consessus 

orientation, equity efficiency, effectiveness dan strategic vision. Hal ini 

sesuai dengan karakteristik pelaksanaan pemerintahan yang baik menurut 

UNDP dan Word Bank. 

Menurut Mardismo (2004), menyatakan bahwa akuntabilitas publik 

keuangan daerah adalah pemberian informasi dan pengungkapan 

(disclosure) atas aktivitas dan kinerja keuangan daerah kepada semua 

pihak yang berkepentingan (stakeholder) sehingga hak-hak publik, yaitu 

hak untuk mengetahui (right to know), hak untuk diberi informasi (right 

to be kept information), dan hak untuk didengar aspirasinya (right to be 

heard and to be listened to) dapat terpenuhi.  

Mardiasmo (2004), menyatakan bahwa akuntabilitas publik meliputi 

akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal. Akuntabilitas internal 

merupakan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak internal yang 

berkepentingan seperti pegawai, pejabat pengelola keuangan negara, dan 

badan legislatif. Sedangkan akuntabilitas eksternal adalah 

pertanggungjawaban kepada pihak-pihak luar yang berkepentingan, 

seperti pembayar pajak, media masa, pemberi dana bantuan, dan investor 

atau kreditor.  

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara dinyatakan bahwa Kepala Daerah merupakan 

pengelola keuangan daerah. Untuk membantu Kepala Daerah dalam 

mengelola keuangan daerah dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut 

dikuasakan kepada Biro atau Bagian Keuangan selaku pengelola fiskal 

dan wakil pemerintah daerah kepemilikan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, serta kepada Kepala Satuan Kerja/Dinas selaku pengguna 

anggaran. Biro atau Bagian Keuangan sebagai pembantu Kepala Daerah 
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dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah manajer keuangan atau 

Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Daerah, sementara setiap 

Kepala Satuan Kerja/Dinas pada hakekatnya adalah manajer operasional 

atau Chief Operational Officer (COO) Pemerintah Daerah.  

Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa stakeholder yang beragam 

memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu informasi yang 

dibutuhkan juga berbeda-beda. Untuk memenuhi kebutuhan seluruh 

stakeholder tersebut diperlukan kerangka konseptual (conceptual 

framework) yang komprehensif. Kerangka konseptual akuntabilitas 

publik dapat dibangun di atas dasar empat komponen.  

1) Adanya sistem pelaporan keuangan 

Sistem pelaporan keuangan merupakan pendataan pendapatan 

(Revenue) dan pengeluaran yang dilakukan oleh instansi pemerintah 

dan dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam kurun 

waktu yang telah ditentukan.  

2) Adanya sistem pengukuran kinerja 

Sistem pengukuran kinerja merupakan suatu sistem yang 

menghubungkan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh SDM 

yang ada di instansi pemerintah sesuai dengan penentuan performance 

yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh sebuah instansi agar 

dapat mencapai sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu yang 

telah ditentukan. 

3) Dilakukannya audit pada sektor publik 

Suatu kegiatan monitoring dan evaluasi yang berguna untuk 

melakukan pengawasan pada proses kerja dan keuangan sehingga jika 

diketahui temuan akan segera dilakukan tindaklanjut atau jika 

diketahui adanya indikasi gejala terhadap penyimpangan akan 

diperlukan tindakan preventif sehingga sistem akan berjalan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 
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4) Berfungsinya saluran akuntabilitas publik (channel of public 

accountability) 

Menghidupkan saluran akuntabilitas publik merupakan salah satu 

inisiatif strategi bagi pemerintah sehingga kegiatan yang memiliki 

sasaran yang sama akan dapat terhubung. 

c. Mekanisme Akuntabilitas Laporan Keuangan 

Dalam pelaksanaan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, 

kenyataannya mekanisme akuntabilitas keuangan daerah tidak berjalan 

dengan baik terutama kepada masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi 

laporan keuangan pemerintah daerah tidak begitu dipahami oleh 

masyarakat sebagai pemakai. Sebagian besar masyarakat tidak dalam 

asumsi memiliki pengetahuan yang memadai tantang aktivitas 

pemerintahan dalam pengelolaan keuangan, aset daerah dan akuntansi. 

Mekanisme monitoring cost sebenarnya sudah berjalan pada akuntansi 

sektor publik walaupun belum seefektif pada sektor privat (Idhar Yahya 

2006, hlm 28) 

d. Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

Pencapaian kinerja organisasi pemerintah biasanya memang 

dihubungkan dengan konsep 3E (ekonomis, efisiensi dan efektivitas). Hal 

ini sesuai dengan konsep Value For Money (Mulgan, 1997) yang 

merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan 

pada tiga elemen yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Namun tiga 

elemen ini saja sebenarnya tidak cukup dan perlu ditambah dengan dua 

elemen lain yaitu keadilan (equity) dan pemerataan atau kesetaraan 

(equility). Artinya bahwa penggunaan uang publik hendaknya tidak 

hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja tetapi dilakukan secara 

merata.  
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e. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sarana Akuntabilitas dan 

Transparansi Keuangan Daerah. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah maka sistem akuntansi yang digunakan 

oleh pemerintah berubah. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan 

keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, 

belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis 

akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca. Basis 

kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui 

pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh 

entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari 

Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Basis akrual 

untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan 

dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi 

lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.  

f. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai Bentuk Akuntabilitas dan 

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Pada setiap akhir tahun anggaran dan periode pemerintahan Kepala 

Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang 

disampaikan kepada DPRD sebagai wakil dari masyarakat yang telah 

mempercayakan pengelolaan sumber daya daerah. Undang-undang 

republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 pasal 184 ayat 1 menyebutkan 

bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan 

keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling 

lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pada ayat 2 disebutkan 

bahwa laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi 

Laporan Keuangan APBD, Neraca, Laporan Aliran Kas, dan Catatan atas 

Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan Badan 

Usaha Milik Daerah. Sebagaimana telah diketahui sejak tahun 2001 
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Badan Pemeriksa Keuangan RI telah menyampaikan Hasil Pemeriksaan 

Semesteran (HAPSEM) kepada DPRD. 

Berdasarkan uraian teori-teori yang berhubungan dengan akuntabilitas 

laporan keuangan, maka dapat disarikan melalui tabel 6 berikut ini :  

Tabel 6  Rekapitulasi  Teori Akuntabilitas Laporan Keuangan 

No Tahun Nara sumber Intisari teori Uraian 

1 2003 
LAN dan 

Sitompul 

Definisi 

Akuntabilitas 

Kewajiban memberikan 

pertanggungjawaban dan menjelaskan 

kinerja dan tindakan seseorang/badan 

hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi 

kepada pihak yang memiliki hak untuk 

meminta pertanggungjawaban. 

2 2003 
Osborne dan 

Marsdiamo 

Definisi 

Akuntabilitas 

Mencari jawaban terhadap pertanyaan yang 

berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, 

kepada siapa, milik siapa, yang  mana, dan 

bagaimana. 

3 2006 
UNDP dan World 

Bank 

Konsep 

Pelayanan 

Akuntabilitas 

Konsep pelayanan dalam akuntabilitas selain 

harus diikuti dengan jiwa enterpreneurship 

juga harus diikuti dengan jiwa 

responsiveness 

4 2004 
UU No 1 Tentang 

Pembendaharaan 

Dorongan untuk 

melakukan 

akuntabilitas 

pengelolaan 

laporan 

keuangan 

Dalam rangka meningkatkan kinerja, 

transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan, Presiden selaku Kepala 

Pemerintahan mengatur dan 

menyelenggarakan sistem pengadilan intern 

di lingkungan pemerintahan secara 

menyeluruh 

5 2004 Katz 

Transparansi 

terhadap 

informasi 

Transparansi merupakan proses demokrasi 

yang esensial di mana setiap warga negara 

dapat melihat secara terbuka dan jelas atas 

aktivitas dari pemerintah mereka daripada 

membiarkan aktivitas tersebut dirahasiakan. 

6 2004 Mardiasmo 
Akuntabilitas 

Publik 

- Akuntabilitas internal merupakan 

pertanggungjawaban kepada pihak-pihak 

internal yang berkepentingan 

- Akuntabilitas eksternal adalah 

pertanggungjawaban kepada pihak-pihak 

luar yang berkepentingan 

Sumber : Ringkasan sumber referensi pada akuntabilitas laporan keuangan oleh peneliti, Juni 2015 
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II.2.3 Daya Serap Anggaran 

a. Pengeluaran Pemerintah 

Kebijakan yang ditempuh oleh suatu pemerintahan adalah merupakan 

cerminan dari pengeluaran dari pemerintah. Apabila pemerintah telah 

menetapkan suatu kebijakan dalam membeli barang dan jasa, 

pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan 

untuk kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 2001).  

Menurut Samuelson dan Nordhaus (1996), pengeluaran pemerintah 

terdiri dari tiga pos yaitu sebagai berikut ini : 

1) Pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa. 

2) Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai, dimana gaji pegawai 

akan mempengaruhi tingkat permintaan. 

3) Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment merupakan 

pemberian atau pembayaran langsung kepada masyarakat, seperti 

subsidi, bantuan langsung, pembayaran pensiun dan lain-lain. 

Pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa merupakan salah satu 

bentuk dari peranan pemerintah dalam perekonomian modern yaitu 

peranan alokasi (Mangkoesoebroto, 2001).  

b. Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah 

Menurut referensi dari Yustika (2012), mengemukakan terdapat 3 (tiga) 

aspek yang mengakibatkan lambatnya daya serap anggaran pada suatu 

instansi pemerintahan, adapun penyebabnya adalah sebagai berikut ini : 

1) Setiap kementerian dan lembaga akan melakukan penelaahan 

terlebih dahulu atas perencanaan program kerja dan kegiatan yang 

terdapat akan mendukung kinerja instansi yang menggunakan 

sumber dana kegiatan program kerja berdasarkan pendapatan dari 

APBN. Penelaahan yang dilakukan oleh sebuah instansi pemerintah 

memiliki tujuan agar dapat memastikan kegiatan-kegiatan atau 

program kerja yang akan dilakukan apakah telah sesuai dengan 

kebutuhan unit kerja di instansi tersebut. Penyebab lambatnya 
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penyerapan anggaran di instansi pemerintahan biasanya disebabkan 

oleh pelaksanaan sebagian proyek/program sejak awal tidak diikuti 

dengan jadwal dan perencanaan yang jelas, ataupun jadwal aktivitas 

atau program kerja tersebut hanya digunakan sebagai panduan saja, 

namun bukan sebagai target pelaksanaan atau eksekusi program 

kerja dari sebuah instansi pemerintahan.  

2) Adanya proses tender yang memakan waktu lama dalam pelaksanaan 

program kerja. Setiap program kerja yang berjalan di sebuah instansi 

pemerintahan dengan nilai proyek yang besar dan memiliki 

pengerjaan yang rumit, sesuai dengan aturan dari pemerintah harus 

melalui proses tender terlebih dahulu. Dampak diadakan proses 

tender akan mengakibatkan waktu pada proses pengesahan dapat 

memakan waktu berbulan-bulan, sehingga berdampak langsung pada 

pelaksanaan eksekusi program kerja tersebut akan tertunda atau 

bahkan terlambat dari target waktu yang telah ditentukan oleh 

instansi yang bersangkutan. 

3) Terdapat beberapa jenis program/proyek tertentu yang tidak bisa 

dilaksanakan atau langsung dikerjakan pada awal tahun. Adapun 

jenis program-programnya seperti monitoring dan evaluasi atas 

program/proyek. Eksekusi kegiatannya yang akan dijalankan 

pelaksanaannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun setelah 

sebagian program kerja telah berjalan. Selain itu juga terdapat 

kegiatan yang pelaksanaannya harus menyesuaikan atau tergantung 

dengan musim, khususnya yang berkaitan dengan bidang pertanian, 

misalnya subsidi benih dan pupuk yang baru tepat diberikan saat 

musim tanam sekitar bulan september atau oktober. 

Berdasarkan intisari dari uraian pada sumber referensi yang relevan dengan 

daya serap anggaran, detail ringkasan teori-teori yang telah dijelaskan dapat 

diketahui melalui penyajian informasi pada tabel 7 berikut ini : 
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Tabel 7  Rekapitulasi Teori Daya Serap Anggaran 

No Tahun Nara sumber Intisari teori Uraian 

1 1996 
Samuelson dan 

Nordhaus 

3 Pos 

Pengeluaran 

Pemerintah 

a. Pembelian dan penggunaan 

barang dan jasa 

b. Gaji pegawai 

c. Tranfer Payment 

2 2012 Yustika 

Aspek yang 

membuat daya 

serap anggaran 

terlambat` 

a. Perlunya waktu untuk 

mereview perencanaan dari 

program kerja yang ada. 

b. Proses tender dan eksekusi 

kegiatan yang memakan 

waktu lama 

c. Program-program seperti 

monitoring dan evaluasi atas 

program/proyek yang 

dijalankan pelaksanaannya 

baru dapat dilakukan pada 

akhir tahun 

  Sumber : Ringkasan referensi daya serap anggaran oleh Peneliti, Juni 2015 

II.2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana 

keuangan tahunan pemerintahan Republik Indonesia (RI) yang disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN berisi daftar sistematis dan terperinci 

yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun 

anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan 

pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang 

sebagai berikut 

a. Dasar Hukum APBN 

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi 

dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu 

pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-

undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 
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Amandemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN). 

Bunyi pasal 23 : 

Ayat (1) : 

Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan 

keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan 

dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

Ayat (2) :  

Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara 

(APBN) diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan 

Perwakilan Daerah. 

Ayat (3) :  

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diusulkan oleh 

Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara tahun yang lalu. 

b. Struktur APBN 

Secara garis besar struktur APBN adalah : 

1. Pendapatan Negara dan Hibah; 

2. Belanja Negara; 

3. Keseimbangan Primer; 

4. Surplus atau Defisit Anggaran; 

5. Pembiayaan. 

Struktur APBN dituangkan dalam suatu format yang disebut I-account. 

Dalam beberapa hal, isi dari I-account sering disebut postur APBN. 
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c. Siklus APBN 

Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah 

rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai pada saat 

anggaran negara mulai disusun sampai dengan perhitungan anggaran 

disahkan dengan undang-undang. Ada 5 tahapan pokok dalam satu siklus 

APBN di Indonesia. Dari kelima tahapan itu, tahapan ke-2 (kedua) dan 

ke-5 (kelima) dilaksanakan bukan oleh pemerintah, yaitu masing-masing 

tahap kedua penetapan/persetujuan APBN dilaksanakan oleh DPR 

(lembaga legislatif), dan tahap kelima pemeriksaan dan 

pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK). Tahapan kegiatan dalam siklus APBN adalah sebagai berikut: 

1) Perencanaan dan penganggaran APBN 

Tahapan ini dilakukan pada tahun sebelum anggaran tersebut 

dilaksanakan (APBN t-1) misal untuk APBN 2014 dilakukan pada 

tahun 2013 yang meliputi dua kegiatan yaitu, perencanaan dan 

penganggaran. Tahap perencanaan dimulai dari : 

a) Penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. 

b) Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dapat melakukan evaluasi 

pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang berjalan, 

menyusun rencana inisiatif baru dan indikasi kebutuhan anggaran. 

c) Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan 

mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang 

berjalan dan mengkaji usulan inisiatif baru berdasarkan prioritas 

pembangunan serta analisa pemenuhan kelayakan dan efisiensi 

indikasi 

2) Penetapan/Persetujuan APBN 

Kegiatan penetapan/persetujuan ini dilakukan pada APBN t-1, antara 

bulan oktober sampai dengan desember. Kegiatan dalam tahap ini 

berupa pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-

undang APBN serta penetapannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
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(DPR). Selanjutnya berdasarkan dengan persetujuan DPR, Rancangan 

UU APBN ditetapkan menjadi UU APBN. Penetapan UU APBN ini 

diikuti dengan penetapan Keppres mengenai rincian APBN sebagai 

lampiran UU APBN dimaksud. 

3) Pelaksanaan APBN 

Jika tahapan kegiatan ke-1 dan ke-2 dilaksanakan pada APBN t-1, 

kegiatan pelaksanaan APBN dilaksanakan mulai 1 Januari - 31 

Desember pada tahun berjalan (APBN t). Dengan kata lain, 

pelaksanaan tahun anggaran 2014 akan dilaksanakan mulai 1 Januari 

2014 - 31 Desember 2014. Kegiatan pelaksanaan APBN dilakukan 

oleh pemerintah dalam hal ini kementerian/lembaga (K/L). K/L 

mengusulkan konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 

berdasarkan Keppres mengenai rincian APBN dan menyampaikannya 

ke Kementerian Keuangan untuk disahkan. DIPA adalah alat untuk 

melaksanakan APBN. Berdasarkan DIPA inilah para pengelola 

anggaran K/L (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan 

Pembantu Pengguna Anggaran) melaksanakan berbagai macam 

kegiatan sesuai tugas dan fungsi instansinya. 

4) Pelaporan dan Pencatatan APBN 

Tahap pelaporan dan pencatatan APBN dilaksanakan bersamaan 

dengan tahap pelaksanaan APBN, yaitu dalam kurun waktu 1 Januari-

31 Desember. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui 

proses akuntansi, dan disajikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan 

standar akuntansi keuangan pemerintah yang terdiri dari Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas, serta 

catatan atas laporan keuangan. 

5) Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban APBN 

Tahap terakhir siklus APBN adalah tahap pemeriksaan dan 

pertanggungjawaban yang dilaksanakan setelah tahap pelaksanaan 

berakhir (APBN t+1), sekitar bulan Januari - Juli. Contoh, jika APBN 
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dilaksanakan tahun 2013, tahap pemeriksaan dan 

pertanggungjawabannya dilakukan pada tahun 2014. Pemeriksaan ini 

dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Untuk pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaksanaan APBN 

secara keseluruhan selama satu tahun anggaran, Presiden 

menyampaikan rancangan undang-undang tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan 

keuangan yang telah diperiksa BPK, selambat-lambatnya 6 (enam) 

bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

d. Fungsi APBN 

APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, 

distribusi, dan stabilisasi. Surplus penerimaan negara dapat digunakan 

untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya. 

Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar 

untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang 

bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada rakyat. 

Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat 

menjadi pedoman bagi negara dalam merencanakan kegiatan pada tahun 

tersebut. Bila suatu pembelanjaan anggaran telah direncanakan 

sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk 

medukung pembelanjaan tersebut.  

Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman 

untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sudah 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.  

Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk 

mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta 

meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian. 
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Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi 

alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental 

perekonomian. 

II.4.5 Mekanisme Pengelolaan APBN di BNPB 

a. Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana 

Pengelolaan APBN pada BNPB dapat merujuk pada Peraturan Menteri 

Keuangan RI No 105 / PMK .05/2013. Dimana pada peraturan tersebut 

membahas tentang pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap 

pengelolaan anggaran di BNPB dan dijelaskan mekanisme atau alur 

pengeluaran dana dan pertanggungjawabannya dalam membiayai 

program kerja pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana. 

b. Pengelolaan APBN di BNPB 

Alur pengelolaan anggaran di BNPB dapat diketahui melalui gambar 1, 

berikut ini : 

MEKANISME ANGGARAN

BNPB BPBD/Kementerian/Lembaga

BP BPP PPKPPK PPSPM

Penerima Penerima

pemindahbukuan

pertanggungjawaban
perjanjian perjanjian

Perintah

bayar

Perintah

bayar

KPA

SPP

KPPN

SPM

Permintaan

pembayaran

pembayaran
pembayaran

Melibatkan BPBD/Kementerian Negara/Lembaga

Dikerjakan sendiri BNPB

SP2D

2

3

4

1

5

6

7

7

8
8

9

9

10

 

Gambar 1 Mekanisme Pengelolaan APBN di BNPB 
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Keterangan : 

KPA  : Kuasa Pengguna Anggaran 

PPK  : Pejabat Pembuat Komitmen 

BPP  : Bendahara Pengeluaran Pembantu 

PPSPM  : Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar 

KKPN  : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

BP  : Bendahara Pengeluaran 

II.4.6 Dasar-Dasar Hukum Tentang Pengelolaan Anggaran di BNPB 

Berikut ini merupakan dasar-dasar hukum tentang pengelolaan keuangan di 

BNPB : 

a. Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  

b. Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  

c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan 

Pengelolaan Bantuan Bencana; 

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang 

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;  

e. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A 

Tahun 2011 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan 

Darurat.  

Berdasarkan uraian teori-teori yang berkaitan tentang APBN maka dapat 

jika dilakukan penelusuran terhadap kondisi APBN di BNPB pada saat ini 

pengoptimalan fungsi-fungsi yang pengelolaan dapat diatur melalui ketentuan-

ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu dengan mengetahui fungsi APBN di 

BNPB telah berjalan dengan baik maka dapat diketahui intisarinya dalam tabel 8 

berikut ini : 
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Tabel 8  Rekapitulasi Teori Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  

No Tahun Nara sumber Intisari teori Uraian 

1 2014 
Ketentuan 

tentang APBN 
Fungsi APBN 

 Fungsi Otorisasi 

 Fungsi Perencanaan 

 Fungsi Pengawasan 

 Fungsi Alokasi 

 Fungsi Distribusi 

 Fungsi Stabilisasi 

  Sumber : Rekapitulasi Intisari dari referensi  Daya Serap Anggaran oleh Peneliti, Juni 2015 

II.3 Model Penelitian 

Berikut ini merupakan penjelasan secara konseptual dari pengerucutan teori-

teori yang diketahui melalui penelusuran pada kegiatan studi pustaka.  

II.3.1 Efektivitas Sistem Pengawasan Melekat 

Berdasarkan teori yang bersumberkan dari Bohari (1986); Suharto (1986) 

dan Sujamto (1986); LAN RI; Situmorang (1998) dan Instruksi Presiden nomor 1 

tentang pengawasan melekat menekankan bahwa pengawasan melekat dilakukan 

secara langsung oleh pimpinan atau pejabat terhadap sub ordinate dengan cara 

melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. 

Namun demikian berbeda dengan Nawawi (1992), menambahkan  proses 

pemantauan tidak hanya ke anak buah saja akan tetapi juga terhadap hasil temuan 

pengawasan fungsional dan masyarakat pada tindakan monitoring. 

Wikipedia (1994), syarat-syarat keberhasilan Waskat antara lain  lingkungan 

pengendalian manajemen yang kondusif, kemampuan memprediksi dan 

mengantisipasi resiko, aktivitas pengendalian yang memadai; informasi dan 

komunikasi yang efektif dan adanya pemantauan, evaluasi dan tidak lanjut. 

II.3.2  Akuntabilitas Laporan Keuangan 

Berdasarkan definisi LAN & Sitompul (2003) dan Katz (2004) ; Kewajiban 

untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan 

kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi 
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kepada pihak yang memiliki hak/berkewenangan untuk meminta keterangan atau 

pertanggungjawaban. 

Menurut Osborne & Mardiamo (2003); Mencari jawaban terhadap 

pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik 

siapa, yang mana, dan bagaimana proses dalam melakukan penyusunan laporan 

keuangan. Sehingga laporan yang disusun dapat memiliki akuntabilitas yang kuat. 

UNDP dan World Bank (2006); Konsep pelayanan dalam akuntabilitas 

selain harus diikuti dengan jiwa enterpreneurship juga harus diikuti dengan jiwa 

responsiveness. 

Mardiasmo (2004), mengelompokkan konsep akuntabilitas laporan 

keuangan menjadi dua yaitu (1). Akuntabilitas internal merupakan 

pertanggungjawaban kepada pihak-pihak internal yang berkepentingan seperti 

pegawai, pejabat pengelola keuangan negara, dan badan legislatif. (2). 

Akuntabilitas eksternal adalah pertanggungjawaban kepada pihak-pihak luar yang 

berkepentingan, seperti pembayar pajak, media massa, pemberi dana bantuan, dan 

investor atau kreditor. 

II.3.3 Daya Serap Anggaran 

Menurut Samuelson dan Nordhaus (1996), pengeluaran pemerintah dapat 

diuraikan menjadi pembelian dan penggunaan barang dan jasa; gaji pegawai dan 

tranfer payment. 

Sedangkan menurut Yustika (2012), aspek yang membuat anggaran lama 

untuk turun dikarenakan (1). Perlunya waktu untuk mereview perencanaan dari 

program kerja yang ada; (2) Proses tender dan eksekusi kegiatan yang memakan 

waktu lama; dan (3). Program-program seperti monitoring dan evaluasi atas 

program/proyek yang dijalankan pelaksanaannya baru dapat dilakukan pada akhir 

tahun. 

Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis 

mengembangkan model penelitiannya sebagai berikut : 
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       Independent Variable    Dependen Variable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2  Model Penelitian 

Dalam model penelitian konsep yang perlu dijelaskan secara teoritis antara 

variabel independen dan variabel dependen. Menurut Lubis dan Syahputra (2008), 

model penelitian adalah gambaran ringkas, lugas dan benar mengenai keterkaitan 

satu konsep dengan konsep lainnya yang akan diteliti atau menggambarkan 

pengaruh atau hubungan antara satu kejadian atau fenomena dengan 

kejadian/fenomena lainnya. 

Dengan demikian maka model penelitian penulis dalam penelitian ini adalah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai variabel dependent 

yang dipengaruhi oleh efektifitas sistem pengawasan melekat, akuntabilitas 

laporan keuangan, dan daya serap anggaran sebagai variabel independent. 

II.4 Rumusan Hipotesis 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disajikan hipotesis sesuai dengan kerangka 

pemikiran diatas, sebagai berikut : 

H1. Efektivitas sistem pengawasan melekat mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap APBN. 

H2. Akuntabilitas laporan keuangan mempunyai pengaruh signifikan 

Efektifitas  

Sistem Pengawasan Melekat (X1) 

Akuntabilitas  

Laporan Keuangan (X2) 

Daya Serap Anggaran (X3) 

Anggaran 

Pendapatan 

dan Belanja 

Negara  

(APBN)  

(Y) 

H1 

H2 

H3 

H4 
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terhadap APBN. 

H3. Daya serap anggaran mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

APBN. 

H4. Efektivitas sistem pengawasan melekat, Akuntabilitas laporan 

keuangan, Daya serap anggaran mempunyai pengaruh signifikan 

secara bersama-sama terhadap APBN. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

III.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada salah satu instansi pemerintahan yaitu Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang terdapat pada provinsi DKI 

Jakarta. Sedangkan untuk waktu penelitian ini dilakukan antara bulan februari 

2015 sampai dengan bulan juni 2015. Penelitian yang dilakukan untuk mencari 

data kuantitatif dan pengecekan kesesuaian terhadap hasil penelitian dengan 

kondisi yang terdapat pada BNPB. 

III.2 Desain Penelitian. 

Dalam penelitian ini menggunakan analisa kuantitatif, metode yang 

dipergunakan adalah dengan mengetahui pengaruh dan hubungan antar variabel 

independen terhadap variabel dependennya. Pemilihan teknik analisa datanya 

dengan menggunakan regresi linier sederhana dan regresi linier berganda (Linier 

Multiple Regression).  

III.3 Populasi dan Sampel. 

Unit analisis dari penelitian ini adalah bendahara-bendahara yang membuat 

laporan keuangan dari masing-masing program kerja yang ada masing-masing 

direktorat di BNPB.  

Teknik pengambilan sampling dilakukan secara dipilih sesuai dengan 

perencanaan program kerja pembinaan yang sudah berjalan. Ukuran (Size) 

sampling dipergunakan dengan menggunakan metode slovin hal ini dikarenakan 

populasi keseluruhan pegawai di BNPB dapat diketahui. 

Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian adalah berdasarkan rumus 

Slovin yaitu : 
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                 N 

 n  =        

             1+N (e)² 

 

n =  Jumlah sampel 

N =  Jumlah populasi 

e =  Ketidak-telitian karena kesalahan pengambilan sampel 

Penelitian ini menggunakan margin error 10%, sehingga dengan 

menghitung jumlah populasi penelitian menggunakan rumus Slovin, sebagai 

berikut : 

                 120 

n   =                                =   54.54  =  60 Responden 

             1+120 (0.1)² 

 
III.4 Instrumen Penelitian 

III.4.1 Definisi konseptual 

Berdasarkan studi literatur dan masalah penelitian maka konsep-konsep 

yang dipergunakan adalah dengan pendekatan pada syarat-syarat keberhasilan 

pengawasan melekat. Peneliti menggunakan acuan tersebut dikarenakan untuk 

mengetahui tingkat efektifitas dari sistem pengawasan melekat jika realisasi pada 

aktivitas tersebut memiliki keberhasilan yang nyata. 

Sedangkan untuk akuntabilitas laporan keuangan diketahui 

pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai; 

pengantar standar akuntansi pemerintah; upaya nyata untuk mewujudkan 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian 

laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip waktu. 

Sedangkan untuk daya serap anggaran secara konsep mengacu dari pada 

ketepatan atau kesesuaian perencanaan terhadap realisasi yang ada dan ini dapat 

diketahui jika penyerapan anggaran berhasil mencapai dengan aktivitas yang telah 

direncanakan.  

Sedangkan  untuk APBN, setelah dilakukan pengecekan studi literatur 

ukuran yang dipergunakan lebih cenderung terkait dengan fungsi dari APBN.  
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III.4.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

a. Variabel Efektivitas Sistem Pengawasan Melekat (X1) 

Definisi Operasional Efektivitas Sistem Pengawasan Melekat (X1) 

 

 

 

 

 

     

 

 Gambar 3 Elemen Lingkungan Pengendalian Manajemen yang Kondusif 

1) Lingkungan Pengendalian Manajemen yang Kondusif (X11). Sumber 

referensi berdasarkan syarat-syarat keberhasilan WASKAT dan 

berdasarkan teori Nawawi (1992) dan Sujamto (1986). 

Q1 :  Integritas para pejabat. 

Q2 :  Nilai-nilai etika yang berlaku. 

Q3 :  Kompetensi. 

Q4 :  Filosofi. 

Q5 :  Manajemen Instansi. 

Q6 :  Gaya Operasi. 

Q7 :  Cara pimpinan instansi mengatur/membagi wewenang. 

 

 

 

 

     Gambar 4  Elemen Kemampuan Memprediksi dan Mengantisipasi Resiko 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q5 

Q6 

Q7 

Efektivitas Sistem 

Pengawasan 

Melekat 

(X1) 

Q8 

Q9 

Q10 

Efektivitas Sistem 

Pengawasan 

Melekat 

(X1) 
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2) Kemampuan memprediksi dan mengantisipasi resiko (X12). Sumber 

referensi berdasarkan syarat-syarat keberhasilan WASKAT, dan teori 

yang dikemukakan Nawawi (1992). 

Q8  :   Integritas para pejabat. 

Q9  :   Mampu memprediksikan resiko yang akan dihadapi. 

Q10:   Mampu mengevaluasi resiko yang ada. 

 

 

 

 

 

     Gambar 5  Elemen Pada Aktivitas Pengendalian yang Memadai 

3) Aktivitas pengendalian yang memadai (X13).  Sumber referensi 

berdasarkan syarat-syarat keberhasilan WASKAT dan definisi 

pengawasan melekat Bohari (1986). 

Q11  :   Pengendali yang berbentuk kebijakan. 

Q12  :   Pengendalian yang berbentuk prosedur. 

Q13  :   Pengendalian dapat menunjang visi dan misi organisasi. 

Q14  :   Pengendalian dapat bersinergi dengan strategi instansi. 

 

 

 

 

 

     Gambar 6  Elemen Pada Informasi dan Komunikasi yang Efektif 

4) Informasi dan Komunikasi yang Efektif (X14). 

Q15 :   Adanya transparansi atau keterbukaan; 

Q16 :   Kemudahan mendapatkan akses terhadap operasi instansi; 

Q17 :   Kelancaran komunikasi kebijakan manajemen. 

Q11 

Q12 

Q14 

Efektivitas Sistem 

Pengawasan Melekat 

(X1) Q13 

Q15 

Q16 

Q17 

Efektivitas Sistem 

Pengawasan 

Melekat 

(X1) 
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     Gambar 7  Elemen Adanya Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut 

5) Adanya pemantauan, evaluasi dan tidak lanjut (X15). Sumber referensi 

dari syarat-syarat keberhasilan waskat; definisi WASKAT menurut 

Nawawi (1992) dan Instruksi Presiden No I tentang WASKAT. 

Q18  :  Frekuensi pemantauan per-periodik; 

Q19  :  Adanya aktivitas supervisi; 

Q20  :  Adanya feedback dari hasil evaluasi aktivitas pemantauan. 

b. Variabel Akuntabilitas Laporan Keuangan (X2). 

Definisi Operasional Akuntabilitas Laporan Keuangan (X2) : 

 

 

 

 

 

      

     Gambar 8  Elemen Kejelasan Pertanggungjawaban 

1) Kejelasan pertanggungjawaban (X21), sumber referensi dari ketentuan 

tentang akuntabilitas LAN; definisi akuntabilitas Sitompul (2003); 

Osborne dan Mardiano (2003) 

Q21 :  Pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang   

          memadai; 

Q22 :  Pendekatan pelayanan pada konsep responsiveness; 

Q23 :  Adanya kejelasan pemangku kepentingan yang bertanggung  

          jawab terhadap akuntabilitas laporan keuangan 

Q24 :  Penunjukkan pihak-pihak yang bertanggungjawab dilakukan 

          berdasarkan kesepakatan bersama 

Q21 

Q22 

Q23 

Q24 

Q25 

Akuntabilitas 

Laporan 

Keuangan 

 (X2) 

Q18 

Q19 

Q20 

Efektivitas Sistem 

Pengawasan 

Melekat 

(X1) 
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Q25 :  Adanya kejelasan serah terima penugasan jika terjadi pergantian 

          pihak-pihak yang berkepentingan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9  Elemen Pertanggungjawaban Memenuhi Prinsip-Prinsip Waktu 

2) Laporan pertanggungjawaban memenuhi prinsip-prinsip waktu (X22), 

sumber referensi konsep pelayanan akuntabilitas (UNDP dan World 

Bank). 

Q26 :   Laporan pertanggungjawaban disampaikan sesuai dengan 

ketentuan yang ada. 

Q27 :   Adanya kejelasan informasi kapan penyampaian laporan 

pertanggungjawaban disampaikan. 

Q28 :   Adanya monitoring  per-kegiatan sehingga akan mempermudah 

pada saat membuat laporan keuangan program kerja. 

Q29 :   Selama 3 periode terakhir unit kerja saya selalu mengumpulkan 

laporan keuangan untuk pembiayaan program kerja secara tepat 

waktu. 

Q30 :   Jumlah waktu yang diperlukan dalam pembuatan laporan 

keuangan sudah sesuai dengan standar pengerjaan laporan. 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 10  Elemen Memiliki Sistem Kerja yang Menganut Sikap Demokratis 

Q26 

Q27 

Q28 

Q29 

Q30 

Akuntabilitas 

Laporan 

Keuangan 

 (X2) 

Q31 

Q32 

Q33 

Q34 

Q35 

Akuntabilitas 

Laporan Keuangan 

 (X2) 



45 
 

 
 

3) Memiliki sistem kerja/instansi yang menganut sikap demokratis (X23), 

sumber referensi adalah teori tentang pentingnya transparansi terkait 

akuntabilitas keuangan menurut Katz (2004). 

Q31 : Sistem kerja di instansi sudah melakukan pendekatan sikap 

demokratis dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. 

Q32 : Adanya penyampaian laporan keuangan setelah dilakukan 

berdasarkan kesepakatan bersama. 

Q33 : Sistem penyusunan pelaporan keuangan saat ini sudah berjalan 

secara efektif dan melibatkan pemangku kepentingan. 

Q34 : Akuntabilitas laporan keuangan yang sehat menjadi bagian 

upaya dalam menjalankan reformasi birokrasi. 

Q35 :  Evaluasi proses pembuatan laporan keuangan telah disepakati 

pemilik proses dan unit-unit yang terkait 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 11  Elemen Dorongan untuk Pelaporan yang Dapat 

Dipertanggungjawabkan  

4)  Dorongan untuk pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan (X24), 

sumber referensi dari definisi akuntabilitas dari LAN; Sitompul 

(2003). 

Q36 : Adanya upaya dari unit kerja untuk membuat pelaporan yang 

dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas laporan 

keuangannya. 

Q37 : Kemudahan dalam mengumpulkan bukti-bukti transaksi 

pembiayaan tentang aktivitas dari program pembinaan. 

Q36 

Q37 

Q38 

Q39 

Q40 

Akuntabilitas 

Laporan 

Keuangan 

 (X2) 
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Q38 : Adanya upaya yang kooperatif dari pemangku kepentingan 

ketika dilakukan verifikasi pada transaksi pembiayaan yang 

telah dipergunakan untuk program pembinaan bencana. 

Q39 : Adanya dukungan dan komitmen manajemen dari pimpinan di 

unit kerja anda untuk mempertanggungjawabkan laporan 

keuangan yang telah disampaikan kepada BNPB. 

Q40 : Adanya upaya dari setiap pihak kepentingan untuk bersikap jujur 

dalam melakukan pembuatan laporan keuangan. 

c. Variabel Daya Serap Anggaran (X3). 

Definisi Operasional Daya Serap Anggaran (X3) : 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 12  Elemen Penelaahan yang Jelas Terkait dengan Anggaran yang 

Terdapat Pada Rincian APBN 

1) Penelaahan yang jelas terkait dengan anggaran yang terdapat pada 

rincian APBN (X31), sumber referensi teori tentang aspek-aspek yang 

terkait dengan daya serap anggaran menurut Yustika (2012). 

Q41: Tingkat kejelasan penjadwalan. 

Q42: Kelengkapan informasi yang terkait langsung dengan penelaahan  

yang tercantum pada APBN. 

Q43: Adanya acuan atau standar-standar; ketentuan yang terkait 

dengan penggunaan anggaran. 

Q44:  Adanya kesesuaian budget yang diterima dengan perencanaan 

yang akan berjalan. 

Q45:  Adanya pengecekan secara berkelanjutan tentang penggunaan 

anggaran untuk setiap pembiayaan program kerja yang telah 

dilakukan. 

Q41 

Q42 

Q43 

Q44 

Q45 

Daya Serap 

Anggaran 

 (X3) 



47 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 13  Elemen Pada Ketepatan Waktu Pelaksanaan Tender 

2) Ketepatan waktu pelaksanaan tender (X32), sumber referensi untuk 

teori tentang aspek-aspek yang terkait dengan daya serap anggaran 

bersumber dari Yustika (2012). 

Q46 :  Tingkat ketepatan waktu tender. 

Q47 :  Kemudahan akses dalam mengetahui informasi tender. 

Q48 :  Jarak informasi pengumuman tender dengan presentasi tender 

sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. 

Q49 : Tender yang terkait dengan proses kerja di unit anda waktu dan 

informasinya disampaikan ke vendor  sesuai dengan batas waktu 

yang ditentukan BNPB. 

Q50 : Vendor menyanggupi waktu pelaksanaan eksekusi program 

pembinaan yang telah ditentukan oleh BNPB. 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 14  Elemen Pada Alokasi Waktu Proyek Tidak Diketahui Sejak Awal 

Tahun 

Q46 

Q47 

Q48 

Q49 

Q50 

Daya Serap 

Anggaran 

 (X3) 

Q51 

Q52 

Q53 

Q54 

Q55 

Daya Serap 

Anggaran 

 (X3) 
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3) Alokasi waktu proyek tidak diketahui sejak awal tahun. (X33), sumber 

referensi teori tentang aspek-aspek yang terkait dengan daya serap 

anggaran menurut Yustika (2012). 

Q51 :  Prediksi waktu pembinaan. 

Q52 : Kesiapan SDM/Pegawai yang mendukung. 

Q53 : Kesiapan logistik. 

Q54 : Kesiapan biaya transportasi. 

Q55 : Kesiapan biaya operasional. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15  Elemen Pembelian dan Penggunaan Barang dan Jasa 

4) Pembelian dan penggunaan barang dan jasa (X34), sumber referensi 

teori tentang pos pengeluaran pemerintah menurut Samuelson dan 

Nordhaus. 

Q56 : Mekanisme pembelian memenuhi ketentuan yang ditetapkan 

oleh BNPB. 

Q57 : Prinsip pembelian barang harus sesuai dengan fungsi dan 

prioritas pada yang bersifat urgent. 

Q58 : Pemilihan vendor dan supplier berdasarkan tender yang resmi. 

Q59 : Adanya pelaporan bukti-bukti pembayaran pembelian barang  

yang benar. 

Q60 : Tingkat ketidaksesuaian barang yang dibeli dengan permintaan 

dari unit yang  memerlukan barang tersebut. 

d. Variabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Y). 

Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Y) : 

Q56 

Q57 

Q58 

Q59 

Q60 

Daya Serap 

Anggaran 

 (X3) 



49 
 

 
 

 

 

 

 

     Gambar 16  Elemen Adanya Pendekatan Pada Fungsi Otorisasi 

Keterangan : 

1) Adanya pendekatan pada fungsi Otorisasi (Y11), sumber teori 

berdasarkan ketentuan APBN. 

Q61 : APBN  sebagai acuan unit kerja anda dalam melaksanakan 

pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 

Q62 : APBN dipergunakan untuk kepentingan bersama sehingga 

mendorong BNPB untuk terus mengembangkan peranan 

program-program pembinaan. 

Q63 : Pendapatan yang diperoleh dari pemerintah yang bersumberkan 

dari APBN pengelolaannya sudah dilakukan secara optimal 

sehingga dapat memberikan dampak perbaikan pasca bencana 

dapat dirasakan oleh rakyat yang daerahnya terkena bencana 

alam. 

 

 

 

 

 

     Gambar 17  Elemen Adanya Pendekatan Pada Fungsi Perencanaan. 

2) Adanya pendekatan pada fungsi perencanaan (Y12), sumber teori 

berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan di APBN tentang fungsi 

APBN pada sebuah instansi. 

Q61 

Q62 

Q63 

APBN 

 (Y) 

Q64 

Q65 

Q66 

APBN 

 (Y) 
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Q64 :  APBN memiliki fungsi sebagai pedoman unit kerja anda dalam 

menyusun anggaran dan perencanaan program kerja dan 

aktivitas pada selama satu tahun kedepan. 

Q65 : APBN dapat mendorong BNPB untuk lebih berperan di 

pemerintahan Indonesia dengan menjalankan program-

program pembinaan pasca bencana yang realistis. 

Q66 : Dalam membuat perencanaan atau program kerja BNPB selalu 

berpedoman pada rencana strategis jangka panjang sehingga 

akan berpengaruh dengan jumlah anggaran yang akan 

diperoleh dari APBN. 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 18  Elemen Adanya Pendekatan Pada Fungsi Pengawasan 

3) Adanya pendekatan pada Fungsi Pengawasan (Y13), sumber teori 

berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan di APBN tentang fungsi 

APBN pada sebuah instansi. 

Q67 : APBN sebagai pedoman dalam menilai kegiatan dan 

penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

Q68 : Pendapatan BNPB bersumberkan dari APBN, pengelolaannya 

selalu dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan waktu 

yang ditentukan. 

Q69 : BNPB selalu kooperatif pada saat menjalani pemeriksaan dari 

instansi pemerintah yang berwenang yang bertugas dalam 

melakukan audit keuangan untuk pemakaian anggaran yang 

dipergunakan dalam membiayai program kerja di unit kerja 

anda. 

Q67 

Q68 

Q69 

APBN 

 (Y) 
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Gambar 19  Elemen Terhadap Adanya Pendekatan Pada Fungsi Alokasi 

4) Adanya pendekatan pada Fungsi Alokasi (Y14), sumber teori 

berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan di APBN tentang fungsi 

APBN pada sebuah instansi. 

Q70 :  Diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan 

sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas 

perekonomian. 

Q71 : Pengalokasian anggaran yang bersumber pada APBN sudah 

dilakukan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan untuk 

membiayai program-program pembinaan pasca bencana. 

Q72 : Pendapatan yang telah diperoleh dari APBN sangat bermanfaat 

bagi unit kerja dan penggunaan telah dialokasikan secara tepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 20  Elemen Adanya Pendekatan Pada Fungsi Distribusi 

Q70 

Q71 

Q72 

APBN 

 (Y) 

Q73 

Q74 

Q75 

APBN 

 (Y) 

Q76 
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5) Adanya pendekatan pada Fungsi Distribusi (Y15), sumber teori 

berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan di APBN tentang fungsi 

APBN pada sebuah instansi. 

Q73 : APBN memiliki sebaran dalam bentuk kebijakan dari anggaran 

negara dan tetap memperhatikan keadilan dan kepatutan. 

Q74 : Pendapatan yang bersumber dari APBN sudah sesuai dengan 

kebutuhan anggaran pada unit kerja anda, yang diperlukan 

dalam menggerakan program-program kerja yang telah 

direncanakan pada awal tahun. 

Q75 : Dengan melihat rencana jangka panjang BNPB 5 tahun kedepan, 

anggaran yang diterima pada saat ini akan memperlancar tujuan 

yang dicapai pada masa yang akan datang. 

Q76 : Pendistribusian pendapatan yang diperoleh dari APBN dimasing-

masing unit kerja pada BNPB sudah memenuhi azas keadilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 21  Elemen Adanya Pendekatan Pada Fungsi Stabilisasi 

6) Adanya pendekatan pada Fungsi Stabilisasi (Y16), sumber teori 

berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan di APBN tentang fungsi 

APBN pada sebuah instansi. 

Q77 : APBN digunakan sebagai penyeimbang fundamental 

perekonomian di Indonesia. 

Q78 : Peranan APBN sudah dirasakan oleh unit kerja anda sehingga 

BNPB menjadi salah satu instansi pemerintah yang berperan 

dalam mengkoordinasikan pembenahan dan pembinaan pasca 

bencana di Indonesia 

Q77 

Q78 

Q79 

APBN 

 (Y) 

Q80 
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Q79 : Dengan pendapatan yang diperoleh dari APBN pengelolaan dan 

operasional proses kerja di BNPB dari tahun ke tahun selalu ada 

perbaikan yang signifikan. 

Q80 : Pimpinan dapat mengarahkan penggunaan anggaran yang 

bersumberkan dari APBN dalam menjalankan program-program 

kerja yang telah disusun. 

III.4.3  Kisi-Kisi Instrumen 

Berdasarkan masing-masing variabel memiliki jumlah dimensi yang 

berbeda, sedangkan untuk masing-masing variabel akan disampaikan 20 butir 

pernyataan yang relevan. Detailnya dapat diketahui melalui tabel 9 sebagai berikut 

ini : 

Tabel 9  Matriks Instrumen Kisi-Kisi Penelitian 

Variabel Dimensi Indikator 
Kisi-Kisi 

Pernyataan 

Jumlah 

Pernyataan 

Efektivitas 

Sistem 

Pengawasan 

Melekat (X1) 

Lingkungan 

Pengendalian 

Manajemen yang 

Kondusif; (X11) 

- Integritas para pejabat; 

- Nilai-nilai etika yang berlaku; 

- Kompetensi; 

- Filosofi; 

- Manajemen Instansi; 

- Gaya Operasi; 

- Cara pimpinan instansi 

mengatur/membagi wewenang. 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q5 

Q6 

Q7 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Kemampuan 

Memprediksi dan 

Mengantisipasi 

Resiko; (X12) 

- Mampu memprediksikan resiko 

yang akan dihadapi; 

- Mampu mengidentifikasi resiko 

yang ada; 

- Mampu mengevaluasi resiko 

yang ada. 

Q8 

 

Q9 

 

Q10 

1 

 

1 

 

1 

Aktivitas 

Pengendalian yang 

Memadai; (X13) 

- Pengendali yang berbentuk 

kebijakan; 

- Pengendalian yang berbentuk 

prosedur; 

- Pengendalian dapat menunjang 

visi dan misi organisasi; 

- Pengendalian dapat bersinergi 

dengan strategi instansi. 

Q11 

 

Q12 

 

Q13 

 

Q14 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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  Lanjutan Tabel 9 

Variabel Dimensi Indikator 
Kisi-Kisi 

Pernyataan  

Jumlah 

Pernyataan 

Efektivitas 

Sistem 

Pengawasan 

Melekat (X1) 

Informasi dan 

Komunikasi yang 

Efektif; (X14) 

- Adanya transparansi atau 

keterbukaan; 

- Kemudahan mendapatkan akses 

terhadap operasi instansi; 

- Kelancaran komunikasi kebijakan 

Manajemen. 

Q15 

 

Q16 

 

Q17 

1 

 

1 

 

1 

Adanya 

Pemantauan, 

Evaluasi dan Tidak 

Lanjut. (X15) 

- Frekuensi pemantauan per-periodik; 

- Adanya aktivitas supervisi; 

- Adanya feedback dari hasil evaluasi 

aktivitas pemantauan. 

Q18 

 

Q19 

Q20 

1 

 

1 

1 

Akuntabillitas 

Laporan 

Keuangan 

(X2) 

Kejelasan 

pertanggungjawaban. 

(X21) 

- Pertanggungjawaban berjalan seiring 

dengan kewenangan yang memadai; 

- Pendekatan pelayanan pada konsep 

responsiveness. 

- Adanya kejelasan pemangku 

kepentingan yang bertanggung jawab 

terhadap akuntabilitas laporan 

keuangan 

- Penunjukkan pihak-pihak yang 

bertanggungjawab dilakukan 

berdasarkan kesepakatan bersama 

- Adanya kejelasan serah terima 

penugasan jika terjadi pergantian 

pihak-pihak yang berkepentingan 

Q21 

 

Q22 

 

Q23 

 

 

 

Q24 

 

 

Q25 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

Laporan 
pertanggungjawaban 

memenuhi prinsip-

prinsip waktu. (X22) 

- Laporan pertanggungjawaban 

disampaiakan sesuai dengan 

ketentuan yang ada; 

- Adanya kejelasan informasi kapan 

penyampaian laporan 

pertanggungjawaban disampaiakan. 

- Adanya monitoring  per-kegiatan 

sehingga akan mempermudah pada 

saat membuat laporan keuangan 

program kerja. 

- Selama 3 periode terakhir unit kerja 

saya selalu mengumpulkan laporan 

keuangan untuk pembiayaan 

program kerja secara tepat waktu. 

- Jumlah waktu yang diperlukan dalam 

pembuatan laporan keuangan sudah 

sesuai dengan standar pengerjaan 

laporan. 

Q26 

 

 

Q27 

 

 

Q28 

 

 

 

Q29 

 

 

 

Q30 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Memiliki sistem 

kerja atau instansi 

yang menganut 

sikap demokratis. 

(X23) 

- Sistem kerja di instansi sudah 

melakukan pendekatan sikap 

demokratis dalam melakukan 

penyusunan laporan keuangan; 

- Adanya penyampaian laporan 

keuangan setelah dilakukan 

berdasarkan kesepakatan bersama. 

Q31 

 

 

 

Q32 

 

 

1 

 

 

 

1 
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  Lanjutan Tabel 9 

Variabel Dimensi Indikator 
Kisi-Kisi 

Pernyataan  

Jumlah 

Pernyataan 

Akuntabillitas 

Laporan 

Keuangan 

(X2) 

Memiliki sistem 

kerja atau instansi 

yang menganut 

sikap demokratis. 

(X23) 

- Sistem penyusunan pelaporan 

keuangan saat ini sudah berjalan 

secara efektif dan melibatkan 

pemangku kepentingan. 

- Akuntabilitas laporan keuangan yang 

sehat menjadi bagian upaya dalam 

menjalankan reformasi birokrasi. 

- Evaluasi proses pembuatan laporan 

keuangan telah disepakati pemilik 

proses dan unit-unit yang terkait. 

Q33 

 

 

 

Q34 

 

 

Q35 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

Akuntabillitas 

Laporan 

Keuangan 

(X2) 

Dorongan untuk 

pelaporan yang 

dapat 

dipertanggungjawa

bkan akuntabilitas 

laporan 

keuangannya. (X24) 

- Adanya upaya dari unit kerja untuk 

membuat pelaporan yang dapat 

dipertanggungjawabkan akuntabilitas 

laporan keuangannya. 

- Kemudahan dalam mengumpulkan 

bukti-bukti transaksi pembiayaan 

tentang aktivitas dari program 

pembinaan. 

- Adanya upaya yang kooperatif dari 

pemangku kepentingan ketika 

dilakukan verifikasi pada transaksi 

pembiayaan yang telah dipergunakan 

untuk program pembinaan bencana. 

- Adanya dukungan dan komitmen 

manajemen dari pimpinan di unit kerja 

anda untuk mempertanggungjawabkan 

laporan keuangan yang telah 

disampaika kepada BNPB 

- Adanya upaya dari setiap pihak 

kepentingan untuk bersikap jujur 

dalam melakukan pembuatan laporan 

keuangan 

Q36 

 

 

 

Q37 

 

 

 

Q38 

 

 

 

 

Q39 

 

 

 

 

 

Q40 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

Daya Serap 

Anggaran 

(X3) 

Penelaahan yang 

jelas terkait dengan 

anggaran yang 

terdapat pada 

rincian APBN. 

(X31) 

- Tingkat kejelasan penjadwalan; 

- Kelengkapan informasi yang terkait 

langsung dengan penelaahan yang 

tercantum pada APBN. 

- Adanya acuan atau standar-standar; 

ketentuan yang terkait dengan 

penggunaan anggaran 

- Adanya kesesuaian budget yang 

diterima dengan perencanaan yang 

akan berjalan 

- Adanya pengecekan secara 

berkelanjutan tentang penggunaan 

anggaran untuk setiap pembiayaan 

program kerja yang telah dilakukan 

Q41 

Q42 

 

 

Q43 

 

 

Q44 

 

 

Q45 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Ketepatan waktu 

pelaksanaan tender. 

(X32) 

- Tingkat ketepatan waktu tender; 

- Kemudahan akses dalam mengetahui 

informasi tender. 

- Jarak informasi pengumuman tender 

dengan presentasi tender sudah sesuai 

dengan ketentuan yang ada 

Q46 

Q47 

 

Q48 

1 

1 

 

1 
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  Lanjutan Tabel 9 

Variabel Dimensi Indikator 
Kisi-Kisi 

Pernyataan  

Jumlah 

Pernyataan 

Daya Serap 

Anggaran 

(X3) 

Ketepatan waktu 

pelaksanaan tender. 

(X32) 

- Tender yang terkait dengan proses 

kerja di unit anda waktu dan 

informasinya disampaikan ke vendor  

sesuai dengan batas waktu yang 

ditentukan BNPB 

- Vendor menyanggupi waktu 

pelaksanaan eksekusi program 

pembinaan yang telah ditentukan oleh 

BNPB. 

Q49 

 

 

 

 

Q50 

 

1 

 

 

 

 

1 

Daya Serap 

Anggaran 

(X3) 

Alokasi waktu 

proyek tidak 

diketahui sejak 

awal tahun. (X33) 

- Prediksi waktu pembinaan; 

- Kesiapan SDM/Pegawai yang 

mendukung; 

- Kesiapan logistik; 

- Kesiapan biaya transportasi; 

- Kesiapan biaya operasional. 

Q51 

Q52 

 

Q53 

Q54 

Q55 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Pembelian dan 

penggunaan barang 

dan jasa. (X34) 

- Mekanisme pembelian memenuhi 

ketentuan yang ditetapkan oleh 

BNPB 

- Prinsip pembelian barang harus 

sesuai dengan fungsi dan prioritas 

pada yang bersifat urgent 

- Pemilihan vendor dan supplier 

berdasarkan tender yang resmi 

- Adanya pelaporan bukti-bukti 

pembayaran pembelian barang  yang 

benar. 

- Tingkat ketidaksesuaian barang yang 

dibeli dengan permintaan dari unit 

yang  memerlukan barang tersebut 

Q56 

 

 

Q57 

 

 

Q58 

 

Q59 

 

 

Q60 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

APBN (Y) 

 

Adanya pendekatan 

pada fungsi 

Otorisasi. (Y11) 

- Dasar untuk melaksanakan 

pendapatan dan belanja pada tahun 

yang bersangkutan ; 

Q61; Q62; 

Q63 

 

3 

Adanya pendekatan 

pada fungsi 

perencanaan. (Y12) 

- Bahwa anggaran negara dapat 

menjadi pedoman bagi negara untuk 

merencanakan kegiatanpada tahun 

tersebut; 

Q64; Q65; 

Q66 

 

3 

Adanya pendekatan 

pada Fungsi 

Pengawasan (Y13) 

- Pedoman untuk menilai apakah 

kegiatan penyelenggaraan 

pemerintah negara sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan; 

Q67; Q68; 

Q69 

 

3 

Adanya pendekatan 

pada Fungsi 

Alokasi (Y14) 

- Diarahkan untuk mengurangi 

pengangguran dan pemborosan 

sumber daya serta meningkatkan 

efesiensi dan efektivitas 

perekonomian 

Q70; Q71; 

Q72 

 

3 

Adanya pendekatan 

pada Fungsi 

Distribusi (Y15) 

- Kebijakan anggaran negara harus 

memperhatikan rasa keadilan dan 

kepatutan 

Q73; Q74; 

Q75 ; Q76 

 

4 

Adanya pendekatan 

pada Fungsi 

Stabilisasi (Y16) 

- Alat untuk memelihara dan 

mengupayakan keseimbangan 

fundamental perekonomian 

Q77; Q78; 

Q79; Q80 

 

4 

  Sumber : Rekapitulasi dari landasan teori dan hasil penelitian yang relevan – April 2015 
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Keterangan :  

Pernyataan Q1 - Q80 narasinya ada pada lampiran lembar kuesioner. 

III.4.4 Hasil Uji Coba Instrumen 

a. Pengujian Validitas 

Pengujian validitas dilakukan untuk menguji apakah instrumen penelitian 

yang telah disusun benar-benar akurat, sehingga mampu mengukur apa 

yang seharusnya diukur (variabel kunci yang sedang diteliti). Menurut 

Umar (2008), “uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada 

pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang harus dibuang atau diganti karena 

dianggap tidak relevan”. Validitas dalam hal ini merupakan akurasi 

temuan penelitian yang mencerminkan kebenaran sekalipun responden 

yang dijadikan objek pengujian berbeda (Ghozali dan Ikhsan, 2006).  

Pada penelitian ini pengujian dilakukan dengan program SPSS Versi 17, 

dan uji validitas dengan menggunakan korelasi Bivariate Pearson 

(Product Momen Pearson) dan Corrected Item – Total Correlation. 

Priyatno (2008) mengemukakan “.... kriteria pengujiannya dengan taraf 

signifikansi 5 % atau 0,05 yaitu jika r hitung ≥ r tabel maka instrumen 

pertanyaan-pertanyaan kuesioner berkorelasi terhadap skor total 

(dinyatakan valid), dan jika r hitung < r tabel maka instrumen 

pertanyaan-pertanyaan kuesioner tidak berkorelasi signifikan terhadap 

skor total (dinyatakan tidak valid)”. 

Pada proses ini data yang telah terkumpul dan dihitung dengan kondisi 

awal telah disajikan pada statistik deskriptif selanjut dilakukan pengujian 

untuk masing-masing item pernyataannya dan variabelnya. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui kehandalan dan keakuratan dari indikator 

yang telah digunakan dalam proses collecting data. Proses uji validitas 

dilakukan untuk mengetahui apakah dari masing-masing item pernyataan 

yang digunakan sebagai acuan pengukuran apakah telah memenuhi 

persyaratan uji validitas atau tidak. Dengan mengetahui setiap pernyataan 

yang telah memenuhi persyaratan yang ada akan dapat menggambarkan 
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bahwa indikator yang terpilih akan mewakili pengukuran terhadap 

masing-masing variabel penelitiannya. 

Dalam pengujian validitas data akan digunakan 2 tolak ukur parameter 

yaitu nilai koefisien korelasi (r hitung) dan nilai r tabel. Dari kedua 

parameter tersebut hasil atau angka yang didapatkan selanjutnya 

dilakukan perbandingan. Untuk mempermudah pencarian nilai r hitung 

maka proses untuk mengetahui koefisien korelasinya dengan cara 

menggunakan program SPSS – Versi 17 sehingga perhitungan akan 

menjadi lebih akurat dan cepat. 

Kondisi valid akan diketahui jika r hitungnya > r tabelnya, Sebaliknya 

jika kondisi yang menyatakan tidak valid maka perbandingan kedua 

parameter tersebut adalah r hitungnya < dibandingkan r tabelnya. Kedua 

kondisi akan mempengaruhi peneliti dalam membuat keputusan apakah 

indikator atau item pernyataan yang dipergunakan dapat dipergunakan 

atau tidak pada proses analisa berikutnya.  

Justifikasi dalam penelitian ini yang dilakukan peneliti akan 

mengeluarkan setiap item pernyataan yang memiliki kondisi tidak valid 

karena di anggap dapat mempengaruhi kondisi data yang ada supaya 

tidak bias. Sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat mewakili dari 

kondisi yang sebanarnya terjadi pada BNPB. 

Pemilihan sampling untuk proses uji validitas instrumen pengukuran 

yaitu  sebanyak 30 responden. (batas toleransi minimum untuk 

pengambilan jumlah sampling pada pengujian validitas dan realibilitas 

instrumen pengukuran). 

b. Hasil Uji Validitas 

Setelah data terkumpul dan selanjutnya dilakukan proses entri data maka 

data yang sudah melalui proses screening selanjutnya dilakukan 

pengolahan. Pada pengujian validitas ini peneliti akan mendapatkan 2 

nilai parameter yang berfungsi sebagai tolak ukur pada pengujian 

validitas data. Adapun parameter yang menjadi tolak ukur adalah r – 
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hitung dan r – tabel. Berdasarkan hasil perhitungan maka akan diketahui 

r hitung dan r tabel pada tabel 10 berikut ini : 

     Tabel 10 Hasil Uji Validitas Pada Efektivitas Sistem Pengawasan Melekat 

Kode Pertanyaan r hitung r tabel Status Keputusan 

Q1 0.787 0.361 Valid Digunakan 

Q2 0.789 0.361 Valid Digunakan 

Q3 0.773 0.361 Valid Digunakan 

Q4 0.677 0.361 Valid Digunakan 

Q5 0.734 0.361 Valid Digunakan 

Q6 0.466 0.361 Valid Digunakan 

Q7 0.709 0.361 Valid Digunakan 

Q8 0.685 0.361 Valid Digunakan 

Q9 0.668 0.361 Valid Digunakan 

Q10 0.762 0.361 Valid Digunakan 

Q11 0.591 0.361 Valid Digunakan 

Q12 0.720 0.361 Valid Digunakan 

Q13 0.686 0.361 Valid Digunakan 

Q14 0.728 0.361 Valid Digunakan 

Q15 0.434 0.361 Valid Digunakan 

Q16 0.445 0.361  Valid Digunakan 

Q17 0.731 0.361 Valid Digunakan 

Q18 0.783 0.361 Valid Digunakan 

Q19 0.689 0.361 Valid Digunakan 

Q20 0,789 0,361 Valid Digunakan 

Sumber : Data di olah Peneliti,  Juni 2015 

Berdasarkan tabel 10 diatas terdapat 20 item pernyataan yang telah 

digunakan dalam penelitian ini, berdasarkan hasil uji validitas data untuk 

masing-masing pernyataan pada variabel efektivitas sistem pengawasan 

melekat diketahui bahwa terdapat 20 pernyataan yang mewakili 

pengukurannya memiliki kondisi valid. Dimana hasil perhitungan untuk 

masing-masing pernyataannya khususnya r hitung > dibandingkan r 

tabelnya. Hal ini berarti semua pernyataan atau 20 pernyataan tersebut 
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dapat dipergunakan untuk pengujian pada tahap berikutnya yaitu uji 

asumsi klasik. 

Sedangkan pada variabel akuntabilitas laporan keuangan. Detail 

perhitungannya dapat ditunjukkan melalui tabel 11 berikut ini : 

Tabel 11  Hasil Uji Validitas Pada Akuntabilitas Laporan Keuangan 

Kode Pertanyaan r hitung r tabel Status Keputusan 

Q21 0.601 0.361 Valid Digunakan 

Q22 0.440 0.361 Valid Digunakan 

Q23 0.389 0.361 Valid Digunakan 

Q24 0.490 0.361 Valid Digunakan 

Q25 0.498 0.361 Valid Digunakan 

Q26 0.414 0.361 Valid Digunakan 

Q27 0.605 0.361 Valid Digunakan 

Q28 0.564 0.361 Valid Digunakan 

Q29 0.604 0.361 Valid Digunakan 

Q30 0.664 0.361 Valid Digunakan 

Q31 0.540 0.361 Valid Digunakan 

Q32 0.657 0.361 Valid Digunakan 

Q33 0,388 0.361 Valid Digunakan 

Q34 0,378 0.361 Valid Digunakan 

Q35 0,456 0.361 Valid Digunakan 

Q36 0,679 0.361 Valid Digunakan 

Q37 0,532 0.361 Valid Digunakan 

Q38 0,564 0.361 Valid Digunakan 

Q39 0,458 0.361 Valid Digunakan 

Q40 0,678 0.361 Valid Digunakan 

  Sumber : Data di olah oleh Peneliti, Juni 2015 

Berdasarkan tabel 11, dapat diketahui terdapat 20 item pernyataan yang 

terkait dengan variabel akuntabilitas laporan keuangan dapat memenuhi 

persyaratan hal ini dikarenakan perhitungan nilai koefisien korelasi r 

hitung > dibandingkan r tabelnya oleh karena itu ke 20 pernyataan yang 

telah dilakukan pengujian layak untuk digunakan sebagai pengukuran 
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pada tahap proses pengolahan data pada tahap selanjutnya (pengujian 

asumsi klasik). 

Pada variabel daya serap anggaran, Detail perhitungannya dapat 

ditunjukkan melalui tabel hasil uji validitas berikut ini : 

Tabel 12  Hasil Uji Validitas Pada Daya Serap Anggaran 

Kode Pertanyaan r hitung r tabel Status Keputusan 

Q41 0.534 0.361 Valid Digunakan 

Q42 0.449 0.361 Valid Digunakan 

Q43 0.367 0.361 Valid Digunakan 

Q44 0.390 0.361 Valid Digunakan 

Q45 0.478 0.361 Valid Digunakan 

Q46 0.514 0.361 Valid Digunakan 

Q47 0.605 0.361 Valid Digunakan 

Q48 0.564 0.361 Valid Digunakan 

Q49 0.604 0.361 Valid Digunakan 

Q50 0.687 0.361 Valid Digunakan 

Q51 0.540 0.361 Valid Digunakan 

Q52 0.657 0.361 Valid Digunakan 

Q53 0,388 0.361 Valid Digunakan 

Q54 0,378 0.361 Valid Digunakan 

Q55 0,498 0.361 Valid Digunakan 

Q56 0,679 0.361 Valid Digunakan 

Q57 0,666 0.361 Valid Digunakan 

Q58 0,564 0.361 Valid Digunakan 

Q59 0,781 0.361 Valid Digunakan 

Q60 0,678 0.361 Valid Digunakan 

  Sumber : Data di olah oleh Peneliti, Juni 2015 

Berdasarkan tabel 12, dapat diketahui terdapat 20 item pernyataannya 

memenuhi persyaratan sehingga layak untuk dilakukan pengukuran pada 

tahap selanjutnya. 
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Sedangkan pada variabel dependennya yaitu APBN, peneliti memberikan 

20 pernyataan yang bertujuan untuk menggali informasi atau fakta yang 

dapat mewakili pengukuran tentang APBN. 

Berikut ini adalah tabel yang menyatakan hasil perhitungan pengujian 

validitas terhadap 20 item pernyataan yang hendak diketahui kondisi 

kevalidannya. Detail perhitungannya adalah sebagai berikut ini : 

Tabel 13  Hasil Uji Validitas Pada APBN 

Kode Pertanyaan r hitung r tabel Status Keputusan 

Q61 0.606 0.361 Valid Digunakan 

Q62 0.634 0.361 Valid Digunakan 

Q63 0.579 0.361 Valid Digunakan 

Q64 0.793 0.361 Valid Digunakan 

Q65 0.736 0.361 Valid Digunakan 

Q66 0.542 0.361 Valid Digunakan 

Q67 0.529 0.361 Valid Digunakan 

Q68 0.528 0.361 Valid Digunakan 

Q69 0.685 0.361 Valid Digunakan 

Q70 0.492 0.361 Valid Digunakan 

Q71 0.626 0.361 Valid Digunakan 

Q72 0.394 0.361 Valid Digunakan 

Q73 0.379 0.361 Valid Digunakan 

Q74 0.493 0.361 Valid Digunakan 

Q75 0.736 0.361 Valid Digunakan 

Q76 0.542 0.361 Valid Digunakan 

Q77 0.529 0.361 Valid Digunakan 

Q78 0.788 0.361 Valid Digunakan 

Q79 0.685 0.361 Valid Digunakan 

Q80 0.692 0.361 Valid Digunakan 

Sumber : Data di olah, 6 Juni 2015 

Berdasarkan pada tabel 18 dapat diketahui untuk proses perhitungan pada 

pengujian validitas datanya bersifat valid sehingga semua item atau 

sebanyak 20 pernyataan yang ada dapat dipergunakan sebagai indikator 

dalam mengukur variabel APBN. 
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c. Pengujian Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat reliabilitas 

suatu instrumen/kuesioner. Reliabilitas adalah tingkat keandalan 

kuesioner. Kuesioner yang reliabel adalah kuesioner yang apabila 

dicobakan secara berulang-ulang kepada kelompok yang sama akan 

menghasilkan data yang sama. Asumsinya, tidak terdapat perubahan 

psikologis pada responden (Simamora, 2004 : 63). Dalam penelitian ini 

menggunakan metode alpha (Cronbach’s). Uji signifikansi dilakukan 

pada taraf signifikansi 0,05, artinya instrumen dapat dikatakan reliabel 

bila nilai alpha lebih besar dari r kritis product moment. Atau bisa 

menggunakan batasan tertentu seperti alpha cronbach ≥ 0,6. 

d. Hasil Uji Realibilitas 

Setelah melalui proses pengujian validitas pada instrumen penelitian 

maka selanjutnya hasil pengumpulan data tersebut dilakukan pengujian 

reliabilitas terlebih dahulu.  

Berikut ini merupakan tabel yang menyatakan perhitungan pada 

pengujian realibilitas instrumen pengukuran, detail perhitungannya dapat 

diketahui melalui tabel 14 berikut ini : 

Tabel 14  Hasil Uji Reliabilitas  

Kuesioner 
Cronbach’c 

Alpha Hitung 

Cronbach’c 

Alpha 

Standard 

Hasil 

X1= Efektivitas SPM 0,90 0,6 Reliabel 

X2= Akuntabilitas Lap. Keu. 0,96 0,6 Reliabel 

X3= Daya serap Anggaran 0,95 0,6 Reliabel 

Y = APBN 0,87 0,6 Reliabel 

      Sumber : Data di olah oleh Peneliti, Juni 2015 

Berdasarkan tabel 14 menunjukkan bahwa, ketiga variabel yaitu 

efektivitas sistem pengawasan melekat (X1); akuntabilitas laporan 
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keuangan (X2), daya serap anggaran (X3) dan APBN (Y) yang 

dipergunakan bersifat reliabel hal ini ditunjukkan pada hasil atau nilai 

cronbach’c alpha hitung lebih besar nilainya dibandingkan cronbach’c 

alpha standarnya sehingga dapat diputuskan bahwa data yang 

dipergunakan pada instrumen pengukuran telah memenuhi persyaratan 

uji reliabilitas. Sehingga instrumen pengukuran tersebut dapat mewakili 

indikator-indikator yang diperlukan dalam menggali informasi pada 

setiap variabel penelitian yang dipergunakan. 

III.5 Teknik Pengumpulan Data 

III.5.1 Pengumpulan Data Primer 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan survey lapangan 

dengan menyebar kuesioner kepada beberapa bendahara dari masing-masing unit 

kerja di BNPB 

III.5.2 Pengumpulan Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber pendukung 

(instansi), dari penelitian yang sudah dilakukan, internet dan jurnal/literatur lain 

yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

III.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam pembahasan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut ini : 

III.6.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan data dalam bentuk 

kuantitatif dengan tidak menyertakan pengambilan keputusan melalui hipotesis. 

Data dipresentasikan ke dalam bentuk deskriptif tanpa diolah dengan teknik-

teknik analisis statistik lainnya (Sarwono, 2009 :35). Data yang dilakukan 

perhitungan seperti nilai rata-rata, median, standar deviasi, p-value (untuk 

mengetahui normalitas data) dll. 
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III.6.2  Uji Asumsi Dasar 

a. Uji normalitas 

digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal 

atau tidak. Dalam penelitian ini akan digunakan uji One Sample 

Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan taraf signifikan 0,05. Data 

dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 

0,05 (Priyatno, 2009 : 28). 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini 

digunakan sebagai prasyarat dalam analisis regresi linear. Pengujian pada 

SPSS menggunakan Test for Liniearity dengan taraf signifikansi 0,05. 

Dua variabel dapat dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila 

signifikansi (Liniearity) kurang dari 0,05 (Priyatno, 2009 : 36). 

c. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik Multikolinearitas, yaitu adanya 

hubungan linear antar variabel independent dalam model regresi. 

Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak 

adanya Multikolinearitas. Pada penelitian ini akan dilakukan uji 

Multikolinearitas dengan melihat variance inflation factor (VIF) pada 

model regresi (Priyatno, 2009 : 39). Menurut Santoso (dalam Priyatno, 

2009 : 39), pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel 

tersebut mempunyai persoalan Multikolinearitas dengan variabel 

bebas lainnya. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik Heteroskedastisitas, yaitu 

adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan 
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pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model 

regresi adalah tidak adanya gejala Heteroskedastisitas. Pada penelitian 

ini akan dilakukan uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji 

Park, yaitu meregresikan nilai residual (Lnei2) dengan masing-masing 

variabel dependen (LnX1 dan LnX2) (Priyatno, 2009 : 41). Kriteria 

pengujian adalah sebagai berikut : 

a) Ho : tidak ada gejala Heteroskedastisitas 

b) Ha : ada gejala Heteroskedastisitas 

c) Ho diterima bila t tabel < t hitung < t tabel berarti tidak terdapat 

heteroskedastisitas dan Ho ditolak bila t hitung > t tabel atau -t 

hitung < -t tabel yang berarti terdapat heteroskedastisitas. 

III.6.3  Analisis Regresi 

Analisis regresi yang digunakan yaitu regresi linear sederhana, adalah 

hubungan secara linear antara satu variabel independent dengan variabel 

dependent, dan analisis regresi linear berganda, adalah hubungan secara linear 

antara dua atau lebih variabel independent dengan variabel dependent. Persamaan 

regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Regresi Linier Sederhana : 

H1 → Y = a + b1X1 

H2 → Y = a + b2X2  

H3 → Y = a + b3X3 

b. Regresi Linier Berganda : 

H4 → Y = a + b1X1 + b2X2+ b3X3 

Keterangan :  

Y  =  APBN (Variabel terikat) 

X1 =  Efektivitas Sistem Pengawasan Melekat (Variabel Bebas)  

X2 =  Akuntabilitas Laporan Keuangan (Variabel Bebas) 

2 

3 

4 

1

.

2

.

6

.

2

. 

4 
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X3 =  Daya Serap Anggaran (Variabel Bebas) 

a  =  Konstanta;  b1, b2, b3  = Koefisien regresi 

a. Uji t 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

independent secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen (Priyatno, 2009 : 83)  

Rumus t hitung pada analisis regresi adalah : 

 (  )  
  

  (  )
 

Keterangan : 

i  = Koefisien regresi ; i = 0,1,….,n 

SE (i) = Standar eror koefisien regresi 

b. Uji F 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent secara 

bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent 

(Priyatno, 2009 :81). 

F hitung dapat dicari dengan rumus sebagai berikut : 

        
    

(    ) (     )
 

Keterangan : 

R
2
 = Koefiesien determinasi 

n  = Jumlah data atau kasus 

k  = Jumlah variabel independent 

c. Analisis Determinasi (R
2
) 

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan 

pengaruh variabel independent secara serentak terhadap variabel 

dependent. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi 

variabel independent yang digunakan dalam model mampu menjelaskan 

variasi variabel dependent (Priyatno, 2009:79). 

6 

5 
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III.7   Hipotesis Statistik 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disajikan rencana pengujian hipotesis 

secara matematis, sebagai berikut : 

H1. Efektivitas sistem pengawasan melekat mempunyai pengaruh 

terhadap APBN, dengan interpretasi : 

 H0 :  1 ≤ 0,05 maka terima H0 tolak Ha (Apabila H0 ≤ 0,05 artinya tidak 

ada pengaruh efektivitas sistem pengawasan melekat terhadap APBN). 

 H0 :   1  > 0,05 maka tolak H0 terima Ha (Apabila H0 > 0,05 artinya ada 

pengaruh efektivitas sistem pengawasan melekat terhadap APBN). 

H2. Akuntabilitas laporan keuangan mempunyai pengaruh terhadap 

APBN, dengan interpretasi : 

 H0 :  2 ≤ 0,05 maka terima H0 tolak Ha (Apabila H0 ≤ 0,05 artinya tidak 

ada pengaruh akuntabilitas laporan keuangan terhadap APBN). 

 H0 :  2 > 0,05 maka tolak H0 terima Ha (Apabila H0 > 0,05 artinya ada 

pengaruh akuntabilitas laporan keuangan terhadap APBN). 

H3. Daya serap anggaran mempunyai pengaruh terhadap APBN, 

dengan interpretasi : 

 H0 :  3 ≤ 0,05 maka terima H0 tolak Ha (Apabila H0 ≤ 0,05 artinya tidak 

ada pengaruh daya serap anggaran terhadap APBN). 

 H0 :  3 > 0,05 maka tolak H0 terima Ha (Apabila H0 > 0,05 artinya ada 

pengaruh daya serap anggaran terhadap APBN). 

H4. Sistem pengawasan melekat; akuntabilitas laporan keuangan; daya 

serap anggaran mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap APBN, dengan interpretasi : 

 H0 :  1 =   2 =  3 ≤ 0,05 maka terima H0 tolak Ha (Apabila H0 ≤ 0,05 

artinya tidak ada pengaruh sistem pengawasan melekat; akuntabilitas 

laporan keuangan; daya serap secara bersama-sama terhadap APBN). 

 H0 :  1 =   2 =  3  > 0,05 maka tolak H0 terima Ha (Apabila H0 > 0,05 

artinya ada pengaruh sistem pengawasan melekat; akuntabilitas laporan 

keuangan; daya serap terhadap APBN). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

IV.1 Deskripsi Data 

Dalam penelitian ini, perhitungan sebaran data menggunakan parameter 

rata-rata pada setiap item pernyataan yang dapat ditunjukkan dengan melakukan 

perhitungan frekuensi masing-masing jawaban per-pernyataan yang dipergunakan 

dalam pengukuran pada dimensi dan variabel penelitiannya. Perhitungan nilai 

rata-rata bertujuan untuk mengetahui pernyataan mana saja yang tertinggi dan 

terendah scorenya. Untuk pernyataan yang memiliki score rata-rata tertinggi akan 

digunakan sebagai kekuatan yang dimiliki oleh BNPB pada saat ini. Sedangkan 

untuk pernyataan yang berada pada score rendah akan dipergunakan sebagai 

acuan dalam melakukan improvement di masing-masing unit kerja di BNPB.   

Penyajian data deskripsi bertujuan untuk mengetahui informasi sebaran 

pada masing-masing pernyataan apakah berada pada standar yang telah disepakati 

oleh instansi yang ada. Standar minimum untuk dilakukan perbaikan berada pada 

score < dari 4 dari skala 6. Sehingga pernyataan-pernyataan yang memiliki angka 

dibawah standar akan diutamakan dalam continous improvement di BNPB. 

 Berikut ini merupakan hasil perhitungan nilai rata-rata untuk setiap 

indikator yang mewakili masing-masing variabel yang dipergunakan dalam 

penelitian. Perhitungan nilai rata-rata akan disajikan dalam bentuk akumulasi 

jawaban responden untuk per-masing-masing pernyataan yang tersusun dalam 

pengkategori jawaban sesuai dengan skala likert yang dipergunakan untuk 

menggali tanggapan responden melalui kuesioner. 

IV.1.1 Efektivitas Sistem Pengawasan Melekat (X1) 

Perhitungan nilai rata-rata untuk masing-masing pernyataan pada variabel 

efektivitas sistem pengawasan melekat dapat dilakukan rekapitulasi melalui 

penyajian data pada tabel 15, detailnya adalah sebagai berikut ini : 
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     Tabel 15  Sebaran Jawaban dan Nilai Rata-Rata Pada Efektivitas Sistem 

Pengawasan Melekat 

Pernyataan 1 2 3 4 5 Jumlah Rata-rata 

Q1 0 0 1 8 51 60 4,83 

Q2 0 0 19 19 22 60 4,05 

Q3 0 0 10 25 25 60 4,25 

Q4 0 0 8 35 17 60 4,15 

Q5 0 0 20 27 13 60 3,88 

Q6 0 0 7 33 20 60 4,22 

Q7 0 0 9 25 26 60 4,28 

Q8 0 0 4 30 26 60 4,37 

Q9 0 0 0 39 21 60 4,35 

Q10 0 0 4 41 15 60 4,18 

Q11 0 0 3 21 36 60 4,55 

Q12 0 0 7 29 24 60 4,28 

Q13 0 0 25 8 27 60 4,03 

Q14 0 0 28 8 24 60 3,93 

Q15 0 0 16 34 10 60 3,90 

Q16 0 0 1 5 54 60 4,88 

Q17 0 0 9 3 48 60 4,65 

Q18 0 0 1 10 49 60 4,80 

Q19 0 0 8 13 39 60 4,52 

Q20 0 0 24 22 14 60 3,83 

X1 0 0 204 435 561 1200 4,30 

Sumber : Data diolah oleh peneliti;  Juni 2015 

 Berdasarkan dari perhitungan rata-rata pada data pada tabel 15, dapat di 

interpretasikan bahwa nilai rata-rata minimumnya pada efektivitas sistem 

pengawasan melekat adalah Q20, dimana scorenya adalah 3,83 dan pernyataannya  

adalah adanya umpan balik dari hasil pengawasan sehingga berguna bagi anda dan 

instansi dalam melakukan perbaikan khususnya untuk proses kerja yang dirasakan 

masih belum optimal. Hal ini dapat diartikan bahwa pengawasan yang dilakukan 

oleh pimpinan masih belum optimal. Terkadang masih adanya kecenderungan 

pimpinan/leader dalam melakukan monitoring tidak berjalan ketat sehingga untuk 
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kedepannya diperlukan pengawasan yang lebih melekat lagi. Diperlukan adanya 

punishment untuk para pelaku yang melanggar ketentuan yang ada dan hal ini 

berlaku untuk semua pegawai yang melanggarnya. Sedangkan bagi pegawai yang 

selalu mematuhi sebaiknya diberikan reward yang bertujuan untuk memotivasi 

kinerja para pegawainya. 

Pada variabel efektivitas sistem pengawasan melekat memiliki rata-rata 

tertinggi pada Q16, dimana scorenya adalah 4.88 sedangkan pernyataan adanya 

kemudahan untuk mendapatkan akses dalam berkomunikasi dan melakukan 

pencarian informasi yang menunjang penugasan kerja. Hal ini dapat diartikan 

bahwa kondisi komunikasi yang baik menjadi salah satu budaya kerja di BNPB. 

Para pegawai memahami ketentuan dan mendapatkan akses khusus terutama para 

staf yang berperan dalam membuat laporan keuangan. Salah satu penugasannya 

adalah berkoordinasi untuk melakukan verifikasi terhadap penggunaan dana yang 

dilakukan untuk membiayai program kerja pada setiap unit yang ada pada masing-

masing direktorat. Unit-unit kerja yang menjadi  bagian pemangku kepentingan 

sangat kooperatif pada saat pelaksanaan proses kerja sehingga dengan kondisi 

seperti ini akan mempermudah bagi petugas yang melakukan pembuatan laporan 

keuangan di BNPB untuk bekerja secara optimal.  

IV.1.2 Akuntabilitas Laporan Keuangan (X2) 

 Variabel independen yang kedua adalah akuntabilitas laporan keuangan. 

Dalam penelitian ini terdapat 20 item pernyataan-pernyataan yang  dapat 

mewakili pengukuran pada akuntabilitas laporan keuangan. Berdasarkan 

kumpulan pernyataan tersebut akan dihitung nilai sebaran jawaban per-

pengkategorian jawaban beserta nilai rata-rata hitungnya. Pernyataan-pernyataan 

pada akuntabilitas keuangan menggambarkan adanya kejelasan siapa yang 

bertanggungjawab terhadap pembuatan laporan keuangan, pemenuhan terhadap 

prinsip waktu, sistem kerja yang menganut sikap demokratis, dan dorongan dalam 

pembuat laporan yang baik dan benar.  

Berikut ini merupakan sebaran perhitungan rata-rata dari masing-masing 

item pernyataan yang mewakili variabel akuntabilitas laporan keuangan, detailnya 

dapat diketahui melalui penyajian tabel 16 berikut ini : 
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     Tabel 16  Sebaran Jawaban dan Nilai Rata-Rata Pada Akuntabilitas 

Laporan Keuangan 

Pernyataan 1 2 3 4 5 Jumlah Rata-rata 

Q21 0 0 1 26 33 60 4,53 

Q22 0 0 5 19 36 60 4,52 

Q23 0 0 12 40 8 60 3,93 

Q24 0 0 5 17 38 60 4,55 

Q25 0 0 39 10 11 60 3,53 

Q26 0 0 5 25 30 60 4,42 

Q27 0 0 7 32 21 60 4,23 

Q28 0 0 9 13 38 60 4,48 

Q29 0 0 4 34 22 60 4,30 

Q30 0 0 4 16 40 60 4,60 

Q31 0 0 5 11 44 60 4,65 

Q32 0 0 5 25 30 60 4,42 

Q33 0 0 6 21 33 60 4,45 

Q34 0 0 6 33 21 60 4,25 

Q35 0 0 8 7 45 60 4,62 

Q36 0 0 17 18 25 60 4,13 

Q37 0 0 8 21 31 60 4,38 

Q38 0 0 3 28 29 60 4,43 

Q39 0 0 33 5 22 60 3,82 

Q40 0 0 4 34 22 60 4,30 

X2 0 0 186 435 579 1200 4,33 

 Sumber : Data diolah oleh peneliti; 3 Juni 2015 

Berdasarkan pada tabel 16, dapat diketahui dari hasil partisipasi responden 

yang memberikan penilaian bahwa untuk Q31 memiliki score nilai rata-rata 

tertinggi. Adapun nilainya rata-ratanya sebesar 4.65, pernyataannya adalah Dalam 

melakukan proses penyusunan laporan keuangan terdapat kerjasama yang baik 

dari pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan untuk nilai rata-rata 

terendahnya adalah Q25 dimana score nilai rata-ratanya sebesar 3.53. Adapun 

untuk pernyataan yang di ukur adalah Adanya kejelasan serah terima penugasan 

jika terjadi pergantian pihak-pihak yang berkepentingan yang menyusun laporan 

keuangan. 
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IV.1.3  Daya Serap Anggaran (X3) 

Dalam penelitian ini daya serap anggaran adalah salah satu ukuran indikator  

yang perlu dilakukan evaluasi. Dimana dalam penelitian ini terdapat 20 item 

pernyataan yang dapat mewakili pengukuran terhadap variabel daya serap 

anggaran. Berikut ini merupakan sebaran nilai rata-rata dari setiap item 

pernyataan yang terdapat pada daya serap anggaran ditunjukkan melalui tabel 17, 

detailnya adalah sebagai berikut : 

Tabel 17 Sebaran Jawaban dan Nilai Rata-Rata Pada Daya Serap Anggaran 

Pernyataan 1 2 3 4 5 Jumlah Rata-rata 

Q41 0 1 4 32 23 60 4,28 

Q42 0 0 4 18 38 60 4,57 

Q43 0 0 7 25 28 60 4,35 

Q44 0 0 6 21 33 60 4,45 

Q45 0 0 34 12 14 60 3,67 

Q46 0 0 21 32 7 60 3,77 

Q47 0 0 8 25 27 60 4,32 

Q48 0 0 5 30 25 60 4,33 

Q49 0 0 0 39 21 60 4,35 

Q50 0 0 6 39 15 60 4,15 

Q51 0 0 4 34 22 60 4,30 

Q52 0 0 8 29 23 60 4,25 

Q53 0 0 27 6 27 60 4,00 

Q54 0 0 14 9 37 60 4,38 

Q55 0 0 16 32 12 60 3,93 

Q56 0 0 2 6 52 60 4,83 

Q57 0 0 9 3 48 60 4,65 

Q58 0 0 1 10 49 60 4,80 

Q59 0 0 8 11 41 60 4,55 

Q60 0 0 23 23 14 60 3,85 

X3 0 1 207 436 556 1200 4,29 

Sumber : Data diolah oleh peneliti; Juni 2015 

Berdasarkan sebaran data hasil perhitungan rata-rata pada daya serap 

anggaran yang tercantum pada tabel 17 maka dapat diketahui hasil perhitungan 

score terendah nilai rata-ratanya adalah 3,67 terdapat pada pernyataan Q45 
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sedangkan pernyataannya adalah adanya pengecekan secara berkelanjutan tentang 

penggunaan anggaran untuk setiap pembiayaan program kerja yang telah 

dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi di BNPB untuk di setiap 

direktorat masih harus secara intensif seharusnya melakukan pengecekan dengan 

baik dan memonitoring atas pembiayaan yang telah dilakukan untuk setiap 

eksekusi program kerja yang dilakukan oleh para staf atau pegawainya. Dengan 

adanya pengecekan maka penggunaan anggaran atau budget yang sudah 

disepakati akan berguna dalam mengembangkan instansi dalam program kerja 

penyuluhan; dan pembinaan terhadap daerah-daerah yang memiliki bencana pada 

tahun yang sedang berjalan. 

Sedangkan nilai rata-rata tertinggi pada penilaian responden terhadap daya 

serap anggaran adalah terdapat pada pernyataan Q56, dengan nilai score atau rata-

ratanya adalah 4.83, sedangkan pernyataannya adalah mekanisme pembelian 

memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BNPB. Hal ini menunjukkan bahwa 

proses mekanisme pembelian barang-barang yang dilakukan oleh para pegawai 

yang berguna untuk melancarkan proses kerja atau eksekusi program-program 

kerja pembinaan bencana alam mudah untuk dilakukan atau prosedurnya mudah 

dipahami oleh pegawai BNPB sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan 

perencanaan yang ada. 

IV.1.4  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (Y) 

Sebaran data frekuensi untuk masing-masing pernyataan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat diketahui melalui informasi dalam 

bentuk penyajian tabulasi. Adapun penilaian APBN mengacu pada ketentuan 

APBN yang memiliki fungsi sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, 

distribusi dan stabilisasi. Dari ke 6 (enam) sub variabel tersebut akan dilakukan 

penelusuran sehingga pernyataan-pernyataan yang digunakan sebagai ukuran 

dapat mewakili kondisi APBN di BNPB. Dimana dalam tabulasi tersebut terdapat 

20 pernyataan yang mewakili dari indikator-indikator yang berguna dalam 

mengukur APBN. Detail dari 20 pernyataannya tentang APBN dapat diketahui 

melalui tabel 18 berikut ini : 
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Tabel 18  Sebaran Jawaban dan Nilai Rata-Rata Pada APBN 

Pernyataan 1 2 3 4 5 Jumlah Rata-rata 

Q61 0 0 23 27 10 60 3,78 

Q62 0 0 0 28 32 60 4,53 

Q63 0 0 24 15 21 60 3,95 

Q64 0 0 0 53 7 60 4,12 

Q65 0 0 7 12 41 60 4,57 

Q66 0 0 23 37 0 60 3,62 

Q67 0 0 9 40 11 60 4,03 

Q68 0 0 9 9 42 60 4,55 

Q69 0 0 0 34 26 60 4,43 

Q70 0 0 0 32 28 60 4,47 

Q71 0 0 0 31 29 60 4,48 

Q72 0 0 0 14 46 60 4,77 

Q73 0 0 0 19 41 60 4,68 

Q74 0 0 1 20 39 60 4,63 

Q75 0 0 3 16 41 60 4,63 

Q76 0 0 0 16 44 60 4,73 

Q77 0 0 0 17 43 60 4,72 

Q78 0 0 26 23 11 60 3,75 

Q79 0 0 8 24 28 60 4,33 

Q80 0 0 8 24 28 60 4,33 

Y 0 0 141 491 568 1200 4,36 

    Sumber : Data diolah oleh peneliti; Juni 2015 

Berdasarkan tabel 18 dapat diketahui nilai rata-rata terendahnya terdapat 

pada Q66, dimana nilai scorenya sebesar 3,62 sedangkan pernyataannya adalah 

dalam membuat perencanaan atau program kerja BNPB selalu berpedoman pada 

rencana strategis jangka panjang sehingga akan berpengaruh dengan jumlah 

anggaran yang akan diperoleh dari APBN. Hal ini dapat diartikan jika tim 

penyusun perencanaan kerja di BNPB selalu mengacu kepada rencana strategi 

jangka panjang pada saat menyusun aktivitas atau program-program kerja pada 
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setiap tahunnya namun demikian perlu diselaraskan dengan tujuan dan sasaran 

sehingga akan dapat mendorong pencapaian instansi dalam meningkatkan kinerja 

organisasinya.  

Sedangkan nilai rata-rata tertingginya terdapat pada Q72 dengan scorenya 

4,77, dimana pernyataanya adalah pendapatan yang telah diperoleh dari APBN 

sangat bermanfaat bagi unit kerja dan penggunaan telah dialokasikan secara tepat. 

Hal ini dapat diartikan bahwa APBN yang menjadi bagian revenue dari BNPB 

telah dirasakan manfaatnya sehingga secara berkelanjutan dapat bermanfaat bagi 

BNPB dalam melaksanakan program-program kerjanya. 

IV.1.5 Data Statistik Deskriptif 

Selain melakukan perhitungan rata-rata per-item pernyataan, berikut ini 

ditunjukkan juga hasil perhitungan dari rata-rata, median dan standar deviasi dari 

masing-masing variabelnya. Detail data tersebut dijelaskan pada tabel 19 berikut 

ini : 

Tabel 19  Data Statistik Deskriptif 

Variabel  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Efektivitas Sistem 

Pengawasan Melekat 
60 4,10 4,70 4,2975 0,17208 

Akuntabilitas Laporan 

Keuangan 
60 4,10 4,70 4,3275 0,16658 

Daya Serap Anggaran 60 4,05 4,75 4,2892 0,17924 

APBN 60 4,10 4,75 4,3558 0,17734 

Sumber : Data di olah oleh peneliti; Juni 2015 

Berdasarkan tabel 19, menunjukkan hasil rekapitulasi perhitungan statistik 

deskriptif pada variabel efektivitas sistem pengawasan melekat dimana nilai 
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parameter rata-ratanya adalah sebesar 4,2975 sedangkan nilai perhitungan 

minimum rata-ratanya pada variabel kualitas produk adalah 4,10 berbeda dengan 

nilai rata-rata maksimumnya adalah sebesar 4.70. Untuk standar deviasinya 

sebesar 0.17208. Sebaran penilaian pada pertanyaan atribut terhadap variabel 

efektivitas sistem pengawasan melekat terlihat beragam. 

Lain halnya pada variabel akuntabilitas laporan keuangan memiliki nilai 

rata-rata sebesar 4,3275, dimana nilai minimum pada variabel tersebut sebesar 

4,10 sedangkan nilai tertingginya adalah 4,70. Interval jawaban responden 

terhadap nilai maksimum dan minimum cukup beragam sehingga dapat 

menggambarkan keberagaman data yang telah terkumpul. Sedangkan nilai standar 

deviasinya sebesar 0,16658. 

Pada variabel daya serap anggaran memiliki nilai rata-rata sebesar 4,2892, 

dimana nilai minimum pada variabel tersebut sebesar 4,05 sedangkan nilai 

tertingginya adalah 4,75. Interval jawaban responden terhadap pernyataan yang 

telah dinilai oleh responden cukup beragam sehingga dapat menggambarkan 

keberagaman data yang telah terkumpul. Sedangkan nilai standar deviasinya 

sebesar 0,17924. 

Dibandingkan dengan variabel independennya, penjelasan statistik 

deskriptif pada APBN dapat diketahui nilai rata-ratanya sebesar 4,3558 sedangkan 

interval data sebarannya dimulai dari nilai minimumnya sebesar 4,10 dan data 

termaksimumnya sebesar 4,75. Kisaran nilai jawaban responden menunjukkan 

jika jawabannya tidak homogen sehingga data yang telah dikumpulkan memiliki 

keragaman yang cukup tinggi nilai standar deviasinya adalah 0,17734. 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif tersebut maka peneliti 

dapat memiliki gambaran dari perhitungan rata-rata, median, data terminimum, 

data termaksimum dan standar deviasi. Dimana nilai rata-rata akuntabilitas 

laporan keuangan menjadi variabel dengan rata-rata tertinggi dibandingkan 2 

variabel independen lainnya. Secara umum data memiliki kondisinya bervariasi 

hal ini dapat mengkondisikan sampling yang telah diambil dalam penelitian ini. 

Dan nilai penyebarannya berada disekitar nilai rata-ratanya. 
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IV.2  Analisis dan Pengujian Hipotesis 

IV.2.1 Uji Asumsi Klasik 

Data yang telah memenuhi uji validitas dan reliabilitas data selanjutnya 

dilakukan pengecekan terlebih dahulu, apakah telah memenuhi beberapa kriteria-

kriteria dalam pemenuhan uji asumsi klasik. Kriteria pemenuhan uji asumsi 

klasik, jika suatu data penelitian dapat memenuhi pengujian tahapan sebagai 

berikut ini : 

a. Uji Normalitas 

1) Pengujian dengan Metode Kolmogorof Smirnov. 

Pada proses pengujian data penelitian apakah datanya memiliki 

sebaran normal atau tidak maka data tersebut dapat diketahui dengan 

melalui berbagai cara salah satunya adalah dengan mendeteksi dari 

nilai signifikansi pada perhitungan berdasarkan aturan kolmogorof – 

smirnov. Berdasarkan aturan pada uji normalitas data, jika nilai 

signifikansi bernilai > dari 0.05 maka data yang dipergunakan akan 

dapat diasumsikan sebagai distribusi atau sebaran normal. Selain 

memastikan dengan cara mencari parameternya, data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini dapat dipastikan berdistribusi 

normal dapat diketahui dengan menggambarkan sebaran data pada 

kurva normal dan diagram histogram yang berguna dalam melihat 

sebaran data secara visualisasinya.  

Berikut ini merupakan hasil perhitungan kolmogorof – smirnov yang 

mempergunakan bantuan software SPSS versi 17, Hasil outputnya 

akan menjadi acuan dalam memastikan apakah data yang akan 

dipergunakan untuk melakukan analisa regresi dan korelasi dapat 

bersifat normal atau tidak. Nilai signifikansi pada uji normalitas data 

diharapkan melampui atau diatas 0,05 atau 5 %. Detail perhitungan 

signifikasi kolmogorof - smirnov dapat diketahui melalui tabel 20 

berikut ini : 
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Tabel 20 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

    Unstandardized Residual 

N 60 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 3.54840297 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .051 

Positive .049 

Negative -.051 

Kolmogorov-Smirnov Z .566 

Asymp. Sig. (2-tailed) .906 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

           Sumber : Data di olah Peneliti, Juni 2015 

Berdasarkan tabel 20; dapat di interpretasikan jika nilai signifikansi 

sebesar pada hasil perhitungan dengan metode kolmogorov-smirnov 

sebesar 0,906. Dalam memutuskan apakah data penelitian yang 

dipergunakan telah memenuhi sebaran normal maka perlu 

dibandingkan dengan standar pemenuhan pengujian normalitas dari 

datanya. Dimana nilai standarnya harus lebih besar dari 0,05. Jika 

nilai signifikansi hasil perhitungan data dibandingkan dengan standar 

maka dapat disimpulkan Nilai signifikansi kolmogorov-smirnov > 

(lebih besar) dibandingkan dengan standar pemenuhan pengujian 

normalitas data penelitian. Berdasarkan hasil perhitungan 

signifikansinya maka diketahui nilai signifikansi hitung lebih besar 

dibandingkan 0,05 sehingga dapat diputuskan maka data penelitian 

tersebut telah memenuhi pengujian normalitas sehingga data yang 

terkumpul melalui variabel efektivitas sistem pengawasan melekat, 

akuntabilitas laporan keuangan dan daya serap anggaran terhadap 

APBN telah memenuhi persyaratan sebaran normal. 
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2) Dengan Visualisasi Grafik Sebaran Normal 

Selain menguji dengan secara perhitungan untuk menguatkan 

penjelasan data menyebar secara normal dapat diketahui melalui 

grafik berikut ini : 

 

Gambar 22 Normal Probablity Plot 

Berdasarkan gambar 22, diketahui sebaran data penelitiannya 

mengikuti distribusi normal, hal ini diketahui residual data dan 

variabel terikatnya mengikuti distribusi normal. 

b. Uji Kolinieritas. 

Untuk menguji pemenuhan persyaratan pada kriteria yang kedua adalah 

dimana data penelitian harus terbebas dari hubungan antara variabel 

bebas. Suatu data jika dikatakan memenuhi uji kolinieritas data jika telah 

melalui pemenuhan pada nilai tolerance dan VIF. Pemenuhan 

persyaratan jika nilai VIF < 10 dan nilai tolerance diatas > 0,1. Dengan 

mengetahui perhitungan VIF dan tolerance yang dilakukan dengan 

bantuan software SPSS maka data yang akan dipergunakan dalam tahap 

analisa korelasional akan terbebas dari hubungan yang kuat dari masing-

masing variabel independennya. Dengan demikian persyaratan yang 

kedua akan terpenuhi. Berikut ini adalah tabel 21 yang menunjukkan 

perhitungan VIF dan Tolerance : 
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Tabel 21 Hasil Uji Kolinieritas 

Model 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant) 

  

Efektivitas Sistem Pengawasan Melekat 0.563 1.841 

Akuntabilitas Laporan Keuangan 0.678 1.987 

Daya Serap Anggaran 0.543 1.831 

     Sumber : Data di olah oleh Peneliti, Juni 2015 

Dengan fakta yang diketahui dari hasil pengujian kolinieritas data pada 

tabel 21 maka dapat dipastikan pada persyaratan yang kedua yaitu data 

penelitian bebas dari hubungan antar variabel bebasnya telah terpenuhi. 

Hal ini disebabkan nilai VIF < 10 dan nilai tolerancenya > 0,1 pada 

ketiga variabel bebasnya. Hal ini dapat diputuskan jika data penelitian 

yang dipergunakan bebas dari kolinieritas pada masing-masing variabel 

independennya. 

c. Uji Heterodekastisitas 

Dalam melakukan analisa regresi dan korelasi sebaiknya data yang 

digunakan tidak bersifat homogen, hal ini bertujuan agar sebaran data 

yang ada bersifat heterogen artinya data tidak mengumpul pada satu titik 

vertikal ataupun horizontal. 



82 
 

 
 

 

Gambar 23  Scatter Plot Visualisasi Heterodekasitisitas 

Berdasarkan Diagram Scatter plot di atas dapat menunjukkan adanya 

sebaran pada data penelitian menyebar secara heterogen. Dari 3 tahapan 

dalam memenuhi persyaratan asumsi klasik telah terpenuhi dimana data 

memiliki sebaran normal, bebas dari kolinieritas data dan penyebarannya 

bersifat heterogen tahapan selanjutnya adalah melakukan analisa regresi 

dan korelasi. 

IV.2.2 Uji Hipotesa dan Analisis Regresi Linier Berganda 

Dalam penelitian ini pendekatan metode analisa data penelitiannya 

menggunakan metode analisa regresi berganda. Pemilihan analisa regresi ini 

dikarenakan adanya tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui pengaruh dari : 

- Efektivitas Sistem Pengawasan Melekat terhadap APBN. 

- Akuntabilitas Laporan Keuangan terhadap APBN. 

- Daya Serap Anggaran terhadap APBN. 

- Efektivitas Sistem Pengawasan Melekat; Akuntabilitas Laporan 

Keuangan; dan Daya Serap Anggaran secara bersama-sama terhadap 

APBN. 

Dari ketiga tujuan tersebut akan dilakukan penelusuran untuk poin a, b dan 

c, akan digunakan dengan metode analisa simple regresi. Pemilihan ini 

dikarenakan pencarian pengaruh antar variabel terdiri dari satu variabel bebas atau 
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independen dan satu variabel dependen. Sedangkan untuk poin d, metode 

penyelesaiannya mempergunakan analisis regresi berganda (Multiple Regressions 

Analysis) 

a. Analisis Pengaruh Efektivitas Sistem Pengawasan Melekat Terhadap 

APBN. 

Dalam melakukan analisa pengaruh efektivitas sistem pengawasan 

melekat terhadap APBN terdapat 3 proses yang harus dilakukan. yang 

pertama adalah mencari nilai koefisien determinasinya. Koefisien 

determinasi mewakili parameter standar yang akan menjelaskan 

pengaruh efektivitas sistem pengawasan melekat terhadap APBN. 

Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan tentang perhitungan koefisien 

determinasi atau adjusted r – Squared, penyajian informasinya dapat 

diketahui melalui tabel 22 adalah sebagai berikut ini : 

Tabel 22  Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 0.950
a
 0,903 0,901 0,05572 

a. Predictors: (Constant), Efektivitas Sistem Pengawasan Melekat 

  Sumber : Data diolah oleh Peneliti; Juni 2015. 

Berdasarkan tabel 22, diketahui nilai adjusted R Square atau Koefisien 

determinasi sebesar 0,901 atau dalam konversi persentase adalah 90,1%. 

Hal ini dapat di interpretasikan bahwa responden menilai efektivitas 

sistem pengawasan melekat bersifat persuasif atau berpengaruh kepada 

responden dalam mendorong fungsi APBN sebesar 90,1%. Sedangkan 

9,9% dipengaruhi faktor lainnya. 

Untuk mengetahui apakah ada atau tidak pengaruh yang signifikan dari 

kedua variabel (pengaruh efektivitas sistem pengawasan melekat 

terhadap APBN) tersebut dapat digunakan uji T. Berikut ini merupakan 
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perhitungan yang dapat menggambarkan nilai signifikansi uji T pada 

efektivitas sistem pengawasan melekat terhadap APBN.  

Perhitungan yang akan dilakukan berguna untuk mendapatkan angka 

signifikasi pada hasil perhitungannya. Selanjutnya hasilnya akan 

dibandingkan dengan batasan pemenuhan persyaratan dari 

keterpengaruhan efektifitas sistem pengawasan melekat terhadap APBN. 

Dimana jika hasil p – value menunjukkan angka < 0,05 maka dapat 

diputuskan ada pengaruh yang nyata efektivitas sistem pengawasan 

melekat terhadap APBN, berikut ini tabel 23 yang menunjukkan 

pemenuhan persyaratan tersebut : 

Tabel 23  Hasil Uji T Efektivitas Sistem Pengawasan Melekat Terhadap APBN 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
T Sig. 

1 Regression 1,675 1 1,675 539,600 .000
a
 

Residual ,180 58 ,003     

Total 1,855 59       

a. Predictors: (Constant), Efektivitas Sistem Pengawasan Melekat 

b. Dependent Variable : APBN 

  Sumber : Data di olah oleh Peneliti; Juni 2015 

Berdasarkan tabel 23, maka dapat diketahui jika nilai signifikansinya 

adalah 0,000 sehingga jika dibandingkan dengan pemenuhan persyaratan 

tentang adanya pengaruh antara efektivitas sistem pengawasan melekat 

terhadap APBN telah memenuhi persyaratan yang ada dimana p – value 

atau signifikansinya harus < 0,05. Sehingga dapat diambil kesimpulan 

bahwa ada pengaruh yang nyata efektivitas sistem pengawasan melekat 

terhadap APBN sebesar 90,1%. 

Proses yang terakhir adalah melakukan perhitungan nilai dari koefisien 

regresinya, hal ini penting untuk diketahui karena akan memberikan 

dampak ketika instansi dalam melakukan improvement pada efektivitas 
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sistem pengawasan melekat akan berdampak pada kontribusi yang nyata 

dalam penyusunan APBN. 

Berikut ini adalah perhitungan dan rekap data yang divisualisasikan 

dalam tabel yang berguna untuk mengetahui koefisien regresi dari 

efektivitas sistem pengawasan melekat. Detail dari perhitungannya akan 

diketahui pada tabel 24 berikut ini : 

Tabel 24  Hasil Perhitungan Koefisien Regresi Efektivitas Sistem 

Pengawasan Melekat Terhadap APBN 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 0,147 0,181   0,814 0,419 

Efektivitas 

Sistem 

Pengawasan 

Melekat 

0,979 0,042 0,950 23,229 0,000 

a. Dependent Variable: APBN 

Sumber : Data diolah oleh Peneliti; Juni 2015 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 24 terhadap koefisien regresi 

yang menunjukkan adanya pengaruh efektivitas sistem pengawasan 

melekat terhadap APBN maka diketahui angka atau scorenya sebesar 

0,979 dan memiliki angka signifikansi 0.000. dimana setiap peningkatan 

untuk per-satuanya sebesar 0,979. Berbeda dengan nilai konstantanya 

dapat diketahui sebesar 0,147 dan tingkat signifikansinya sebesar 0,419. 

penulisan persamaan regresi berdasarkan fakta dan pengolahan datanya 

adalah sebagai berikut ini : 

Y =   0.147   +         0,979 X1          ….  (01) 

Nilai signifikansi α = 0,419                   β = 0,000 

 

Keterangan: 
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Y = APBN;  X1 = Efektivitas Sistem Pengawasan Melekat;  

α = Konstanta; β = Koefisien Regresi  

Berdasarkan model atau persamaan regresi dapat di interpretasikan jika 

instansi BNPB dapat meningkatkan tingkat efektivitas sistem 

pengawasan melekat maka akan berpengaruh terhadap fungsi APBN 

setiap satu satuan sebesar 0.979. Hal ini perlu adanya pengawasan yang 

dilakukan secara berkelanjutan dari para pemegang kepentingan di setiap 

proses kerja yang ada sehingga fungsi APBN dapat dipergunakan secara 

optimal di BNPB. 

Untuk mengetahui area signifikansi pengaruh efektivitas sistem 

pengawasan melekat terhadap APBN dapat diketahui melalui gambar 

berikut ini : 

 

  

 

 

 

Gambar 24 Uji T Efektivitas SPM VS APBN 

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa t hitung = 23,229 > 

dibandingkan dengan t tabel 2,00 sehingga dapat diketahui bahwa 

terdapat pengaruh yang nyata antara variabel efektivitas sistem 

pengawasan melekat terhadap APBN.  

b. Analisis Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap APBN 

Dalam mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap fungsi 

APBN salah satunya adalah tingkat akuntabilitas laporan keuangan. 

Dengan adanya penyusunan laporan keuangan yang benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan maka akan mengoptimalkan fungsi APBN. 

-2.00 2.00 23,229 0 
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Berikut ini merupakan hasil perhitungan yang menyatakan pengaruh 

akuntabilitas laporan keuangan terhadap APBN : 

Tabel 25  Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 0.930
a
 0,864 0,862 0,06587 

 Sumber : Data diolah oleh Peneliti, Juni 2015  

Berdasarkan data pada tabel 25, maka diketahui  nilai koefisien 

determinasi sebesar 0,862 atau jika dikonversikan ke dalam persentasinya 

akan diketahui nilainya sebesar 86,2%. Hal ini dapat di artikan persepsi 

responden menyatakan bahwa akuntabilitas laporan keuangan adalah 

penting sehingga akan memiliki pengaruh terhadap fungsi APBN yang 

dapat dipergunakan secara optimal oleh BNPB. Sedangkan 13,8% 

pengoptimalan fungsi APBN dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya 

diluar akuntabilitas laporan keuangan. 

Sedangkan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh akuntabilitas 

laporan keuangan bersifat signifikan atau tidak terhadap fungsi APBN 

untuk model yang akan dibentuk maka dapat ditunjukkan melalui 

perhitungan Uji T. Detail perhitungannya dapat diketahui melalui tabel 

26 berikut ini : 

Tabel 26  Hasil Uji T Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap APBN 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square T Sig. 

1 

Regression 1,604 1 1,604 369,624 0.000
a
 

Residual 0,252 58 0,004 
  

Total 1,855 59 
   

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Laporan Keuangan 

b. Dependent Variable : APBN 

Sumber : Data diolah oleh Peneliti; Juni 2015 

Berdasarkan tabel 26, maka dapat diketahui nilai signifikansi sebesar 

0.000, hal ini dengan nilai ρ – Value = 0,000 memiliki kondisi dengan 
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pemenuhan persyaratan yaitu dimana nilai ρ – Value < 0,05. Sehingga 

dapat diartikan bahwa responden dalam memberikan dukungan terhadap 

terhadap pentingnya akuntabilitas laporan keuangan memiliki pengaruh 

yang nyata sebesar 86,2% terhadap fungsi APBN.  

Proses berikutnya adalah melakukan penelusuran terhadap nilai koefisien 

regresi akuntabilitas laporan keuangan terhadap APBN. Berdasarkan 

hasil perhitungan dengan menggunakan software SPSS versi 17 maka 

akan diketahui output terhadap perhitungan koefisien regresi yang 

menunjukkan adanya pengaruh akuntabilitas laporan keuangan terhadap 

fungsi APBN di instansi pemerintahan BNPB Jakarta. Detail 

perhitungannya dapat diketahui melalui tabel 27 berikut ini : 

     Tabel 27  Koefisien Regresi Akuntabilitas Laporan Keuangan 

 Terhadap APBN 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 0,073 0,223 

 

0,326 0,746 

Akuntabilitas 

Laporan 

Keuangan 

0,990 0,051 0,930 19,226 0,000 

a. Dependent Variable: APBN 

  Sumber : Data diolah oleh Peneliti, Juni 2015 

Berdasarkan tabel 27 maka hasil perhitungan koefisien regresi dari 

akuntabilitas laporan keuangan terhadap APBN diketahui angka atau 

scorenya sebesar 0,990 dan memiliki angka signifikansi 0.000. 

Sedangkan konstantanya dapat diketahui sebesar 0,073 dan tingkat 

signifikansinya sebesar 0,746. Maka penulisan persamaan regresi 

berdasarkan fakta dan pengolahan datanya adalah sebagai berikut ini : 

Y =  0,073 +   0,990 X2          …. (02) 

Nilai Signifikansi       α = 0,746      β = 0,000 
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Keterangan : 

Y = APBN;    X2  = Akuntabilitas Laporan Keuangan 

α = Konstanta;  β = Koefisien regresi 

Berdasarkan model atau persamaan regresi dapat di interpretasikan jika 

pegawai yang memiliki tanggung jawab terhadap penyusunan laporan 

keuangan dapat menunjukkan upaya untuk memperkuat akuntabilitas 

laporan keuangan terhadap publik maka akan berpengaruh terhadap 

fungsi APBN pada setiap satu satuan sebesar 0,990. Penguatan terhadap 

akuntabilitas laporan keuangan yang ada pada saat ini perlu di evaluasi 

kembali sehingga ketika terjadi kondisi yang semakin membaik akan 

berpengaruh terhadap optimisasi fungsi APBN. 

Untuk mengetahui area signifikansi pengaruh akuntabilitas laporan 

keuangan terhadap APBN dapat diketahui melalui gambar berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25 Uji T Akuntabilitas Laporan Keuangan VS APBN 

 

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa t hitung = 19,226 > 

dibandingkan dengan t tabel 2,00 sehingga dapat diketahui bahwa 

terdapat pengaruh yang nyata antara variabel akuntabilitas laporan 

keuangan terhadap APBN.  

c. Analisa Pengaruh Daya Serap Anggaran Terhadap APBN 

-2.00 2.00 19,226 0 
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Dalam melakukan analisa pengaruh pada daya serap anggaran terhadap 

APBN terdapat 3 proses yang harus dilakukan yang pertama adalah 

mencari nilai koefisien determinasinya, yang kedua melakukan 

perhitungan dari uji T, dan yang terakhir mencari nilai koefisien 

determinasi beserta nilai signifikansinya. Pada pembahasan yang pertama 

adalah mencari nilai koefisien determinasi mewakili parameter standar 

yang akan menjelaskan pengaruh daya serap anggaran terhadap APBN. 

Nilai koefisien determinasi dalam perhitungan akan berada pada interval 

0 s.d. 1 atau jika dikonversikan dalam persentase maka akan diketahui 

mulai dari interval 0% s.d. 100%. 

 Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan tentang perhitungan koefisien 

determinasi atau r – Squared yang menunjukkan nilai pengaruh daya 

serap anggaran terhadap APBN, penyajian informasinya adalah sebagai 

berikut ini : 

Tabel 28  Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 0.942
a
 0,887 0,885 0,06010 

a. Predictors: (Constant), daya serap anggaran 

Sumber : Data di olah oleh Peneliti ; Juni 2015 

Berdasarkan tabel 28, diketahui nilai adjusted r square atau koefisien 

determinasi sebesar 0,885 atau dalam konversi ke dalam persentase 

adalah 88,5%. Hal ini dapat di interpretasikan jika persepsi responden 

terhadap daya serap anggaran bersifat persuasif atau berpengaruh kepada 

responden dalam membuat APBN sebesar 88,5%. Sedangkan 11,5% 

dipengaruhi faktor lainnya. 

Untuk mengetahui apakah ada atau tidak pengaruh yang signifikan dari 

kedua variabel tersebut dapat digunakan uji T. Perhitungan yang akan 

dilakukan berguna untuk mendapatkan angka signifikasi dimana hasil 

perhitungan yang diperoleh akan dibandingkan dengan batasan 
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pemenuhan persyaratan dari keterpengaruhan daya serap anggaran 

terhadap APBN. Dimana jika hasil p – value menunjukkan angka < 0,05 

maka dapat diputuskan ada pengaruh yang nyata daya serap anggaran 

terhadap APBN, berikut ini tabel perhitungan yang menunjukkan 

pemenuhan persyaratannya: 

Tabel 29 Hasil Uji T Pada Daya Serap Anggaran Terhadap APBN 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
T Sig. 

1 Regression 1,646 1 1,646 455,606 0.000
a
 

Residual 0,210 58 0,004 

  

Total 1,855 59 

   

a. Predictors: (Constant), Daya Serap Anggaran 

b. Dependent Variable: APBN 

          Sumber : Data di olah oleh peneliti; Juni 2015 

Berdasarkan tabel 29, maka diketahui jika nilai signifikansinya adalah 

0,000 sehingga jika dibandingkan dengan pemenuhan persyaratan 

tentang adanya pengaruh antara daya serap anggaran terhadap APBN 

telah memenuhi persyaratan yang ada dimana p – value atau 

signifikansinya harus < 0,05. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

ada pengaruh yang nyata daya serap anggaran terhadap APBN sebesar 

88,5 %. 

Proses yang terakhir adalah melakukan perhitungan nilai dari koefisien 

regresinya, hal ini penting untuk diketahui karena akan memberikan 

dampak ketika instansi dalam melakukan optimisasi terhadap daya serap 

anggaran sehingga akan berdampak pada kontribusi yang nyata dalam 

mengoptimalkan fungsi APBN. 

Berikut ini adalah perhitungan dan rekap data yang divisualisasikan 

dalam tabel yang berguna untuk mengetahui koefisien regresi dari daya 

serap anggaran. Detail dari perhitungannya akan diketahui pada tabel 

berikut ini : 
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Tabel 30  Perhitungan Koefisien Regresi 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 0,359 0,187   1,915 0,060 

Daya serap 

Anggaran 

0,932 0,044 0,942 21,345 0,000 

a. Dependent Variable: APBN 

         Sumber : Data diolah oleh Peneliti; Juni 2015. 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 30,  koefisien regresi dari daya 

serap anggaran maka diketahui angka atau scorenya sebesar 0,932 dan 

memiliki angka signifikansi 0.000. sedangkan konstantanya dapat 

diketahui sebesar 0,359 dan tingkat signifikansinya sebesar 0,060. Maka 

penulisan persamaan regresi berdasarkan fakta dan pengolahan datanya 

adalah sebagai berikut ini : 

Y =  0.359   +     0,932 X3          …. (03) 

Nilai signifikansi        α = 0,060;      β = 0,000. 

Keterangan: 

Y = APBN;  X1 = Daya serap anggaran;  

α = Konstanta; β = Koefisien regresi 

Berdasarkan model atau persamaan regresi dapat di interpretasikan jika 

instansi BNPB dapat meningkatkan optimasi daya serap anggaran maka 

akan berpengaruh terhadap fungsi APBN setiap satu satuan sebesar 

0.932. Hal ini perlu adanya pengawasan yang dilakukan secara 

berkelanjutan dari para pemegang kepentingan di setiap proses kerja 

yang ada sehingga fungsi APBN dapat dipergunakan secara optimal di 

BNPB. 

Untuk mengetahui area signifikansi pengaruh daya serap anggaran 

terhadap APBN dapat diketahui melalui gambar berikut ini : 
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Gambar 26 Uji T Daya Serap Anggaran VS APBN 

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa t hitung = 21,345 > 

dibandingkan dengan t tabel 2,00 sehingga dapat diketahui bahwa 

terdapat pengaruh yang nyata antara variabel daya serap anggaran 

terhadap APBN. 

d. Analisa Pengaruh Efektivitas Sistem Pengawasan Melekat; Akuntabilitas 

Laporan Keuangan dan Daya Serap Anggaran Secara Bersama-sama 

(Simultan)  Terhadap APBN 

Berbeda dengan 3 proses sebelumnya dimana pembahasan dilakukan 

secara parsial. Untuk pembahasan secara simultan proses yang akan 

dilakukan adalah mencari nilai koefisien determinasi; Menguji apakah 

terdapat pengaruh yang nyata atau signifikan dari dua variabel bebas 

terhadap variabel dependennya dan mencari nilai koefisien regresi dari 

Efektivitas Sistem Pengawasan Melekat; Akuntabilitas Laporan 

Keuangan dan Daya Serap Anggaran terhadap APBN. 

Berikut ini merupakan hasil perhitungan koefisien determinasi yang 

menyatakan pengaruh Efektivitas Sistem Pengawasan Melekat; 

Akuntabilitas Laporan Keuangan dan Daya Serap Anggaran terhadap 

APBN. Adapun hasil perhitungannya dapat diketahui melalui tabel 31 

berikut ini : 

 

 

-2.00 2.00 21,345 0 
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Tabel 31 Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0.960
a
 0,921 0,917 0,05111 

a. Predictors: (Constant), Efektivitas Sistem Pengawasan Melekat; 

Akuntabilitas Laporan Keuangan dan Daya Serap Anggaran  

           Sumber : Data diolah oleh Peneliti; Juni 2015 

Berdasarkan tabel 31, dapat diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 

0.917 atau jika di konversikan ke dalam perhitungan persentase adalah 

sebesar 91,7%.  Hasil perhitungan ini dapat diartikan jika kedua variabel 

dilakukan pencarian nilai pengaruhnya secara bersamaan akan 

mempengaruhi pemanfaatan fungsi APBN sebesar 91,7%.  

Penambahan ini dikarenakan responden diberikan kesempatan untuk 

menilai jika persepsi terhadap faktor yang menyebabkan untuk terdorong 

dalam meningkatkan fungsi APBN. Untuk mengetahui apakah efektivitas 

sistem pengawasan melekat; akuntabilitas laporan keuangan dan daya 

serap anggaran memiliki pengaruh yang nyata terhadap APBN maka 

perlu diketahui perhitungan ρ – valuenya terlebih dahulu, Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui bahwa efektivitas sistem pengawasan 

melekat; akuntabilitas laporan keuangan dan daya serap anggaran secara 

bersama-sama dapat berpengaruh secara nyata atau tidak. Sehingga jika 

pengaruhnya dirasakan nyata maka akan memudahkan bagi BNPB dalam 

membuat kebijakan yang dapat mengoptimalkan fungsi APBN sebagai 

revenue pendorong kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh BNPB 

untuk kedepannya. 

Berikut ini merupakan detail tabel yang menyatakan pengujian ANOVA, 

informasinya adalah sebagai berikut ini : 
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Tabel 32 Analysis of Varians (ANOVA) 

ANOVA
b
 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 1,709 3 0,570 218,124 0.000
a
 

Residual 0,146 56 0,003     

Total 1,855 59       

a. Predictors: (Constant),  

 Efektivitas sistem pengawasan melekat; Akuntabilitas laporan keuangan ; 

Daya serap anggaran. 

b.   Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

        Sumber : Data diolah oleh Peneliti; Juni 2015. 

Berdasarkan tabel 32 diketahui nilai ρ – valuenya adalah 0.000 (dilihat 

dari kolom atau indikator signifikansi) berdasarkan pemenuhan 

persyaratannya apakah ada pengaruh yang nyata secara simultan terhadap 

APBN maka dapat diketahui nilai ρ – value tersebut telah berada pada 

daerah pemenuhan signifikansi. Oleh karena itu ketiga variabel tersebut 

layak sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan atau 

mendorong responden. Hal ini dapat diketahui jika model atau persamaan 

yang diusulkan akan dapat memenuhi persyaratan pada model regresi 

linier berganda. 

Berikut ini adalah tabel yang menyatakan perhitungan koefisien regresi 

pada penelusuran nilai pengaruh efektivitas sistem pengawasan melekat; 

akuntabilitas laporan keuangan dan daya serap anggaran terhadap APBN, 

detail perhitungannya adalah sebagai berikut ini : 
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Tabel 33 Hasil Perhitungan Koefisien Regresi 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 0,025 0,174 
 

0,142 0,888 

- Efektivitas 

Sistem 

Pengawasan 

Melekat (X1) 

0,023 0,365 0,022 0,062 0,049 

- Akuntabilitas 

Laporan 

Keuangan (X2) 

0,452 0,126 0,424 3,587 0,001 

- Daya Serap 

Anggaran (X3) 
0,531 0,288 0,537 1,842 0,038 

a. Dependent Variable: APBN 

  Sumber : Data diolah oleh Peneliti; Juni 2015. 

Berdasarkan tabel 33, Maka penulisan persamaan regresi berdasarkan fakta 

dan pengolahan datanya adalah sebagai berikut ini : 

        Y     =  0,025     +    0,023 X1     +      0,452X2    +   0,531X3   .. (04) 

  Signifikansi α = 0,888          β1 = 0,049         β2=0,001       β3=0,038 

Keterangan : 

Y = APBN. 

X1 = Efektivitas Sistem Pengawasan Melekat. 

X2 = Akuntabilitas Laporan Keuangan. 

X3 = Daya Serap Anggaran. 

α  = Konstanta;  β1, β2, β3 = Koefisien Regresi  

Berdasarkan pengaruh dari ketiga variabel jika digabungkan atau secara 

simultan terhadap APBN maka kontribusi responden dalam menilai persepsi 

akuntabilitas laporan keuangan yang lebih dominan dibandingkan 

efektivitas laporan keuangan atau daya serap anggaran.  
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Interpretasi dari persamaan regresi diatas dapat memiliki makna jika terjadi 

peningkatan pada efektifitas sistem pengawasan melekat sebanyak satu-

satuan akan memberikan kontribusi kepada fungsi APBN sebanyak 0,023, 

namun demikian jika terdapat peningkatan satu-satuan pada akuntabilitas 

laporan keuangan akan menyebabkan meningkatnya fungsi APBN sebesar 

0,452. Berbeda dengan daya serap anggaran setiap peningkatan satu-satuan 

akan menyebabkan penambahan pada fungsi APBN sebesar 0,531. 

IV.3 Pembahasan 

Berdasarkan penjabaran secara kuantitatif diatas melalui proses perhitungan 

secara statistik deskriptif maka akan diketahui nilai rata-rata. Parameter tersebut 

digunakan untuk mengetahui kecenderungan jawaban dari responden. Hasil 

pengisian kuesioner yang dilakukan dapat menunjukkan adanya kecenderungan 

responden memilih jawaban setuju dan sangat setuju untuk masing-masing item 

pernyataan yang ada. Sehingga jika ditelusuri kembali dari variabel yang telah 

diteliti antara lain efektifitas sistem pengawasan melekat; akuntabilitas laporan 

keuangan dan daya serap anggaran terhadap APBN kecenderungan pada 80 

pernyataan berada pada jawaban setuju. 

Pada penelitian ini proses pengujian validitas dan realiabilitas data telah 

dilakukan dengan baik, peneliti menggunakan size samplingnya 30 responden 

yang berpartisipasi dalam proses uji validitas dan realibilitas data memberikan 

penilaian yang baik. Sehingga hal ini dapat diartikan bahwa instrumen-instrumen 

yang dipergunakan untuk mengukur sudah dapat memenuhi dan mewakili 

indikator-indikator yang sedang diteliti. Hasil pengujian menunjukkan 80 

pernyataan dalam kondisi valid dan masing-masing variabel yang digunakan juga 

realiabel. 

Setelah mengetahui masing-masing pernyataan yang digunakan valid dan 

reliabel selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik melalui 3 proses pengujian 

yaitu uji normalitas; uji multikolinieritas dan uji heterodekastisitas yang 

bermanfaat untuk mengetahui sebaran jawaban responden. Pada tahap pengujian 

normalitas data yang digunakan telah memenuhi persyaratan sehingga sebaran 
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data dapat merepresentatifkan sebaran normal pada data penelitian. Pada 

pengujian multikolinieritas hasilnya menunjukkan tidak ada hubungan atau 

korelasi yang kuat untuk masing-masing variabel independennya. Dimana pada 

efektivitas sistem pengawasan melekat; akuntabilitas laporan keuangan dan daya 

serap anggaran tidak terjadi korelasi yang kuat untuk hubungan antar variabel 

bebasnya. Sedangkan pada uji heterodekastisitas data penelitian menunjukan 

sebaran data yang heterogen sehingga jawaban dari responden tidak monoton 

pada satu pilihan pengkategorian jawaban yang ada pada setiap pernyataan. 

Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesa awal yang ada sejalan dengan 

identifikasi masalahnya berdasarkan ketiga variabel yaitu efektivitas sistem 

pengawasan melekat, akuntabilitas laporan keuangan dan daya serap anggaran 

terhadap APBN. Detail untuk hasil pengaruh antar variabel bebas terhadap 

variabel tak bebasnya  dapat diuraikan melalui poin-poin berikut ini : 

IV.3.1 Efektivitas Sistem Pengawasan Melekat Mempunyai Pengaruh 

Signifikan Terhadap APBN 

Ada pengaruh yang signifikan antara variabel efektivitas sistem pengawasan 

melekat (X1) terhadap APBN (Y), dimana t signifikan = 0,000 < 0,05. Pengaruh 

efektivitas sistem pengawasan melekat (X1) tersebut terhadap optimasi fungsi 

APBN (Y) sebesar 90,1%. 

Proses pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau leader sudah 

berjalan dengan baik di BNPB. Pimpinan melakukan monitoring dengan membuat 

rapat rutin pada semua direktorat yang ada. Pembahasan pada rapat tersebut 

biasanya difungsikan untuk mengetahui kemajuan masing-masing program kerja 

yang sudah terlaksana. Khusus program kerja yang sudah berjalan biasanya 

dilakukan evaluasi tentang hasil eksekusi yang sudah dilakukan dan bila hasilnya 

lebih dari yang diharapkan akan menjadi best practice bagi unit atau direktorat 

tersebut. Dan akan diterapkan pada program kerja yang similar sehingga eksekusi 

akan lebih efektif dan efesien. Selain itu dibahas pula kendala-kendala yang 

terjadi pada saat eksekusi. Kendala tersebut akan menjadi salah satu acuan dalam 

pembuatan kebijakan untuk case-case tertentu. Untuk program kerja yang 
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seharusnya sudah terlaksana akan tetapi belum berjalan juga akan dibahas dalam 

rapat rutin bulanan sehingga monitoring dan evaluasi dari program-program kerja 

yang sudah terencana akan segera dilaksanakan untuk eksekusinya.  

Efektivitas sistem pengawasan melekat tidak hanya dilakukan melalui 

agenda rapat rutin bulanan, tetapi ada audit keuangan dan audit proses juga 

dilakukan secara rutin namun demikian audit hanya dilakukan satu kali saja dalam 

satu tahun periode kerja. Audit dilakukan oleh tim yang di tunjuk oleh BNPB, 

dimana melalui SK langsung dari pimpinan no 1 di BNPB. Kegiatan audit akan 

berguna dalam mengefektifkan sistem pengawasan melekat sehingga kondisi 

keuangan dan proses yang berjalan akan sesuai dengan ketentuan, peraturan dan 

kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan sedikitnya ketidakpatuhan pada sistem 

yang ada akan menggambarkan kuatnya sistem pengawasan melekat di BNPB. 

IV.3.2 Akuntabilitas Laporan Keuangan Mempunyai Pengaruh Signifikan 

Terhadap APBN 

Ada pengaruh yang signifikan antara variabel akuntabilitas laporan 

keuangan (X2) terhadap APBN (Y), dimana t signifikan = 0,000 < 0,05. Pengaruh 

akuntabilitas laporan keuanga terhadap optimasi fungsi APBN sebesar 86,2%.   

Penyusunan laporan keuangan yang mengikuti ketentuan dan peraturan yang 

ada dan bila dikerjakan secara benar maka dampaknya akan memberikan 

kepercayaan pada publik dan instansi pemerintahan yang mengerjakannya. 

Tingkat akuntabilitas laporan keuangan menjadi hal penting terutama dalam 

mengoptimalkan revenue yang bersumberkan pada APBN, sehingga dengan 

laporan keuangan yang dapat dipercaya kebenarannya merupakan bagian dari 

perombakan birokrasi dimana terkadang program-program kerja yang dilakukan 

hanya sebagai formalitas. Perencanaan yang feasible dan terhubung dengan 

rencana strategi jangka panjang yang dimiliki oleh BNPB akan membuat 

pembiayaan yang dilakukan untuk melancarkan eksekusi program kerja akan 

menjadi lebih mudah. Upaya tersebut sudah dilakukan oleh BNPB. Pemilihan 

program kerja yang sesuai sejak awal dan keputusan para pimpinan sebagai 
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bagian komitmen manajemen yang ada. Terutama dukungan dalam penyusunan 

laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.  

Untuk mengendalikan laporan keuangan yang baik dan benar, personil yang 

terhubung langsung dengan keluar masuknya pada saat ini memiliki tendensi yang 

dapat dipercaya sehingga pada saat pelaporan anggaran data-data yang 

disampaikan selalu akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun dengan 

bertambahnya program kerja dan SDMnya masih bisa menangani dan mengawasi 

setiap dana yang dikeluarkan untuk menunjang program-program kerja yang telah 

direncanakan selama satu tahun terakhir. Sehingga dengan semakin baiknya 

tingkat akuntabilitas laporan keuangan di BNPB berarti akan menunjukkan 

kondisi keuangan yang sehat sehingga akan berdampak pada pengoptimalan pada 

fungsi APBN. 

IV.3.3 Daya Serap Anggaran Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap 

APBN 

Ada pengaruh yang signifikan antara variabel daya serap anggaran (X3) 

terhadap APBN (Y), dimana t signifikan = 0,000 < 0,05. Pengaruh daya serap 

anggaran terhadap optimasi fungsi APBN sebesar 88,5%. Hal ini dapat diartikan 

bahwa daya serap anggaran menjadi bagian yang penting dalam mengoptimalkan 

fungsi APBN sehingga pengawasan realisasi pada program kerja dapat berjalan 

dengan baik sesuai dengan perencanaab yang ada. 

Penyerapan anggaran akan berhubungan dengan realisasi pada perencanaan 

program-program kerja yang telah tersusun pada awal tahun. Setiap pegawai yang 

menjadi agen untuk setiap kesuksesan pelaksanaan program kerja akan menjadi 

kritikal point dalam mendorong cepat atau lambatnya daya serap anggaran. Pada 

saat ini proses kerja yang saling terhubung dari bagian perencanaan – eksekusi – 

evaluasi hasil kegiatan manjadi satu kesatuan Work Process terhubungnya 

penyerapan anggaran. Oleh karena itu terdapat penentuan waktu dateline dari 

setiap Work Process di masing-masing bagian atau entitas dari sistem kerja di 

BNPB yang harus dipatuhi dan menjadi bagian dari komitmen manajemen. Pada 

saat ini proses yang terjadi sudah didukung oleh SDM yang berkomitmen dan 
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memiliki kompentensi tinggi. Namun demikian untuk kegiatan penting dan 

membutuhkan keputusan dari para pimpinan di masing-masing direktorat 

terkadang masih ada yang membutuhkan waktu tambahan hal ini biasanya 

dikarenakan terdapat 2 kegiatan yang sama-sama penting sehingga kegiatan yang 

menjadi prioritas utama akan lebih didahulukan. 

Adanya tendensi kegiatan baru dilakukan eksekusi pada kuartal ke 4 hal ini 

dikarenakan pengesahan untuk dana yang dikeluarkan untuk membiayai harus 

memerlukan birokrasi yang kompleks sehingga eksekusipun akan terjadi 

penambahan waktu. 

Keterlambatan waktu dalam pembuatan perencanaan, eksekusi program 

kerja yang tidak dikerjakan dengan baik, dan ketidakpatuhan terhadap pengadaan 

barang atau logistik yang diperlukan pada program pembinaan menjadi kendala 

dalam mendorong penyerapan anggaran. Oleh karena itu perlu adanya strategi 

dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi untuk kegiatan-kegiatan yang 

berhadapan dengan kendala. Adapun tujuannya agar beberapa aktivitas kerja yang 

menjadi critical process dapat terdeteksi dan kegiatan yang tidak berjalan akan 

didorong untuk segera direalisasikan. 

IV.3.3 Efektivitas Sistem Pengawasan Melekat; Akuntabilitas Laporan 

Keuangan; Daya Serap Anggaran Mempunyai Pengaruh yang 

Signifikan Secara Bersama-sama Terhadap APBN 

Ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara efektivitas sistem 

pengawasan melekat (X1), akuntabilitas laporan keuangan (X2) dan daya serap 

anggaran (X3) terhadap APBN (Y), dimana t signifikan X1 = 0,049;  X2 = 0,001 

dan X3 = 0,038. 

Jika dibandingkan dengan pengaruh masing-masing variabel per-bagian atau 

parsial ketiganya memiliki pengaruh yang signifikan dan kuat. Namun demikian 

jika ketiga variabel tersebut jika diasumsikan diterapkan secara bersama-sama 

pengaruh terhadap fungsi APBN juga tetap kuat. Ketiga elemen tersebut dapat 

merepresentatifkan atribut yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap optimisasi 
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fungsi APBN. Hal ini perlu diketahui jika dengan upaya BNPB terus 

mempertahankan efektifitas sistem pengawasan melekat, selalu menjaga tingkat 

keakuratan pada akuntabilitas laporan keuangan dan mendorong daya serap 

anggaran sehingga dapat mengoptimalan pendapatan yang diperoleh dari APBN. 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI MANAJERIAL DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Berdasarkan uraian dari pada pembahasan sebelumnya maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut ini. 

a. Ada pengaruh yang signifikan antara variabel efektivitas sistem 

pengawasan melekat (X1) terhadap APBN (Y), dimana t signifikan = 

0,000 < 0,05. Pengaruh efektivitas sistem pengawasan melekat (X1) 

tersebut terhadap optimasi fungsi APBN (Y) sebesar 90,1%. Hal ini 

dapat diartikan bahwa efektivitas sistem pengawasan melekat sudah 

berjalan dengan baik, namun demikian diperlukan adanya upaya untuk 

terus mempertahankan sistem yang ada agar berjalan dengan baik salah 

satunya melalui proses audit yang realistis dan terencana dengan baik. 

b. Ada pengaruh yang signifikan antara variabel akuntabilitas laporan 

keuangan (X2) terhadap APBN (Y), dimana t signifikan = 0,000 < 0,05. 

Pengaruh akuntabilitas laporan keuanga terhadap optimasi fungsi APBN 

sebesar 86,2%.  Hal ini dapat diartikan bahwa akuntabilitas laporan 

keuangan telah terjaga. Proses preventif dilakukan dengan cara 

memberikan kejelasan pada peraturan menteri keuangan nomor 

105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran 

Penanggulangan Bencana dimana dijelaskan pentingnya akuntabilitas 

laporan keuangan sebagai pertanda baik atau buruknya pengelolaan 

keuangan di BNPB. Dan hasil penelitian menunjukkan pengelolaan 

keuangan sudah berjalan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

c. Ada pengaruh yang signifikan antara variabel daya serap anggaran (X3) 

terhadap APBN (Y), dimana t signifikan = 0,000 < 0,05. Pengaruh daya 

serap anggaran terhadap optimasi fungsi APBN sebesar 88,5%. Hal ini 

dapat diartikan bahwa daya serap anggaran menjadi bagian yang penting 
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dalam mengoptimalkan fungsi APBN sehingga pengawasan realisasi 

pada program kerja dapat berjalan dengan baik sesuai dengan 

perencanaab yang ada. 

d. Ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara efektivitas sistem 

pengawasan melekat (X1), akuntabilitas laporan keuangan (X2) dan daya 

serap anggaran (X3) terhadap APBN (Y), dimana t signifikan X1 = 0,049;  

X2 = 0,001 dan X3 = 0,038. Pengaruh efektivitas sistem pengawasan 

melekat; akuntabilitas laporan keuangan dan daya serap anggaran 

terhadap optimasi fungsi APBN sebesar 91,7%. Dimana variabel 

akuntabilitas laporan keuangan menjadi variabel yang dominan 

dibandingkan kedua variabel lainnya. Penggabungan pada variabel 

independen terhadap fungsi APBN dapat dikondisikan memiliki 

pengaruh yang kuat. Hal ini diketahui jika BNPB hendak memperbaiki 

kondisi fungsi APBN dapat dilakukan melalui peningkatan efektivitas 

sistem pengawasan melekat; Mempetahankan akuntabilitas laporan 

keuangan dan menjalankan program kerja sesuai dengan anggaran yang 

telah direncanakan dan eksekusi harus dilakukan dengan cara pendekatan 

yang realistis sehingga program kerja yang telah disepakati dapat 

dijalankan dengan sebaik-baiknya. 

V.2 Implikasi Manajerial 

a. Aspek Manajerial 

Dengan dilakukan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada 

pimpinan atau leader yang telah memiliki subordinate dalam 

menjalankan penugasan kerja sehari-hari. Kesiapan leader adalah 

menerapkan sistem pengawasan melekat sehingga akan mendorong lebih 

tegas dan rutin untuk melakukan pengawasan kepada subordinatenya. 

Penyusunan laporan keuangan sudah menunjukkan kinerja yang baik 

sehingga semua transaksi keuangan yang telah dipergunakan dalam 

melakukan pembiayaan program dapat berjalan dengan ketentuan yang 

telah ditentukan. 
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Optimasi penyerapan anggaran akan menjadikan pimpinan mendorong 

pada program kerja belum terealisasikan perlu adanya ketegasan dari 

pimpinan dalam mendorong kegiatan tersebut berjalan. 

b. Aspek Penelitian Lanjutan 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap optimasi 

fungsi APBN perlu dilakukan penelitian selain dari variabel sistem 

pengawasan melekat; akuntabilitas laporan keuangan dan daya serap 

anggaran. Penelusuran terhadap variabel lainnya akan bermanfaat pada 

budaya organisasi yang berbeda. 

V.3 Saran 

a. Saran Teoritikal 

Jika dilakukan penelusuran secara teoritis menunjukkan antara masing-

masing variabel memiliki pengaruh terhadap APBN. Efektivitas sistem 

pengawasan melekat penting dilakukan oleh pimpinan karena dengan 

adanya monitoring yang berkelanjutan menunjukkan bahwa adanya 

pengawasan terhadap proses kerja yang ada. Sedangkan pada 

akuntabilitas laporan keuangan dianggap penting karena dengan 

tersusunnya laporan keuangan sesuai dengan ketentuan sistem akuntansi 

keuangan yang dilakukan oleh organisasi akan mempermudah dalam 

melakukan pertanggungjawaban ke publik. Penyerapan anggaran yang 

optimal menunjukkan adanya pembuatan perencanaan yang matang dan 

realistis sehingga organisasi dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran 

yang ada. 

b. Saran Praktikal 

Berdasarkan observasi dan penelitian yang terjadi di BNPB dapat 

disarankan sebagai berikut : 

1. Pada saat melakukan optimasi fungsi APBN, perlu dilakukan 

monitoring pada proses kerja terutama hal-hal yang berhubungan 

dengan aliran dana yang dipergunakan, karena pengawasan melekat 
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perlu dilakukan secara sistematis sehingga jika tidak berjalan dengan 

baik perlu adanya evaluasi apakah kurangnya adanya kesadaran dan 

komitmen manajemen di BNPB. 

2. Akuntabilitas laporan keuangan menjadi bagian yang dominan dalam 

pembenahan dan pengoptimalan APBN di BNPB, saat ini proses 

sudah dilakukan dengan ketentuan dan mengikuti aturan yang 

ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga perlu dipertahankan kinerja 

yang baik pada saat ini. 

3. Daya serap anggaran perlu di optimalkan sehingga program-program 

kerja yang mengacu pada rencana jangka panjang akan lebih cepat 

tercapai. 
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Lampiran 1 

Kuesioner Penelitian 

 

 

Kuesioner Penelitian 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang 

“Pengaruh efektifitas sistem pengawasan melekat, 

akuntabilitas laporan keuangan dan daya serap anggaran 

terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara 

(APBN)”. Pengambilan data penelitian ini melibatkan 

Bapak/Ibu sebagai respondennya. Mohon bantuan dan 

partisipasi Bapak/Ibu untuk melakukan pengisian kuesioner 

ini dengan cara memberikan penilaian sesuai dengan 

kondisi sebenarnya. 

 
               Hormat Saya, 

 

 

 

 Muhammad Gary Gautama 

 

Profil Responden  

Isilah beberapa pertanyaan berikut ini dengan cara menuliskan jawaban yang sesuai 

dengan profil yang anda miliki, khusus untuk pertanyaan pada pilihan berganda silahkan 

anda memberikan tanda silang pada pilihan yang telah tersedia. 

Nama Direktorat : 

Lama Bekerja : a. < 2 Tahun b. 2 s.d. 5 Tahun 

  c. 6 s.d. 10 Tahun c. > 10 Tahun 

Jenis Kelamin : a. Pria b. Wanita 

Usia : a. ≤ 30 Tahun b. 31 s.d. 40 Tahun 

  c. 41 s.d. 50 Tahun d. ≥ 51 Tahun 

Jenjang Pendidikan : a. D3 b. S1 

  c. S2 d. S3 

Jumlah Staf di unit 

kerja anda 
:  
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Petunjuk Pengisian Kuesioner Pada Pertanyaan Inti : 

Mekanisme pengisian kuesioner ini dilakukan dengan cara memilih salah 

satu pilihan pada pengkategorian jawaban dibawah ini : 

SS :  Sangat Setuju  TS :  Tidak Setuju 

S  :  Setuju   STS :  Sangat Tidak Setuju 

CS :  Cukup Setuju 

Terdapat 5 pilihan pengkategorian jawaban pada masing-masing pernyataan 

dimana setiap jawaban memiliki tingkatan tertentu, apabila Bapak/Ibu memilih 

jawaban SS diasumsikan memiliki score tertinggi atau 5; Sedangkan jika Bapak 

/Ibu memilih jawaban STS diasumsikan memiliki score terendah atau 1.  

Bapak/Ibu hanya diperkenankan untuk memilih satu pilihan jawaban saja 

diantara 5 pilihan yang terdapat pada kolom pengkategorian jawaban dengan cara 

memberikan tanda silang (X) pada kolom yang terpilih. 

Teladan : 

No Pernyataan 

Pengkategorian Jawaban 

SS S CS TS STS 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1 

Para pimpinan memberikan contoh 

yang baik dengan cara menunjukkan 

integritas yang baik semasa 

menduduki jabatan penting di BNPB. 

 X    

 

“Berdasarkan jawaban reponden untuk no 1, pilihannya adalah S atau 

Setuju. Hal ini dapat diartikan bahwa responden setuju apabila para pimpinan 

pada saat menduduki jabatan penting di BNPB telah memberikan contoh yang 

baik kepada stafnya dengan cara menunjukkan integritas yang baik”. 
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Kode Pernyataan 

Pengkategorian Jawaban 

SS S CS TS STS 

(5) (4) (3) (2) (1) 

X1 Efektifitas Sistem Pengawasan Melekat. 

X11 Lingkungan Pengendalian Manajemen yang Kondusif. 

Q1 

Atasan di unit kerja anda memberikan contoh 

yang baik dengan cara menunjukkan integritas 

yang baik semasa menduduki jabatan penting di 

BNPB. 

     

Q2 

Dalam melakukan monitoring dan pengawasan 

biasanya atasan di unit kerja anda menjunjung 

tinggi norma dan etika yang berlaku pada saat 

ini. 

     

Q3 

Atasan di unit kerja anda memiliki kompetensi 

yang unggul sehingga pengelolaannya 

menunjukkan suasana kerja yang kondusif. 
     

Q4 

Atasan di unit kerja anda dalam memimpin 

menerapkan sistem pengawasan melekat yang 

efektif. 
     

Q5 
Atasan di unit kerja anda memiliki keahlian 

manajerial yang baik. 
     

Q6 

Gaya kepemimpinan atasan pada unit kerja 

anda untuk saat ini telah menunjukkan 

pengawasan untuk setiap proses kerja secara 

berkelanjutan. 

     

Q7 

Atasan di unit kerja anda dalam kondisi tertentu 

memberikan kepercayaan kepada stafnya 

sebagai salah satu upaya dalam melakukan 

pendelegasian pada pekerjaan yang dirasakan 

penting. 

     

X12 Kemampuan Memprediksi dan Mengantisipasi Resiko. 

Q8 

Bentuk pengawasan atasan pada unit kerja anda  

selama ini dengan cara melakukan pendekatan 

yang baik kepada stafnya terutama dalam 

memprediksikan resiko yang akan dihadapi 

pada masa yang akan datang. 

     

Q9 

Atasan pada unit kerja anda mampu 

mengidentifikasikan resiko dari pengawasan 

yang telah dilakukan secara berkelanjutan. 
     

Q10 

Adanya evaluasi yang menunjukkan hasil 

pengawasan pada setiap aktivitas yang terjadi di 

unit kerja anda. 
     

Q11 

Kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh 

para pimpinan di BNPB, telah membantu anda 

dalam menjalankan penugasan kerja yang ada. 
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Kode Pernyataan 

Pengkategorian Jawaban 

SS S CS TS STS 

(5) (4) (3) (2) (1) 

X13 Lingkungan Pengendalian Manajemen yang Kondusif. 

Q12 

Prosedur untuk setiap alur kerja selalu 

dilakukan review dalam kurun waktu tertentu 

sehingga proses kerja di unit kerja anda relevan 

dengan kondisi pada saat ini. 

     

Q13 

Pengawasan yang dilakukan atasan pada unit  

kerja anda tidak bertentangan dengan visi dan 

misi BNPB. 

     

Q14 

Atasan di unit kerja anda mampu memberikan 

arahan yang benar terhadap monitoring pada 

rencana strategi jangka panjang yang hendak 

dicapai oleh BNPB pada masa yang akan 

datang. 

     

X14 Informasi dan Komunikasi yang Efektif. 

Q15 

Adanya transparansi umpan balik dari atasan di 

unit kerja anda pada setiap hasil kerja yang 

telah dilakukan oleh para stafnya. 
     

Q16 

Adanya kemudahan untuk mendapatkan akses 

dalam berkomunikasi dan melakukan pencarian 

informasi yang menunjang penugasan kerja. 
     

Q17 

Saluran komunikasi yang baik merupakan salah 

satu strategi BNPB dalam mencapai tujuan 

organisasi yang hendak dicapai secara bersama-

sama. 

     

X15 Adanya Pemantauan, Evaluasi dan Tidak Lanjut. 

Q18 

Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dan 

instansi telah tersistem dan dilakukan secara 

berkelanjutan. 
     

Q19 

Pengawasan yang dilakukan oleh atasan unit 

kerja anda dengan cara melakukan supervisi 

dari hasil laporan yang dikerjakan oleh para 

stafnya. 

     

Q20 

Adanya umpan balik dari hasil pengawasan 

sehingga berguna bagi anda dan instansi dalam 

melakukan perbaikan khususnya untuk proses 

kerja yang dirasakan masih belum optimal. 

     

X2 Akuntabillitas Laporan Keuangan. 

X21 Kejelasan pertanggungjawaban. 

Q21 

Adanya pertanggungjawaban dari pihak-pihak 

yang memiliki kewenangan dalam melakukan 

penyusunan laporan keuangan secara benar. 
     

Q22 

Pihak-pihak yang berkepentingan bersedia 

membantu dalam menjaga kualitas penyusunan 

dan pembuatan laporan keuangan yang ada. 
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Kode Pernyataan 

Pengkategorian Jawaban 

SS S CS TS STS 

(5) (4) (3) (2) (1) 

X21 Kejelasan pertanggungjawaban. 

Q23 

Adanya kejelasan pemangku kepentingan yang 

bertanggung jawab terhadap akuntabilitas 

laporan keuangan yang telah dibuat. 

     

Q24 

Adanya penunjukkan pihak-pihak yang 

bertanggungjawab dilakukan berdasarkan 

kesepakatan bersama antara unit kerja anda 

dengan pada saat membuat laporan keuangan. 

     

Q25 

Adanya kejelasan serah terima penugasan jika 

terjadi pergantian pihak-pihak yang 

berkepentingan yang menyusun laporan 

keuangan. 

     

X22 Laporan pertanggungjawaban memenuhi prinsip-prinsip waktu. 

Q26 

Laporan keuangan pada unit kerja anda 

pembuatannya sudah disesuaikan dengan 

ketentuan batasan pelaporan dan 

pertanggungjawabannya. 

     

Q27 

Laporan keuangan pada unit kerja anda telah 

dilakukan persetujuan oleh pimpinan anda dan 

selalu diinformasikan sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan. 

     

Q28 

Adanya monitoring  per-kegiatan sehingga akan 

mempermudah pada saat membuat laporan 

keuangan program kerja. 

     

Q29 

Selama 3 periode terakhir unit kerja saya selalu 

mengumpulkan laporan keuangan untuk 

penggunaan anggaran program kerja secara 

tepat waktu. 

     

Q30 

Jumlah waktu yang diperlukan dalam 

pembuatan laporan keuangan sudah sesuai 

dengan standar pengerjaan laporan keuangan 

yang telah ditentukan. 

     

X23 Memiliki sistem kerja atau instansi yang menganut sikap demokratis. 

Q31 

Dalam melakukan proses penyusunan laporan 

keuangan adanya kerjasama yang baik dari 

pihak-pihak yang berkepentingan. 
     

Q32 

Penyampaian laporan keuangan dilakukan jika 

sudah ada kesepakatan bersama antara tim 

penyusun dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

     

Q33 

Sistem mekanisme penyusunan pelaporan 

keuangan saat ini sudah berjalan secara efektif 

dan melibatkan pemangku kepentingan. 
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Kode Pernyataan 

Pengkategorian Jawaban 

SS S CS TS STS 

(5) (4) (3) (2) (1) 

X23 Memiliki sistem kerja atau instansi yang menganut sikap demokratis. 

Q34 

Akuntabilitas laporan keuangan yang sehat 

menjadi bagian upaya dalam menjalankan 

reformasi birokrasi. 

     

Q35 

Evaluasi proses pembuatan laporan keuangan 

telah disepakati pemilik proses dan unit-unit 

yang terkait. 

     

X24 
Dorongan untuk pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan 

akuntabilitas laporan keuangannya.  

Q36 

Adanya upaya dari unit kerja untuk membuat 

pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan 

akuntabilitas laporan keuangannya. 

     

Q37 

Kemudahan dalam mengumpulkan bukti-bukti 

transaksi pembiayaan tentang aktivitas dari 

program pembinaan. 

     

Q38 

Adanya upaya yang kooperatif dari pemangku 

kepentingan ketika dilakukan verifikasi pada 

transaksi pembiayaan yang telah dipergunakan 

untuk program pembinaan bencana. 

     

Q39 

Adanya dukungan dan komitmen manajemen 

dari pimpinan di unit kerja anda untuk 

mempertanggungjawabkan laporan keuangan 

yang telah disampaika kepada BNPB. 

     

Q40 

Adanya upaya dari setiap pihak kepentingan 

untuk bersikap jujur dalam melakukan 

pembuatan laporan keuangan. 

     

X3 Daya Serap Anggaran 

X31 
Penelaahan yang jelas terkait dengan anggaran yang terdapat pada rincian 

APBN. 

Q41 

Informasi tentang penjadwalan untuk setiap 

program/proyek telah memiliki perencanaan 

yang jelas dan kapan eksekusi kegiatan program 

pembinaan tersebut akan berjalan. 

     

Q42 

Adanya kelengkapan informasi yang telah 

sesuai dengan standar yang ada (contoh : 

ketentuan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah dalam penyusunan APBN). 

     

Q43 
Adanya acuan atau standar-standar; ketentuan 

yang terkait dengan penggunaan anggaran. 
     

Q44 
Adanya kesesuaian budget yang diterima 

dengan perencanaan yang akan berjalan. 
     

Q45 

Adanya pengecekan secara berkelanjutan 

tentang penggunaan anggaran untuk setiap 

pembiayaan program kerja yang telah 
dilakukan. 
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Kode Pernyataan 

Pengkategorian Jawaban 

SS S CS TS STS 

(5) (4) (3) (2) (1) 

X32 Ketepatan waktu pelaksanaan tender. 

Q46 
Pelaksanaan untuk pembuatan tender sesuai 

dengan penjadwalan yang telah ditentukan. 
     

Q47 
Akses informasi tentang adanya tender dapat 

diketahui dengan mudah. 
     

Q48 

Jarak informasi pengumuman tender dengan 

presentasi tender sudah sesuai dengan ketentuan 

yang ada 

     

Q49 

Tender yang terkait dengan proses kerja di unit 

anda waktu dan informasinya disampaikan ke 

vendor  sesuai dengan batas waktu yang 

ditentukan BNPB 

     

Q50 

Vendor menyanggupi waktu pelaksanaan 

eksekusi program pembinaan yang telah 

ditentukan oleh BNPB. 

     

X33 Alokasi waktu proyek tidak diketahui sejak awal tahun. 

Q51 

Penyusunan anggaran di unit kerja anda 

sebaiknya ditentukan sesuai dengan ketentuan 

waktu yang telah ditentukan oleh BNPB. 

     

Q52 

Adanya kebijakan khusus dari pihak-pihak yang 

berkepentingan jika pelaksanaan untuk program 

tertentu tidak diketahui sejak awal tahun. 

     

Q53 Kesiapan logistik tertangani dengan baik      

Q54 

Kesiapan biaya transportasi tersedia sesuai 

dengan yang diperlukan untuk program 

pembinaan 

     

Q55 

Kesiapan biaya operasional tersedia sesuai 

dengan yang diperlukan untuk program 

pembinaan 

     

X34 Pembelian dan penggunaan barang dan jasa. 

Q56 
Mekanisme pembelian memenuhi ketentuan 

yang ditetapkan oleh BNPB. 
     

Q57 
Prinsip pembelian barang harus sesuai dengan 

fungsi dan prioritas pada yang bersifat urgent. 
     

Q58 
Pemilihan vendor dan supplier berdasarkan 

tender yang resmi. 
     

Q59 
Adanya pelaporan bukti-bukti pembayaran 

pembelian barang  yang benar. 
     

Q60 

Tingkat ketidaksesuaian barang yang dibeli 

dengan permintaan dari unit yang  memerlukan 

barang tersebut. 
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Kode Pernyataan 

Pengkategorian Jawaban 

SS S CS TS STS 

(5) (4) (3) (2) (1) 

Y Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

Y11 Otorisasi 

Q61 

APBN  sebagai acuan unit kerja anda dalam 

melaksanakan pendapatan dan belanja pada 

tahun yang bersangkutan. 

     

Q62 

APBN dipergunakan untuk kepentingan 

bersama sehingga mendorong BNPB untuk 

terus mengembangkan peranan program-

program pembinaan. 

     

Q63 

Pendapatan yang diperoleh dari pemerintah 

yang bersumberkan dari APBN pengelolaannya 

sudah dilakukan secara optimal sehingga dapat 

memberikan dampak perbaikan pasca bencana 

dapat dirasakan oleh rakyat yang daerahnya 

terkena bencana alam. 

     

Y12 Perencanaan 

Q64 

APBN memiliki fungsi sebagai pedoman unit 

kerja anda dalam menyusun anggaran dan 

perencanaan program kerja dan aktivitas pada 

selama satu tahun kedepan. 

     

Q65 

APBN dapat mendorong BNPB untuk lebih 

berperan di pemerintahan Indonesia dengan 

menjalankan program-program pembinaan 

pasca bencana yang realistis. 

     

Q66 

Dalam membuat perencanaan atau program 

kerja BNPB selalu berpedoman pada rencana 

strategis jangka panjang sehingga akan 

berpengaruh dengan jumlah anggaran yang 

akan diperoleh dari APBN. 

     

Y13 Pengawasan 

Q67 

APBN sebagai pedoman dalam menilai 

kegiatan dan penyelenggaraan pemerintaham 

yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

     

Q68 

Pendapatan BNPB bersumberkan dari APBN, 

pengelolaannya selalu dilakukan monitoring 

dan evaluasi sesuai dengan waktu yang 

ditentukan. 

     

Q69 

BNPB selalu kooperatif pada saat menjalani 

pemeriksaan dari instansi pemerintah yang 

berwenang yang bertugas dalam melakukan 

audit keuangan untuk pemakaian anggaran yang 

dipergunakan dalam membiayai program kerja 

di unit kerja anda. 
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Kode Pernyataan 

Pengkategorian Jawaban 

SS S CS TS STS 

(5) (4) (3) (2) (1) 

Y14 Alokasi 

Q70 

Pengalokasian anggaran yang bersumber pada 

APBN sudah dilakukan sesuai dengan 

keperluan dan kebutuhan untuk membiayai 

program-program pembinaan pasca bencana. 

     

Q71 

Pada saat ini jarang ditemukan ketidaksesuaian 

antara penggunaan anggaran dengan program 

kerja yang sudah direncanakan diawal tahun. 

     

Q72 

Pendapatan yang telah diperoleh dari APBN 

sangat bermanfaat bagi unit kerja dan 

penggunaan telah dialokasikan secara tepat. 

     

Y15 Distribusi 

Q73 
APBN memiliki sebaran dalam bentuk 

kebijakan dari anggaran negara dan tetap 

memperhatikan keadilan dan kepatutan. 
     

Q74 

Pendapatan yang bersumber dari APBN sudah 

sesuai dengan kebutuhan anggaran pada unit 

kerja anda, yang diperlukan dalam 

menggerakan program-program kerja yang 

telah direncanakan pada awal tahun. 

     

Q75 

Dengan melihat rencana jangka panjang BNPB 

5 tahun kedepan, anggaran yang diterima pada 

saat ini akan memperlancar tujuan yang dicapai 

pada masa yang akan datang. 

     

Q76 
Pendistribusian pendapatan yang diperoleh dari 

APBN dimasing-masing unit kerja pada BNPB 

sudah memenuhi azas keadilan. 
     

Y16 Stabilisasi 

Q77 
APBN digunakan sebagai penyeimbang 

fundamental perekonomian di Indonesia. 
     

Q78 

Peranan APBN sudah dirasakan oleh unit kerja 

anda sehingga BNPB menjadi salah satu 

instansi pemerintah yang berperan dalam 

mengkoordinasikan pembenahan dan 

pembinaan pasca bencana di Indonesia 

     

Q79 

Dengan pendapatan yang diperoleh dari APBN 

pengelolaan dan operasional proses kerja di 

BNPB dari tahun ke tahun selalu ada perbaikan 

yang signifikan. 

     

Q80 

Pimpinan dapat mengarahkan penggunaan 

anggaran yang bersumberkan dari APBN dalam 

menjalankan program-program kerja yang telah 

disusun. 

     

“Terima kasih atas kesediaan dan partisipasi rekan-rekan kerja  di BNPB yang telah 

melakukan pengisian kuesioner ini dengan sebaik-baiknya”
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Lampiran 2 

Sebaran Profil  Responden 

No Nama Direktorat 
Lama 

Bekerja 
Jenis Kelamin Usia 

Jenjang 

Pendidikan 

Jumlah Staf di 

unit kerja anda 

1 Direktorat Bantuan Darurat 5 Laki-Laki 36 S1 0 

2 Direktorat Bantuan Darurat 8 Perempuan 41 S2 1 

3 Direktorat Bantuan Darurat 8 Perempuan 45 S2 2 

4 Direktorat Bantuan Darurat 8 Laki-Laki 48 S2 5 

5 Direktorat Kesiapsiagaan 3 Laki-Laki 29 S1 0 

6 Direktorat Kesiapsiagaan 8 Laki-Laki 47 S1 4 

7 Direktorat Kesiapsiagaan 4 Perempuan 30 S2 1 

8 Direktorat Kesiapsiagaan 7 Laki-Laki 33 S2 0 

9 Direktorat Kesiapsiagaan 8 Laki-Laki 42 S2 3 

10 Direktorat Kesiapsiagaan 2 Perempuan 30 S1 0 

11 Direktorat Logistik 5 Laki-Laki 35 S1 2 

12 Direktorat Logistik 4 Laki-Laki 33 S1 1 

13 Direktorat Logistik 7 Perempuan 39 S2 3 

14 Direktorat Logistik 8 Laki-Laki 40 S2 5 

15 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat 8 Laki-Laki 43 S2 2 

16 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat 8 Laki-Laki 48 S2 4 

17 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat 8 Perempuan 35 S1 2 

18 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat 8 Laki-Laki 49 S2 4 

19 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat 8 Laki-Laki 40 S2 3 

20 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat 6 Laki-Laki 36 S1 2 
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No Nama Direktorat 
Lama 

Bekerja 
Jenis Kelamin Usia 

Jenjang 

Pendidikan 

Jumlah Staf di 

unit kerja anda 

21 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat 4 Laki-Laki 34 S1 0 

22 Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik 8 Perempuan 37 S1 2 

23 Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik 8 Laki-Laki 45 S2 5 

24 Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik 8 Perempuan 44 S2 3 

25 Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik 4 Laki-Laki 29 S1 0 

26 Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi 5 Perempuan 30 S1 0 

27 Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi 3 Laki-Laki 28 S1 0 

28 Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi 8 Laki-Laki 39 S2 4 

29 Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi 8 Laki-Laki 34 S1 2 

30 Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi 8 Perempuan 36 S2 3 

31 Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi 8 Perempuan 42 S2 2 

32 Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi 4 Perempuan 29 S1 0 

33 Direktorat Penanganan Pengungsi 5 Perempuan 34 S1 2 

34 Direktorat Penanganan Pengungsi 8 Laki-Laki 36 S1 3 

35 Direktorat Penanganan Pengungsi 8 Laki-Laki 38 S1 2 

36 Direktorat Pengurangan Resiko Bencana 4 Perempuan 29 S1 0 

37 Direktorat Pengurangan Resiko Bencana 5 Laki-Laki 32 S2 2 

38 Direktorat Pengurangan Resiko Bencana 8 Laki-Laki 34 S2 4 

39 Direktorat Pengurangan Resiko Bencana 8 Perempuan 35 S2 4 

40 Direktorat Pengurangan Resiko Bencana 8 Laki-Laki 37 S2 2 

41 Direktorat Penilaian Kerusakan 3 Perempuan 32 S1 3 

42 Direktorat Penilaian Kerusakan 5 Laki-Laki 32 S1 3 

43 Direktorat Penilaian Kerusakan 7 Laki-Laki 34 S2 2 

44 Direktorat Penilaian Kerusakan 8 Perempuan 35 S2 2 

45 Direktorat Penilaian Kerusakan 8 Laki-Laki 36 S2 2 

46 Direktorat Peralatan 8 Laki-Laki 36 S2 3 

47 Direktorat Peralatan 4 Laki-Laki 27 S1 1 
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No Nama Direktorat 
Lama 

Bekerja 
Jenis Kelamin Usia 

Jenjang 

Pendidikan 

Jumlah Staf di 

unit kerja anda 

48 Direktorat Peralatan 5 Perempuan 29 S1 1 

49 Direktorat Peralatan 8 Perempuan 34 S2 2 

50 Direktorat Peralatan 8 Laki-Laki 36 S2 2 

51 Direktorat Perbaikan Darurat 8 Laki-Laki 32 S1 2 

52 Direktorat Perbaikan Darurat 5 Perempuan 31 S1 2 

53 Direktorat Perbaikan Darurat 6 Perempuan 33 S1 2 

54 Direktorat Perbaikan Darurat 8 Laki-Laki 36 S2 2 

55 Direktorat Perbaikan Darurat 8 Laki-Laki 37 S2 4 

56 Direktorat Tanggap Darurat 8 Laki-Laki 43 S2 2 

57 Direktorat Tanggap Darurat 8 Perempuan 38 S2 2 

58 Direktorat Tanggap Darurat 6 Laki-Laki 34 S1 2 

59 Direktorat Tanggap Darurat 2 Laki-Laki 30 S1 2 

60 Direktorat Tanggap Darurat 7 Perempuan 35 S1 2 
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Lampiran 3 

Distribusi Frekuensi Pada Profil Responden 

 

Area Kerja 

 
 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Direktorat Bantuan 

Darurat 

4 6.7 6.7 6.7 

Direktorat Kesiapsiagaan 6 10.0 10.0 16.7 

Direktorat Logistik 4 6.7 6.7 23.3 

Direktorat Pemberdayaan 

Masyarakat 

7 11.7 11.7 35.0 

Direktorat Pemulihan dan 

Peningkatan Fisik 

4 6.7 6.7 41.7 

Direktorat Pemulihan dan 

Peningkatan Sosial 

Ekonomi 

7 11.7 11.7 53.3 

Direktorat Penanganan 

Pengungsi 

3 5.0 5.0 58.3 

Direktorat Pengurangan 

Resiko Bencana 

5 8.3 8.3 66.7 

Direktorat Penilaian 

Kerusakan 

5 8.3 8.3 75.0 

Direktorat Peralatan 5 8.3 8.3 83.3 

Direktorat Perbaikan 

Darurat 

5 8.3 8.3 91.7 

Direktorat Tanggap 

Darurat 

5 8.3 8.3 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 

 



123 
 

 
 

 

Lama Bekerja 

 
 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 3.3 3.3 3.3 

3 3 5.0 5.0 8.3 

4 7 11.7 11.7 20.0 

5 8 13.3 13.3 33.3 

6 3 5.0 5.0 38.3 

7 4 6.7 6.7 45.0 

8 33 55.0 55.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 

 

Jenis Kelamin 

 
 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-Laki 37 61.7 61.7 61.7 

Perempuan 23 38.3 38.3 100.0 

Total 60 100.0 100.0  
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Usia 

 
 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 27 1 1.7 1.7 1.7 

28 1 1.7 1.7 3.3 

29 5 8.3 8.3 11.7 

30 4 6.7 6.7 18.3 

31 1 1.7 1.7 20.0 

32 4 6.7 6.7 26.7 

33 3 5.0 5.0 31.7 

34 7 11.7 11.7 43.3 

35 5 8.3 8.3 51.7 

36 8 13.3 13.3 65.0 

37 3 5.0 5.0 70.0 

38 2 3.3 3.3 73.3 

39 2 3.3 3.3 76.7 

40 2 3.3 3.3 80.0 

41 1 1.7 1.7 81.7 

42 2 3.3 3.3 85.0 

43 2 3.3 3.3 88.3 

44 1 1.7 1.7 90.0 

45 2 3.3 3.3 93.3 

47 1 1.7 1.7 95.0 

48 2 3.3 3.3 98.3 

49 1 1.7 1.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0  
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Pendidikan 

 
 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid S1 29 48.3 48.3 48.3 

S2 31 51.7 51.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 

Jumlah Staf 

 
 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 10 16.7 16.7 16.7 

1 5 8.3 8.3 25.0 

2 26 43.3 43.3 68.3 

3 9 15.0 15.0 83.3 

4 7 11.7 11.7 95.0 

5 3 5.0 5.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0  
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Lampiran 4 

Data Penelitian 

 

No 
Efektivitas 

SPM (X1) 

Akuntabilitas 

Laporan 

Keuangan 

(X2) 

Daya Serap 

Anggaran 

(X3) 

APBN (Y) 

1 4,40 4,40 4,40 4,45 

2 4,35 4,35 4,35 4,35 

3 4,15 4,15 4,15 4,15 

4 4,50 4,50 4,50 4,55 

5 4,20 4,20 4,20 4,25 

6 4,40 4,50 4,40 4,45 

7 4,30 4,30 4,30 4,35 

8 4,10 4,10 4,10 4,15 

9 4,20 4,20 4,20 4,25 

10 4,10 4,10 4,10 4,25 

11 4,45 4,50 4,40 4,45 

12 4,25 4,35 4,25 4,35 

13 4,10 4,15 4,10 4,15 

14 4,55 4,45 4,50 4,55 

15 4,10 4,10 4,10 4,25 

16 4,35 4,45 4,35 4,45 

17 4,35 4,35 4,35 4,35 

18 4,20 4,20 4,20 4,25 

19 4,45 4,45 4,45 4,50 

20 4,20 4,20 4,20 4,25 

21 4,35 4,45 4,35 4,45 

22 4,35 4,35 4,35 4,35 

23 4,15 4,15 4,15 4,15 

24 4,50 4,50 4,50 4,55 

25 4,20 4,20 4,20 4,25 

26 4,45 4,45 4,45 4,50 

27 4,25 4,40 4,20 4,35 

28 4,15 4,15 4,15 4,15 

29 4,60 4,60 4,60 4,75 

30 4,10 4,10 4,05 4,10 

31 4,40 4,50 4,45 4,45 

32 4,20 4,35 4,15 4,35 

33 4,20 4,20 4,25 4,15 

34 4,40 4,40 4,40 4,55 

35 4,20 4,40 4,15 4,25 

36 4,30 4,30 4,30 4,45 

37 4,20 4,20 4,20 4,25 

  Lanjutan Data Penelitian 
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No 
Efektivitas 

SPM (X1) 

Akuntabilitas 

Laporan 

Keuangan 

(X2) 

Daya Serap 

Anggaran 

(X3) 

APBN (Y) 

38 4,25 4,30 4,15 4,15 

39 4,70 4,70 4,70 4,75 

40 4,10 4,25 4,05 4,25 

41 4,25 4,40 4,20 4,45 

42 4,20 4,20 4,20 4,25 

43 4,70 4,70 4,70 4,75 

44 4,20 4,20 4,20 4,25 

45 4,20 4,20 4,20 4,25 

46 4,35 4,50 4,30 4,35 

47 4,70 4,70 4,70 4,75 

48 4,20 4,20 4,20 4,25 

49 4,70 4,60 4,75 4,75 

50 4,20 4,20 4,20 4,25 

51 4,20 4,20 4,20 4,25 

52 4,70 4,70 4,70 4,75 

53 4,15 4,20 4,10 4,15 

54 4,20 4,20 4,20 4,25 

55 4,15 4,25 4,15 4,25 

56 4,30 4,40 4,30 4,45 

57 4,20 4,20 4,20 4,25 

58 4,20 4,20 4,20 4,25 

59 4,20 4,20 4,20 4,25 

60 4,10 4,25 4,05 4,25 
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Lampiran 5 

Output SPSS Pendukung 

Analisa Regresi Berganda 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Efektivitas Sistem 

Pengawasan 

Melekat
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: APBN 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .950
a
 .903 .901 .056 

a. Predictors: (Constant), Efektivitas Sistem Pengawasan Melekat 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.675 1 1.675 539.600 .000
a
 

Residual .180 58 .003   

Total 1.855 59    

a. Predictors: (Constant), Efektivitas Sistem Pengawasan Melekat 

b. Dependent Variable: APBN 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients  

B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) .147 .181  .814 .419 

Efektivitas Sistem 

Pengawasan Melekat 

.979 .042 .950 23.229 .000 

a. Dependent Variable: APBN 

 
 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Akuntabilitas 

Laporan 

Keuangan
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: APBN 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .930
a
 .864 .862 .066 

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Laporan Keuangan 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.604 1 1.604 369.624 .000
a
 

Residual .252 58 .004   

Total 1.855 59    

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Laporan Keuangan 

b. Dependent Variable: APBN 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients  

B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) .073 .223  .326 .746 

Akuntabilitas Laporan 

Keuangan 

.990 .051 .930 19.226 .000 

a. Dependent Variable: APBN 

 
 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Daya Serap 

Anggaran
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: APBN 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .942
a
 .887 .885 .060 

a. Predictors: (Constant), Daya Serap Anggaran 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.646 1 1.646 455.606 .000
a
 

Residual .210 58 .004   

Total 1.855 59    

a. Predictors: (Constant), Daya Serap Anggaran 

b. Dependent Variable: APBN 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients  

B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) .359 .187  1.915 .060 

Daya Serap Anggaran .932 .044 .942 21.345 .000 

a. Dependent Variable: APBN 

 

Variables Entered/Removed 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Daya Serap Anggaran, Akuntabilitas 

Laporan Keuangan, Efektivitas Sistem 

Pengawasan Melekat
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .960
a
 .921 .917 .051 

a. Predictors: (Constant), Daya Serap Anggaran, Akuntabilitas Laporan 

Keuangan, Efektivitas Sistem Pengawasan Melekat 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.709 3 .570 218.124 .000
a
 

Residual .146 56 .003   

Total 1.855 59    

a. Predictors: (Constant), Daya Serap Anggaran, Akuntabilitas Laporan Keuangan, Efektivitas Sistem 

Pengawasan Melekat 
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.709 3 .570 218.124 .000
a
 

Residual .146 56 .003   

Total 1.855 59    

a. Predictors: (Constant), Daya Serap Anggaran, Akuntabilitas Laporan Keuangan, Efektivitas Sistem 

Pengawasan Melekat 

b. Dependent Variable: APBN 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients  

B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) .025 .174  .142 .888 

Efektivitas Sistem 

Pengawasan Melekat 

.023 .365 .022 .062 .049 

Akuntabilitas Laporan 

Keuangan 

.452 .126 .424 3.587 .001 

Daya Serap Anggaran .531 .288 .537 1.842 .038 

a. Dependent Variable: APBN 
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Lampiran 6 

Tabel T 
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Lampiran 7 

Tabel R 
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Lampiran 8 

Tabel F ...(01) 
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Tabel F ...(02) 
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Tabel F ...(03) 
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Tabel F ...(04) 
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Lampiran 9 

Partial Regresion Plot 

 

 
 

 
 

 

 




